Nomor SOP

/BKPSDM/SOP/2023

November 2017

Tanggal
Pembuatan
S Tanggal Revisi

1 September 2023

Tanggal Efektif

4 September 2023

BADAN KEPEGAWAIAN Disahkan Oleh
DAN PENGEMBANGAN SUMBE
DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Daerah Kabupaten 1. Kepala BKPSDM,;
Kepulauan Anambas Nomor 2. Sekretaris BKPSDM,;
14.b Tahun 2010 tentang 3. Kepala Bidang - bidang
Sistem dan Prosedur 4. Kasubag Keuangan &
Pengelolaan Keuangan Program;
Daerah; S. Penyusun Rencana Kegiatan

2. Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor 70 Tahun
2017 tentang Pedoman

Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Anambas;

3. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011.

Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan RKA

Peringatan
1. Penyusunan DPA harus
disegerakan, agar dapat

dilaksanakan kegiatan tepat
pada waktunya;

2. Dikonsultasikan ke TAPD;

3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka akan terjadi
keterlambatan melaksanakan
kegiatan.

dan Anggaran;
6. Instansi Lain (PPKD).

Peralatan/Perlengkapan :

1. ATK;

2. Komputer / Laptop;
3. Printer;

4. Kursi;

5. Meja;

Pencatatan dan Pendataan :

Harus tepat waktu.







Diagram alur :
Mekanisme Penyusunan DPA

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN KASUBBAG STAF KEPALA
;{If::;ﬁ SE:I?;ZFI‘:I\I;I S KEUANGAN & | KEUANGAN & BIDANG - PPKD PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PROGRAM PROGRAM BIDANG
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Menugaskan Sekretaris Surat masuk penyusunan DPA, . . .
. . 10 menit Disposisi

untuk menyusun DPA mulai Rencana Kegiatan dan Anggaran
Menugaskan Kasubbag \ 4
Keuangan & Program untuk Penyampaian Nota Dinas 2 jam Nota Dinas
menyusun DPA
Menan.d atangani Nota Dinas Y Nota Dinas 2 menit Nota Dinas
yang disusulkan P
Menyerahkan Nc?ta Dinas Nota Dinas 2 menit Nota Dinas
kepada Sekretaris
Menyerahkan Nota Dinas
kepada Kasubbag Keuangan Nota Dinas 2 menit Nota Dinas
& Program
Menyerahkan Nota Dinas
kepada Staf Program & > Nota Dinas 2 menit Nota Dinas
Keuangan
Menyerah‘kan NOté Dinas Nota Dinas 2 menit Nota Dinas
kepada Bidang - bidang
Menerima Anggaran Kas dari Anggaran Kas 1 hari Anggaran Kas

masing - masing bidang




Mengentry Anggaran Kas ke

bidang

selesai

Anggaran

9 Sistem Anggaran Kas 3 hari Anggaran Kas
10 Mengkoreksi hasil entry P Anggaran Kas 1 hari Anggaran Kas
M ik f
11 emeriksa dan memara Anggaran Kas 1 hari Anggaran Kas
Anggaran
12 Menandatangani Anggaran s hari Anggaran Kas
Kas
Melakukan Transfer dari Dokumen
Dok Pel
13 RKA ke DPA sekaligus Ar? u;::rrll elaksanaan dan 1 hari Pelaksanaan dan
mencetaknya &8 Anggaran
Dokumen
14 Menandatangani DPA g 1 hari Pelaksanaan dan
Anggaran
Dokumen
Dok Pel
15 Menggandakan DPA okumen Pelaksanaan dan 4 jam Pelaksanaan dan
Anggaran
Anggaran
Menyerahkan ke Bidan Dokumen Pelaksanaan dan Dokumen
16 ¥ 8 30 menit Pelaksanaan dan

Anggaran




Keterangan :

Simbol terminator :] untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

Simbol kotak [ ] untuk mendeskripsikan kegiatan di proses

Simbol belah ketupat <untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

Simbol konektor D untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.

P wnhpR



SOP PENYUSUNAN DPA

Menugaskan Sekretaris
untuk menyusun DPA

Sekretaris menugaskan Kasubbag Keuangan &
Kasubbag Keuangan & Program menyampaikan
Program untuk menyusun Nota Dinas
DPA

Kasubbag Keuangan & Sekretaris menyerahkan Kepala BKPSDM
Program menyerahkan Nota Dinas kepada menandatangani Nota
Nota Dinas Kasubbag Keuangan & Dinas yang diusulkan dan
Program menverahkan Nota Dinas

Staf Keuangan & Program Bidang - bidang
menyampaikan Nota Dinas menyampaikan Anggaran
kepada Bidang - bidang Kas kepada Kasubbag

Keuangan & Program

Staf Keuangan & Program Kasubbag Keuangan &
mengentry Anggaran Kas Program menerima
ke Sistem A— Anggaran Kas dari masing
- masing bidang

Kasubbag Keuangan &
Program mengkoreksi hasil
[Selngs

Kepala BKPSDM Sekretaris memeriksa dan

menandatangani Anggaran memaraf Anggaran Kas
Kas

Staf Keuangan & Program
melakukan transfer dari
RKA ke DPA dan
mencetaknya

PPKD menandatangi DPA

Staf menggandakan DPA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
dan menyerahkan ke DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Bidang - bidang KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dra. NURGAYAH, M.A
NIP. 196801262000032002




.

BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBE

DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

Nomor SOP /BKPSDM/SOP/2023
Tanggal November 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi 1 September 2023

Tanggal Efektif

4 September 2023

Disahkan Oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dasar Hukum :

1.

Undang - Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor
4700);

Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan
Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Kepala BKPSDM,;

2. Sekretaris BKPSDM;

3. Kasubag Keuangan &
Program;

4. Staf.




Lembaran Negara Nomor
4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor
4816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor
4817);

8. Peraturan Presiden RI No. 7
Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004 - 2009

(Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 11);

9. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan
Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor 70 Tahun
2017 tentang Pedoman

Penyusunan Standar

Operasional Prosedur

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Anambas.
Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan Renstra;

2. SOP Penyusunan RENJA;

3. SOP Penyusunan Action Plan;

4. SOP Perencanaan Anggaran.
Penjelasan :

Keterkaitan SOP IKU dengan SOP
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra), RENJA, Action Plan,
adalah bahwa penyusunan IKU
mengacu kepada (Renstra), RENJA,
Action Plan, IKU, Perencanaan
Anggaran.

Peralatan/Perlengkapan :

Peringatan

ATK;

Komputer / Laptop;
Printer;

Kursi;

Meja.

SR

1. Penyusunan IKU harus tepat
waktu, untuk tahun anggaran
berjalan;

2. Disusun dan dibahas dalam
Forum OPD yang diwakili oleh
tiap Bidang;

3. Dikonsultasikan ke  Bagian
Organisasi untuk mendapatkan
rekomendasi;

Pencatatan dan Pendataan :

Penyusunan IKU harus tepat
waktu, dan sesuai dengan
Renstra dan Renja.




4. Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka perencanaan IKU tidak
berjalan sesuai keinginan.




Diagram alur :
Mekanisme Penyusunan IKU

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN KASUBBAG
KEPALA SEKRETARIS BIDANG - BAGIAN
BKPSDM BKPSDM KEUANGAN & STAF BIDANG ORGANISASI PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nill’ldlziijzﬂfég szla;ota Memperhatikan laporan capaian

1 p K yu kinerja tahun yang lalu, Renja dan 5 hari Draft IKU
Dinas dalam rangka mulai > KU
permintaan data

2 Menyampalkan Nota Dinas < Penyampaian Nota Dinas 1 hari Nota Dinas
ke Sekretaris <

3 Menyampall?an Nota Dinas Penyampaian Nota Dinas dan 15 Menit Nota Dinas
ke Bidang-bidang > Format
Menerima koreksi dan Daftar Koreksi

a masukan dari Bidang-bidang AI Daftar Koreksi dan Masukan 5 hari dan Masukan
/ Sekretaris untuk diteliti < < terhadap Draft IKU terhadap Draft
dan dikompilasi IKU
Menyusun Rancangan Akhir \ 4 . . Rancangan

5 IKU Hasil Forum BKPSDM 2 hari Akhir IKU

6 Memberikan persetujuan Rancangan Akhir IKU Hasil Forum 1 hari Rancangan
Rancangan Akhir IKU < BKPSDM Akhir IKU

Y

- Memberikan persetujuan </ Rancangan Akhir IKU Hasil Forum 1 hari Rancangan

Rancangan Akhir IKU BKPSDM Akhir IKU




Mengkonsultasikan

s Rancangan Akhir IKU ke Rekomendasi hasil konsultasi 6 hari Rancangan
Bagian Organisasi untuk dengan Bagian Organisasi Akhir IKU
mendapatkan Rekomendasi
Memberikan rekomendasi v
Bagian Organisasi sebagai .

Dok IK 1h Dok IK

9 Bahan dalam Penetapan IKU okumen IKU ant okumen IKU
BKPSDM

10 Mer.landatangaru I.KU dari <>t$<>‘ Dokumen IKU 1 hari Dokumen IKU
hasil rekomendasi

v Dokumen asli
Menyampaikan Dokumen selesai . disimpan di

11 Dok IK 1h
IKU ke Bagian Organisasi okumen IKU ant sub bagian

program

Keterangan :

1. Simbol terminator
2. Simbol kotak [ |
3.

4,

untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

untuk mendeskripsikan kegiatan di proses
Simbol belah ketupat <untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
Simbol konektor D untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.




SOP PENYUSUNAN IKU

Melakukan Penyusunan
MULAI IKU dan Nota Dinas dalam
p——l :
rangka permintaan data

Menyampaikan Nota Dinas
ke Sekretaris

Menyampaikan Nota
Dinas ke Bidang — bidang

Menyusun Rancangan
Akhir IKU

Memberikan

persetujuan
Rancangan

Akhir IKU

N

SELESAI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dra. NURGAYAH, M.A
NIP.196801262000032002




Nomor SOP /BKPSDM/SOP/2023

Tanggal November 2017
Pembuatan
Lo 1 September 2023

—— Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 4 September 2023

BADAN KEPEGAWAIAN Disahkan Oleh Kepala Badan Kepegawaian dan
DAN PENGEMBANGAN SUMBE Pengembangan Sumber Daya

DAYA MANUSIA Manusia
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang - undang Nomor 32 1. Memiliki kewenangan dalam
Tahun 2004 tentang penyusunan Laporan
Pemerintahan Daerah Akuntabilitas Kinerja Instansi
sebagaimana telah diubah Pemerintah (LAKIP);
terakhir dengan Undang - 2. Memiliki kemampuan dalam
undang Nomor 12 Tahun menyusun dan menganalisis

2008; data kinerja SKPD.

2. Undang - undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

3. Undang - undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

4. Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor
14.b Tahun 2010 tentang

Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Daerah;

5. Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor 70 Tahun
2017 tentang Pedoman

Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas;

6. Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan RENSTRA; 1. ATK;
2. SOP Penyusunan RENJA; 2. Komputer / Laptop;
3. SOP Laporan Capaian Kinerja; 3. Printer;
4. SOP Perencanaan, Pergeseran 4. Kursi;

dan Perubahan Anggaran. 5. Meja.
Penjelasan :

Keterkaitan SOP Penyusunan LAKIP
dengan SOP Penyusunan Rencana




Strategis (Renstra), RENJA,
Penyusunan IKU, Laporan Capaian
Kinerja, Perencanaan, Pergeseran
dan Perubahan Anggaran adalah
bahwa Penyusunan LAKIP mengacu
kepada (Renstra), RENJA, IKU,

Laporan Capaian Kinerja,
Perencanaan, Pergeseran dan
Perubahan Anggaran.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan :

1. Penyusunan LAKIP harus tepat
waktu, disusun setelah akhir
tahun anggaran,;

2. Disusun dan dibahas dalam
Forum SKPD yang diwakili oleh
tiap bidang;

3. Dikonsultasikan ke Bagian
Organisasi untuk mendapatkan
rekomendasi;

4. Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka penyusunan perencanaan
lainnya tidak berjalan sesuai
keinginan.

Penyusunan LAKIP harus tepat
waktu.







Diagram alur :
Mekanisme Penyusunan LAKIP

PELAKSANA MUTU BAKU
KASUBBA KEPALA BAGIAN
URAIAN KEGIATAN KEPALA SEKRETARIS SU G FORUM G PERSYARATAN/
BKPSDM BKPSDM KEUANGAN & STAF BKPSDM BIDANG - ORGANISASI / KELENG AN WAKTU OUTPUT
PROGRAM BIDANG BPKP
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mendisposisikan surat 1. Jenis data yang diperlukan
penyusunan LAKIP dan Nota dalam penyusunan LAKIP; 2 hari Laporan / data
Dinas dalam rangka mulai > 2. ATK; untuk LAKIP
permintaan data 3. Lembar disposisi.
Memberikan persetujuan 1 ATK:
Nota Dinas oleh Sekretaris P ’ Pen )am aian Nota Dinas 1 hari Nota Dinas
dan Kepala BKPSDM yamp
Menyampaﬂ?an Nota Dinas Penyampaian Nota Dinas dan 15 menit Nota Dinas
ke Bidang-bidang > Format
q

Menyusun Draft LAKIP I—L Memperhatikan laporan
berdasarkan data dari bidang [« capaian kinerja tahun yang 6 hari Draft LAKIP
- bidang lalu, Renja

1 o Daftar koreksi
Meneliti dan mengkoreksi o " Daftar koreksi dan masukan . dan masukan

< 2 hari
Draft LAKIP terhadap Draft LAKIP terhadap Draft

LAKIP
Memperbaiki dan menyetujui /\‘ Rancangan Akhir LAKIP hasil 1 hari Rancangan
Rancangan Akhir LAKIP <« koreksi Akhir LAKIP
Menyetujui Rancangan Akhir <> dR?ncaﬁian Akglré,AKIP segera et Rancangan
LAKIP v iserankan pada Baglan ant Akhir LAKIP
U Organisasi




Menyampaikan Rancangan

(]

Bagian Organisasi

Rancangan

Akhir LAKIP ke Bagi hari
8 i .. ¢ Paglan menyerahkan ke BPKP 2 hari Akhir LAKIP
Organisasi
Mengkoreksi dan asistensi A 4 . Dokumen
9 dengan BPKP Dokumen LAKIP 1 hari LAKIP
Memperbaiki dan menyetujui v . Dokumen
10 | e /\: Dokumen LAKIP 1 hari LAKIP
Memberikan persetujuan . Dokumen
11 L Dok LAKIP 1 h
oleh Kepala BKPSDM </ okumen ant LAKIP
\ 4 Dokumen asli
Mengarsipkan Dokumen selesai disimpan di
12 LAKIP pada Sub Bagian Dokumen LAKIP 15 menit Sub Bagian
Keuangan dan Program Keuangan &
Program

Keterangan :

Simbol terminator
Simbol kotak [ ] untuk mendeskripsikan kegiatan di proses

Eall o

untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

Simbol belah ketupat <>untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
Simbol konektor D untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.




MULAI

Sekretaris dan
Kepala BKPSDM
menyetujui
Rancangan Akhir
LAKIP

Kepala
BKPSDM
memberikan
persetujuan

Mengarsipkan Dokumen
LAKIP pada Subbagian
Program & Keuangan

SOP PENYUSUNAN LAKIP

Melakukan Penyusunan
LAKIP dan Nota Dinas

dalam rangka permintaan
data

Sekretaris dan Kepala
BKPSDM memberikan
persetujuan Nota Dinas

Menyampaikan Nota
Dinas ke Kepala Bidang —
bidang

Kasubbag Program &
Keuangan meneliti dan
mengkoreksi Draft LAKIP

Staf menyusun Draft
LAKIP berdasarkan data
dari Bidang - bidang

Staf menyempurnakan
Draft LAKIP

Menyampaikan Rancangan
Akhir LAKIP ke Bagian
Organisasi / BPKP

Kasubbag
Program &
Keuangan
Menyetujui

Dokumen LAKIP /

SELESAI

Kepala BKPSDM
Mengkoreksi dan asistensi
dengan BPKP

Staf memperbaiki dan
menyempurnakan
Dokumen LAKIP

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dra. NURGAYAH, M.A

NIP.196801262000032002



\I. v

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBE
DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

Nomor SOP /BKPSDM/SOP/2023
Tanggal November 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi

1 September 2023

Tanggal Efektif

4 September 2023

Disahkan Oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

SOP Penyusunan Laporan Ke

uangan

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor
14.b Tahun 2010 tentang

Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2. Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor 70 Tahun

2017 tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Anambas;

3. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011.

Keterkaitan :

1. SOP Verifikasi SPJ Keuangan;
2. SOP Pelaporan Aset.

Peringatan

1. Laporan keuangan dilakukan
pada awal tahun berikutnya.

2. Jika SOP ini tidak dijalankan
maka proses penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
akan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Kepala BKPSDM,;

2. Sekretaris BKPSDM;
3. Kasubag Keuangan &
Program;

Staf;

Pengurus Barang;
Inspektorat KKA;

Tim LKPD.

Noahs

Peralatan/Perlengkapan :

1. ATK;

2. Komputer / Laptop;
3. Printer;

4. Kursi;

5. Meja;

Pencatatan dan Pendataan :

Harus dilakukan dengan teliti,
akurat / akuntabel dan tepat
waktu.







Diagram alur :
Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN KASUBBAG STAF
PENGURUS SEKRETARIS KEPALA PERSYARATAN/
KEUANGAN & KEUANGAN & TIM LKPD INSPEKTORAT WAKTU OUTPUT
PROGRAM PROGRAM BARANG BKPSDM BKPSDM KELENGKAPAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Menerima disposisi untuk Surat masuk, . . ..
. .. 10 menit Disposisi
menyusun laporan keuangan mulai lembar disposisi
Menyiapkan data — data Data - data 1 iam Data
keuangan » Keuangan J Keuangan
Melakukan rekonsiliasi aset o Daftar Aset 1 hari Daftar Aset
Ll
Menyusun data hasil rekon Daftar Aset Rekon 1 hari Daftar Aset
< Rekon
M?nyusun worksheet (neraca A Jurnal, Déftar. 3 hari Neraca Lajur
lajur) Aset, Realisasi
M
enyusun Ngracg dan v ) . Draft Neraca
Laporan Realisasi Anggaran Neraca Lajur 2 hari
dan LRA
(LRA)

. Draft Neraca dan . Draft Neraca
Memeriksa Neraca dan LRA < LRA 1 hari dan LRA
Melakukan Rekonsiliasi Aset Draft Neraca dan 3 iam Draft Neraca
dan LRA > LRA . dan LRA

Draft Neraca dan . Anggaran
Menyusun Neraca dan LRA LRA 1 jam Kas

A




Catatan atas

10 Menyusun Catatan atas Neraca, LRA, 3 hari Laporan

Laporan Keuangan (CaLK) LAKIP Keuangan
(CaLK)
Draft

Memeriksa Draft Laporan < Draft Laporan . 8

11 « 3 hari Laporan

Keuangan Keuangan
Keuangan
Melakukan Review Laporan Draft
Draft Laporan .

12 Keuangan dengan > Keuangan 2 hari Laporan
Inspektorat KKA & Keuangan
Memeriksa Draft perbaikan Draft Laporan . Draft

13 4 jam Laporan
Laporan Keuangan Keuangan

Keuangan
Memeriksa dan memaraf I Draft Laporan . Draft

14 g 2 jam Laporan

Laporan Keuangan Keuangan
Keuangan
Menyetujui Laporan Draft Laporan 1 . Laporan

15 > Y2 hari
Keuangan e Keuangan Keuangan

16 Menggandakan Laporan Laporan 4 jam Laporan
Keuangan < Keuangan Keuangan

17 Menyampaikan Laporan Laporan 30 menit Laporan
Keuangan Keuangan Keuangan

=< selesai )

Keterangan :

P wnh e

Simbol terminator
Simbol kotak [ ]
Simbol belah ketupat <untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

Simbol konektor D untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.

untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
untuk mendeskripsikan kegiatan di proses







SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Kasubbag Keuangan &
Program menyusun
laporan keuangan

MULAI )

Staf Keuangan & Program
menyiapkan data - data
keuangan

Kasubbag Keuangan &
Program memeriksa Neraca
dan LRA

Inspektorat KKA
memeriksa Laporan
Keuangan

Kasubbag Keuangan &
Program memeriksa Draft
Laporan Keuangan

Kasubbag Keuangan &
Program memeriksa Draft
Perbaikan Laporan

Keuangan

Sekretaris memeriksa dan
memaraf Laporan
Keuangan

Kepala BKPSDM
menyetujui Laporan
Keuangan

Staf Keuangan & Program
menggandakan Laporan
Keuangan dan

SELESAI

menyampaikan kepada
Tim LKPD

Pengurus Barang
melakukan rekonsiliasi
aset

Staf Keuangan & Program
menyusun data hasil rekon
dari pengurus barang dan
menyusun Worksheet,
Neraca dan LRA

Tim LKPD melakukan
rekonsiliasi asset dan LRA

Staf Keuangan & Program
menyusun Neraca, LRA,
dan CaLK

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dra. NURGAYAH, M.A
NIP.196801262000032002




Nomor SOP /BKPSDM/SOP/2023

.\ "

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBE
DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

Tanggal Maret 2017

Pembuatan

Tanggal Revisi 1 September 2023

Tanggal Efektif 4 September 2023

Disahkan Oleh Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

SOP Prosedur

Pembayaran Perjalanan Dinas

Dasar Hukum :

1. PMK No. 45/PMK.05/2007
tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan
PTT;

2. PMK No. 62/PMK.05/2007
tentang perubahan atas PMK
No. 45/PMK.05/2007;

3. Permendagri No. 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan
Anambas Nomor...... Tahun

2017 tentang Standar
Satuan Harga dan Standar
Harga Barang

Keterkaitan :
1. DPA
2. SPD

3. Anggaran Kas

Peringatan

1. Apabila Perjalanan Dinas ini
tidak dilaksanakan maka akan
menghambat tercapainya
pelaksanaan program /kegiatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Bendahara;

2. Pembantu Bendahara;

3. Staf Keuangan Bagian
Verifikasi.

Peralatan/Perlengkapan :

1. ATK;

2. Komputer / Laptop;
3. Printer;

4. Kursi;

5. Meja.

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data
elektronik dan manual.







Diagram alur :
Prosedur Pembayaran Perjalanan Dinas

PELAKSANA

MUTU BAKU

URAIAN KEGIATAN BENDAHARA

PENGELUARAN

STAF
PELAKSANA

STAF
KEUANGAN
BAGIAN
VERIFIKASI

PERSYARATAN/KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

1 2 3 4

5

10

Bendahara Pengeluaran
menerima Surat Tugas dan
Kwitansi Panjar 75% yang
sudah ditandatangani
PPTK dan KPA dari Staf
Pelaksana

( Mulai )

SPP, Kontrak, Kwitansi

10 menit

Register SPP

Bendahara Pengeluaran
memeriksa dokumen
kelengkapan permintaan
Panjar, jika belum lengkap

2 maka dikembalikan ke staf ¢
pelaksana untuk
dilengkapi, jika sudah
lengkap akan dicatat
kedalam buku panjar

A

SPP, Kontrak, Kwitansi

2 jam

SPP Verifikasi

Bendahara Pengeluaran
memberikan panjar
3 perjalanan dinas kepada

staf pelaksana perjalanan
dinas

Buku Bantu Perbendaharaan

30 menit

SPP Verifikasi

Staf pelaksana menerima
panjar perjalanan dinas
dan membawa SPPD yang

telah diberi nomor yang
diambil di Subbagian
Program dan Keuangan,

SPP, Kontrak, Kwitansi

untuk selanjutnya

=( Selesai )

30 menit

Draft SPM




melaksanakan perjalanan
dinas.

Memeriksa dan memaraf

Draft SPM yang

Draft SPM 1 i
SPM raft S 5 menit sudah diperiksa
. L . Draft SPM yang
Memeriksa dan memaraf Draft SPM yang sudah diperiksa 15 menit sudah di Paraf
PM h
Menyetujui SPM Draft SPM yang sudah diperiksa Y5 hari S yang .sgda
disetujui
PM h
Meregister SPM Register SPM 15 menit S yang suda
diregister
PM h
Menyampaikan SPM SPM 1 hari S yang suda

dikirim

Keterangan :

1. Simbol terminator
2. Simbol kotak [ |
3.

4.

untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
untuk mendeskripsikan kegiatan di proses
Simbol belah ketupat <untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
Simbol konektor D untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.




SOP PENERBITAN SPM

Kasubbag Program &
MULAI Keuangan Memverifikasi
> g

kelengkapan SPP
UP/GU/TU, LS dan

Kontrak

Staf membuat Surat Kasubbag Keuangan &
Perintah Membayar (SPM) Program memeriksa dan
dan Pengantar memaraf SPM

Kepala BKPSDM Sekretaris BKPSDM
menyetujui SPM memeriksa dan memaraf
SPM

Staf meregister dan
menyampaikan SPM
kepada PPKD

SELESAI
\

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dra. NURGAYAH, M.A
NIP.196801262000032002




.

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBE
DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

Nomor SOP /BKPSDM/SOP/2023
Tanggal November 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi

1 September 2023

Tanggal Efektif

4 September 2023

Disahkan Oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun
2008;

5. Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

6. Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor 70 Tahun

2017 tentang Pedoman

Penyusunan Standar

Operasional Prosedur

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Anambas.
Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan Renstra
Penjelasan :
Keterkaitan

SOP Penyusunan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Kepala BKPSDM,;

2. Sekretaris BKPSDM;

3. Kasubbag Keuangan &
Program;

4. Staf.

Peralatan/Perlengkapan :

1. ATK;
2. Komputer / Laptop;
3. Printer;




RENJA dengan Renstra adalah
bahwa penyusunan Renja (1 tahun)
berpedoman pada dokumen
Renstra (5 tahun).

Peringatan

4. Kursi;
5. Meja.

1.

2.

3.

Penyusunan Renja harus tepat
waktu, disusun setelah akhir
tahun anggaran,;
Dikonsultasikan ke Tim
Verifikasi Renja (Balitbangpeda);
Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka penganggaran tidak
berjalan sebagaimana mestinya.

Pencatatan dan Pendataan :

Perencanaan harus tepat
waktu.







Diagram alur :
Mekanisme Penyusunan RENJA

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN KASUBBAG BALITBANGPEDA
;{;'::;ﬁ SE;{I?:' S'l‘slvl: 1S KEUANGAN & STAF Bl:::]))éANNG(’}- / TIM PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PROGRAM VERIFIKASI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mendisposisi surat
penyusunan Renja dan Nota Jenis data yang diperlukan dalam 2 hari Laporan / data
Dinas dalam rangka mulai > penyusunan Renstra untuk Renja
permintaan data
Membe.nkan persetujuan < < Penyampaian Nota Dinas 1 hari Nota Dinas
Nota Dinas oleh atasan < M
Men.yampall?an Nota Dinas Penyampaian Nota Dinas dan 15 Menit Nota Dinas
ke bidang-bidang > > Format
Menyusun Draft Renja :
berdasarkan data dari bidang Memperhatikan Renstra 6 hari Draft Renja
. Kabupaten Kepulauan Anambas
- bidang <
Daftar Koreksi

Meneliti dan mengoreksi Daftar koreksi dan masukan . aftar Koreksi dan

. . 2 hari Masukan terhadap
Draft Renja terhadap Draft Renja .

Draft Renja
- .

Menyempurnak?n > Hasil koreksi 1 hari Rancanga.n Akhir
Rancangan Renja Renja
Memberikan persetujuan Y Rancangan Akhir Renja hasil 1 hari Rancangan Akhir

Rancangan Akhir Renja

koreksi

Renja




Menyampaikan Rancangan
Akhir Renja ke

]

Rancangan Akhir

Renja dihimpun di Balitbangpeda 1 hari .
Balitbangpeda Renja
Keterangan :
1. Simbol terminator ([ ]untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
2. Simbol kotak [ ] untuk mendeskripsikan kegiatan di proses
3. Simbol belah ketupat <> untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
4.

Simbol konektor D untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.




SOP PENYUSUNAN RENJA

Melakukan Penyusunan
Renja dan Nota Dinas
dalam rangka permintaan

MULAI

data

Sekretaris dan Kepala
BKPSDM memberikan
persetujuan Nota Dinas

Menyampaikan Nota
Dinas ke Staf dan Bidang
- bidang

Kasubbag Program &
Keuangan meneliti dan
mengkoreksi Draft Renja

Staft menyusun Draft
Renja berdasarkan data
dari Bidang - bidang

Memberikan
persetujuan
Rancangan

Akhir Renja

SELESAI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dra. NURGAYAH, M.A
NIP.196801262000032002




.

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBE
DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

Nomor SOP /BKPSDM/SOP/2023
Tanggal November 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi

1 September 2023

Tanggal Efektif

4 September 2023

Disahkan Oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

SOP

Penyusunan RENSTRA

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah;

4. Permendagri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah;

S. Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Pelakasanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah;

Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan RENJA;

Penjelasan :

Keterkaitan SOP Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) dengan
RPJMD adalah bahwa penyusunan
Renstra mengacu kepada RPJMD.

Peringatan

1. Renstra SKPD akan dijadikan
sebagai pedoman dan acuan
dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi SKPD untuk periode
S (lima) tahun kedepan;

2. Penyusunan Renstra harus tepat

Kualifikasi Pelaksana :

1. Kepala BKPSDM,;

2. Sekretaris BKPSDM;

3. Kasubag Keuangan &
Program;

4. Staf.

Peralatan/Perlengkapan :

ATK;

Komputer / Laptop;
Printer;

Kursi;

Meja.

SRR

Pencatatan dan Pendataan :

1. Pendataan harus tepat
waktu.
2. Rumusan Program,

kegiatan dan target untuk

periode 5 (lima) tahun
kedepan.




waktu, disusun setelah akhir
tahun anggaran,;

Dikonsultasikan ke Tim
Verifikasi Renstra
(Balitbangpeda);

Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka proses penyusunan

Renstra SKPD ini tidak akan
berjalan dengan lancer.







Diagram alur :
Mekanisme Penyusunan RENSTRA

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN KASUBBAG BALITBANGPEDA
;{;'::;ﬁ SE;{I?;ZF;I\I;I S KEUANGAN & STAF B;E::\;;Z- / TIM PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PROGRAM VERIFIKASI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mendisposisikan surat
penyusunan Rensta dan Nota Jenis data yang diperlukan dalam 2 hari Laporan / data
Dinas dalam rangka @ > penyusunan Renstra untuk Renstra
permintaan data
Memberikan persetujuan
Nota Dinas oleh Sekretaris <>4—-<>< Penyampaian Nota Dinas 1 hari Nota Dinas
dan Kepala BKPSDM
Men}fampaﬂ?an Nota Dinas - Penyampaian Nota Dinas dan 15 Menit Nota Dinas
ke Bidang-bidang > Format
Menyusun Draft Renstra .
berdasarkan data dari bidang Memperhatikan RPJMD 6 hari Draft Renstra
. < Kabupaten Kepulauan Anambas
- bidang
Daftar Koreksi
Meneliti dan mengkoreksi Daftar Koreksi dan Masukan . aftar Koreksi dan
- 2 hari Masukan terhadap
Draft Renstra » terhadap Draft Renstra
Draft Renstra
Memberikan per.setujuan /\‘ Hasil Koreksi 1 hari Rancangan Akhir
Rancangan Akhir Renstra < Renstra
Menyetujui Rancangan Akhir ) 4 Rancangan Akhir Renstra Hasil 1 hari Rancangan Akhir
Renstra Koreksi Renstra

(-




Mempresentasikan
Rancangan Akhir Renstra

Untuk di koreksi oleh tim
verifikasi

1 hari

Rancangan Akhir
Renstra

Mengkoreksi dan asistensi
dengan Tim Verifikasi

Renstra

Dokumen Renstra

6 hari

Dokumen Renstra

10

Memperbaiki dan meminta
persetujuan

<.

Dokumen Renstra

1 hari

Dokumen Renstra

11

\ 4

Memberikan persetujuan </

Dokumen Renstra

1 hari

Dokumen Renstra

12

Menyampaikan Renstra pada

Balitbangpeda

selesai

Dokumen Renstra

1 hari

Dokumen Renstra

Keterangan :

Simbol terminator (] untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
Simbol kotak [ ] untuk mendeskripsikan kegiatan di proses
Simbol belah ketupat <untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

L N

Simbol konektor D untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.




Sekretaris dan
Kepala BKPSDM
Menyetujui
Rancangan
Akhir Renstra

Sekretaris dan
Kepala BKPSDM
memberikan
persetujuan

SOP PENYUSUNAN RENSTRA

Melakukan Penyusunan
Renstra dan Nota Dinas
dalam rangka permintaan
data

Sekretaris dan
Kepala BKPSDM
memberikan
persetujuan Nota

Kasubbag Program &
Keuangan meneliti dan
mengkoreksi Draft Renstra

Menyampaikan Nota
Dinas ke bidang — bidang

Staf menyusun Draft
Renstra berdasarkan data
dari bidang - bidang

Mempresentasikan
Rancangan Akhir Renstra
ke Balitbangpeda / Tim
Verifikasi

Staf menyempurnakan
Draft Renstra

Mengkoreksi dan asistensi
dengan Tim Verifikasi
Renstra

Kasubbag Program &
Keuangan memperbaiki

dan meminta persetujuan

Staf menyampaikan
Dokumen Renstra pada
Balitbangpeda

SELESAI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dra. NURGAYAH, M.A

NIP.196801262000032002



\I. v

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBE
DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

Nomor SOP /BKPSDM/SOP/2023
Tanggal November 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi

1 September 2023

Tanggal Efektif

4 September 2023

Disahkan Oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

SOP Penyusunan Rancangan RKA

Dasar Hukum :

1. Permendagri Nomor 59
Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Permendagri

Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2. Permendagri Nomor 52

Tahun 2011 tentang Standar

Operasional  Prosedur di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 704,

3. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Nomor

14.b Tahun 2010 tentang

Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Daerah;

5. Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor 70 Tahun

2017 tentang Pedoman

Penyusunan Standar

Operasional Prosedur

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Anambas.
Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan RENJA;
2. RKPD;
3. KUA dan PPAS.

Penjelasan :

Keterkaitan SOP Penyusunan RKA
dengan Renja, RKPD, KUA dan PPAS
adalah bahwa penyusunan RKA
mengacu kepada RENJA, RKPD,
KUA, dan PPAS.

Peringatan

1. Perlu adanya koordinasi dengan
seluruh stakeholders terkait;

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka penganggaran tidak
berjalan sesuai jadwal yang
ditetapkan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Kepala BKPSDM,;

2. Sekretaris BKPSDM;

3. Kasubag Keuangan &
Program;

4. Staf.

Peralatan/Perlengkapan :

ATK;

Komputer / Laptop;
Printer;

Kursi;

Meja;

ouh L=

undangan.

Pencatatan dan Pendataan :

Buku Peraturan Perundang-







Diagram alur :
Mekanisme Penyusunan Rancangan RKA

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN KASUBBAG STAF /
;{;’::;3[ SE:}?:’ STl;\lVlIz 1S KEUANGAN & OPERATOR BBI::]):ANNG(’}- TAPD PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PROGRAM SIMDA
2 3 4 S5 6 7 8 9 10 11
Mendisposisikan surat RKA 1. Format;
dan Nota Dinas dalam ATK; 1 hari Bahan RKA
rangka permintaan data mulai » 3. Lembar disposisi.
Memberikan persetujuan 1. ATK:
Nota Dinas kepada Sekretaris 2' Pen ’arn aian Nota Dinas 1 hari Nota Dinas
dan Kepala BKPSDM < < yamp
Menyampall?an Nota Dinas Penyampaian Nota Dinas dan 1 hari Nota Dinas
ke Bidang-bidang > Format
Mengumpulkan bahan
penyusunan RKA dari bidang 4
— bidang pada SKPD 1. ATK 1 hari Bahan RKA
BKPSDM berdasarkan KUA <
dan PPAS
Meneliti kesesuaian antara v
penganggaran dengan 1. ATK 3 hari Bahan RKA
perencanaan kegiatan yang
akan dilaksanakan
Menyusun Rancangan RKA 1. ATK 1 hari Rancangan Akhir
RKA
Meneliti dan koreksi Rancangan Akhir
1. ATK hari

Rancangan RKA 3 hari RKA
Memberikan persetujuan o 1. ATK 1 hari Rancangan Akhir

T~ RKA

(e




Melakukan pembahasan RKA

9 oleh Tim TAPD ATK 1 hari Rancangan RKA
Menyempurnakan RKA dari v

10 hasil pembahasan dengan - ATK 2 hari Rancangan RKA
Tim TAPD "
Mengentrykan RKA dalam v .

11 ATK 7h R: RKA
aplikasi SIMDA art ancangan
M k dok RKA ¥

12 er}ceta oxumen ATK 2 hari Rancangan RKA
hasil entry (hard copy)
Memberikan persetujuan .

1 < ATK 1 h R: RKA

8 | RKA oleh Kepala BKPSDM <\ < an ancangan
14 Mengarsipkan RKA 5 Menit RKA

» selesai

Keterangan :

Simbol terminator

Eal A

untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

Simbol kotak [ ] untuk mendeskripsikan kegiatan di proses
Simbol belah ketupat <untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
Simbol konektor D untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.







MULAI

Kepala BKPSDM
dan Sekretaris
memberikan
persetujuan

Melakukan pembahasan
RKA oleh Tim TAPD

SOP PENYUSUNAN RKA

Melakukan Penyusunan
RKA dan Nota Dinas dalam

rangka permintaan data

Sekretaris dan Kepala
BKPSDM memberikan
persetujuan Nota Dinas

Menyampaikan Nota
Dinas ke Bidang — bidang

Kasubbag Program &
Keuangan meneliti
kesesuaian antara

penganggaran dengan

perencanaan kegiatan yang
akan dilaksanakan

Staf mengumpulkan bahan
penyusunan RKA dari
bidang - bidang
berdasarkan KUA dan
PPAS

Staf menyusun rancangan
RKA

Kasubbag Program &
Keuangan meneliti dan
mengkoreksi rancangan

RKA

Kepala BKPSDM
memberikan
persetujuan RKA

Kasubbag Program &
Keuangan
menyempurnakan RKA
dari hasil pembahasan
dengan Tim TAPD

Staf mengentry RKA
dalam Aplikasi SIMDA dan
mencetak dokumen RKA
hasi entry (hard copy)

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

SELESAI MANUSIA

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dra. NURGAYAH, M.A
NIP.196801262000032002




\I. v

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBE
DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

Nomor SOP /BKPSDM/SOP/2023
Tanggal November 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi

1 September 2023

Tanggal Efektif

4 September 2023

Disahkan Oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

SOP Verifikasi SPJ Keuangan

Dasar Hukum :

1. Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor 70 Tahun
2017 tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas;

2. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011.

Keterkaitan :

1. SOP penyusunan Laporan
Keuangan

Peringatan

1. Verifikasi SPJ keuangan
dilakukan setiap bulan;

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan

maka akan menghambat proses
pembuatan laporan bulanan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Kepala BKPSDM,;

2. Sekretaris BKPSDM;
3. Kasubbag Keuangan &
Program;

Staf;

Bendahara.

ok

Peralatan/Perlengkapan :

1. ATK;

2. Komputer / Laptop;
3. Printer;

4. Kursi;

5. Meja.

Pencatatan dan Pendataan :

Harus dilakukan dengan teliti,
akurat dan tepat waktu.







Diagram alur :
Mekanisme Verifikasi SPJ Keuangan

PELAKSANA MUTU BAKU

URAIAN KEGIATAN KASUBBAG

STAF KEUANGAN & BENDAHARA SEKRETARIS KEPALA PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

BKPSDM BKPSDM
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. . ( : SPJ dan Kelengkapannya (Nota . Register
1 Menerima SPJ tiap bulannya Mulai Dinas, Kwitansi, Faktur) 10 menit Penerimaan SPJ
A 4
3 hari (2250
kwitansi)

Memverifikasi kwitansi -

kwitansi, SPJ per kegiatan 5 hari (251-

2 dan pajak - pajak SPJ dan Kelengkapannya (Nota 350 kwitansi) |  SPJ Verifikasi
Dinas, Kwitansi, Faktur)

berdasarkan peraturan

berlaku 7 hari (351-

2350

kwitansi)

1 hari (250
kwitansi)

3 hari (251-
350

3 Meneliti hasil verifikasi SPJ Verifikasi K . SPJ Verifikasi
kwitansi)

S hari (351-
>350
kwitansi




g

Memeriksa SPJ dan jika Ya
terdapat kwitansi yang .

. . o : . . g . Register
ditolak maka kwitansi tidak Ditolak > Kwitansi ditolak 1 jam Penolakan SPJ
disahkan dan dikembalikan
ke Bendahara
Membuat Buku Pajak (PPN Draft Buku Pajak
dan PPh) dan Pengesahan < Tidak Buku Pajak dan SPJ Verifikasi 1 hari dan Pengesahan
SPJ SPJ
Memeriksa Buku Pajak dan Draft Buku Pajak dan Pengesahan . Draft Buku Pajak
Pengesahan > SPJ 3 jam dan Pengesahan

& SPJ
. . Draft Buku Pajak
Memeriksa dan membubuhi > Draft Pengesahan SPJ 3 jam dan Pengesahan
paraf
SPJ
Menyetujui Pengesahan SPJ > Draft Pengesahan SPJ Y% hari Pengesahan SPJ
10 menit Register

Meregister Pengesahan SPJ R Pengesahan SPJ
Selesai |~

Pengesahan SPJ

Keterangan :

Simbol terminator :] untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

Simbol kotak [ ] untuk mendeskripsikan kegiatan di proses

Simbol belah ketupat <untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

Simbol konektor D untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.

P wnNpe




SOP Verfikasi SPJ Keuangan

Staf memverifikasi
kwitansi-kwitansi, SPJ per
kegiatan dan pajak-pajak
berdasarkan peraturan

MULAI

berlaku

Kasubbag Keuangan &
Program meneliti hasil
verifikasi

Jika terdapat
kwitansi yang tidak
sah atau tidak
lengkap maka akan
dikembalikan ke
Redahara

Kwitansi yang tidak sah
atau tidak lengkap

Staf membuat buku pajak
(PPN & PPh) dan
Pengesahan SPJ

Kasubbag Keuangan &
Program memeriksa Draf
Buku Pajak dan
Pengesahan

Sekretaris memeriksan
dan membubuhi paraf
Draft Pengesahan SPJ

Kepala BKPSDM
menyetujui Draft

Staf meregister
Pengesahan SPJ

Pengesahan SPJ

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SELESAI

Dra. NURGAYAH, M.A
NIP.196801262000032002




\I. v

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBE
DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

Nomor SOP /BKPSDM/SOP/2023
Tanggal November 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi

1 September 2023

Tanggal Efektif

4 September 2023

Disahkan Oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

SOP Penerbitan SPM

Dasar Hukum :

1. Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor..... Tahun
Tentang Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia,;

2. Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor 70 Tahun

2017 tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Anambas;

3. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011.

Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan DPA

Peringatan

1. Penerbitan SPM paling lambat
dilakukan dalam waktu 2 hari
dari saat SPP diterima;

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka pencairan dana kegiatan
akan terlambat.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Kepala BKPSDM,;

2. Sekretaris BKPSDM;
3. Kasubbag Keuangan &
Program;

Staf;

Instansi lain (DPKD).

ok

Peralatan/Perlengkapan :

1. ATK;

2. Komputer / Laptop;
3. Printer;

4. Kursi;

5. Meja.

Pencatatan dan Pendataan :

Harus dilakukan dengan teliti,
akurat dan tepat waktu.







Diagram alur :
Mekanisme Penerbitan SPM

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN
BENDAHARA PPK PA PPKD PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
M i PP UP T \/\ :
1 LSe r:lzrrllnll(i:trakU /GU/TU, Mulai SPP, Kontrak, Kwitansi 10 menit Register SPP
Memverifikasi kelengkapan
2 SPP UP/GU/TU, LS dan SPP, Kontrak, Kwitansi 2 jam SPP Verifikasi
Kontrak
3 Memasukkan ke Buku Bantu P Buku Bantu Perbendaharaan 30 menit SPP Verifikasi
Perbendaharaan <
I
Membuat Surat Perintah v
4 Membayar (SPM) dan SPP, Kontrak, Kwitansi 30 menit Draft SPM
Pengantar
Memeriksa dan memaraf L . Draft SPM yang
Draft SPM h k 1
5 SPM > raft SPM yang sudah diperiksa 5 menit sudah diparaf
PM h
6 Menyetujui SPM Draft SPM yang sudah diparaf 5 hari S yang ,Sl,lda
disetujui
PM h
7 Meregister SPM Register SPM 15 menit S .yanfg suda
diregister
. ( : . SPM yang sudah
8 Menyampaikan SPM Selesai SPM 1 hari dikirim




Keterangan :

Simbol terminator :] untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

Simbol kotak [ ] untuk mendeskripsikan kegiatan di proses

Simbol belah ketupat <untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

Simbol konektor D untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.

P wbhpe



SOP PENERBITAN SPM

PPK Memverifikasi
kelengkapan SPP
UP/GU/TU, LS dan
Kontrak

Bendahara membuat Surat PPK memeriksa dan
Perintah Membayar (SPM) memaraf SPM
dan Pengantar

PA menyetujui SPM

Bendahara meregister dan
menyampaikan SPM
kepada PPKD

!

SELESAI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dra. NURGAYAH, M.A
NIP.196801262000032002




Nomor SOP

800/SOP.12/3.1.1/10/2023

S — o —2

Tanggal 4 Januari 2022
Pembuatan
Tanggal Revisi 7 Juli 2022

Tanggal Efektif

1 Januari 2023

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Disahkan Oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengeimbangas, Sumber Daya

=4

KABUPATEN KEPULAUAN K
U\
ANAMBAS Dra.NURGAYAH, M.A
Pembina Tk. I
196801262000032002
SOP KARIS DAN KARSU

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 1 1. Kepala Badan Kepegawaian
Tahun 1974 tentang Negara Regional BKN XII;
perkawinan; 2. Kepala Badan Kepegawaian

2. Undang-undang Nomor 33 dan Pengembangan Sumber
tahun 2008 tentang Daya Manusia;
Pembentukan Kabupaten 3. Sekretaris Badan;
Kepulauan Anambas di 4. Kepala Bidang Mutasi
Provinsi Kepulauan Riau Promosi;

(Lembaran Negara Republik 5. Pejabat JF Ahli Muda/
Indonesia Tahun 2008 Nomor Pertama,;

7. Peraturan Pemerintah Nomor

106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4879);

Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Undang-Undang Nomor 5
tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990
tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil;

25 Tahun 1981 tentang

6. PNS ybs / Pemohon.



ASUS
KABAN

ASUS
New Stamp


Asuransi Sosial Pegawai
Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 141);

9. Keputusan Kepala BKN
Nomor 13 Tahun 2003
tentang  Petunjuk  Teknis
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;

10.Surat Edaran Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor 08/SE/1983
tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi  Pegawai
Negeri Sipil;

11.Surat Edaran Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor
1158a/KEP/1983 tentang
Karis/Karsu Pegawai Negeri
Sipil;

12.Surat Edaran Kepala Badan

Kepegawaian Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor
48/SE/1990 tentang
Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor
45 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil;
13.Keputusan Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor
066/KEP/1974 tentang Kartu
Pegawai Negeri Sipil;
14.Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Kepala
Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor
217 Tahun 1974 dan Nomor
070/KEP/1974 tentang Kartu
Pegawai Negeri Sipil Bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

Peringatan

1. Komputer,

2. Printer dan Mesin Fotocopy,
3. Pesawat Telepon,

4. Kendaraan Roda Dua, dan
S. Ruang Rapat.

Pencatatan dan Pendataan :




Pengaduan/keluhan/masukan
dari pengguna pelayanan
berkenaan dengan pelayanan
KARIS dan KARSU di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas dapat
disampaikan kepada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan
Anambas mendelegasikan
wewenang kepada Kepala Bidang
Mutasi dan Promosi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Anambas
untuk menindaklanjuti

pengaduan/keluhan/masukan.

Pelayanan  dan Konsultasi
tentang pelayanan KARIS dan
KARSU Kabupaten Kepulauan
Anambas di selenggarakan
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan
Anambas.

Persyaratan

Mekanisme Pelayanan

1. Persyaratan Administrasi
Pembuatan KARIS/KARSU
Pegawai Negeri Sipil:

a. Laporan Perkawinan
Pertama;

b. Daftar Susunan Keluarga
PNS;

c. Legalisir Surat/Akte
Nikah;

d. Fotocopy SK CPNS;

e. Fotocopy SK PNS;

Pas Photo Pasangan
Ukuran 3 x 4 (3 Lembar).

=

2. Persyaratan Administrasi
pembuatan Kartu Pegawai
Negeri Sipil:

a. Fotocopy SK CPNS;
b. Fotocopy SK PNS;
c. Fotocopy sertifikat diklat

prajabatan;
d. Pas photo warna ukuran 2
x 3.
Masing - masing Berkas

Kelengkapan Pembuatan Kartu
Pegawai Negeri Sipil dilegalisir
dan dibuat dalam rangkap 2
(dua).

I. Adminstrasi pembuatan
KARIS/KARSU Pegawai
Negeri Sipil:

a. BKPSDM menerima
berkas permohonan
pembuatan
KARIS/KARSU dan
Pemeriksanaan  berkas
kelengkapan
administrasi pembuatan
KARIS/KARSU;

b. Membuat surat
Pengantar usulan
pembuatan
KARIS/KARSU;

c. Berkas diantar/dikirim

ke Kantor BKN Regional
XII Pekanbaru;

Melaksanakan
koordinasi dengan
kantor BKN Regional XII
Pekanbaru untuk
kelengkapan

administrasi pembuatan
KARIS/KARSU Pegawai
Negeri Sipil;

Pengambilan
KARIS/KARSU Ke kantor
BKN Regional XII
Pekanbaru,;

Meneliti krmbali
KARIS/KARSU yang
sudah ditetapkan oleh
Kantor BKN Regional XII
Pekanbaru,;

Membuat Surat
pengantar usulan




perbaikan KARIS/KARSU

apabila terdapat
kesalahan,;

. Pengentrian data ke
Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian);
Penyampaian

KARIS/KARSU yang

telah ditetapkan oleh
Kantor = Regional  XII
Pekanbaru kepada
Pegawai Negeri Sipil Yang
bersangkutan.




Diagram alur :
Mekanisme KARIS DAN KARSU

PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA
URAIAN PROSEDUR BIDAN!
BKN KEPALA SEKRETARIS MUTA SGI JF AHLI MUDA JF AHLI PNS ybs / OUTPUT PERSYARATAN/
REGIONAL BADAN BADAN DAN PERTAMA PEMOHON KELENGKAPAN
PROMOSI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemohon menyampaikan usulan
- . Berkas P h
pembuatan KARIS/KARSU disertai ersas rermononan
; T > PNS Pembuatan
dengan berkas-berkas yang diperlukan TIEARN »
R KARIS/KARSU,
kepada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Berkas yang diterima di verifikasi oleh < P Kelengkapan Berkas
JF Ahli Muda untuk diusulkan. —T > A
JF Ahli Muda membuat Surat _ o Draft Surat
Pengantar / rekomendasi Kepada " Pengantar
Instansi yang di tuju ke BKN Regional TIODAE
Pemberian Paraf Koordinasi Oleh o Draft Surat
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi. TIDAK TIDAK 4——1-‘:A-— Pengantar
Pemberian Paraf Koordinasi Oleh rE | Draft Surat
Sekretaris Badan. Z3E Pengantar
Penandatanganan Surat
Rekomendasi/Pengantar Oleh Kepala <+ Surat Pengantar
Badan
Dokumen yang telah lengkap di Upload »
ke aplikasi E-SLAIS P
Penginputan Berkas

v




Pengolahan berkas oleh instansi
pengolah, setelah selesai instansi
pengolah memberikan konfirmasi

8 kepada JF Ahli Muda l Koordinasi
JF Ahli Muda menerima KARIS/KARSU
yang telah diproses dari instansi
9 | pengolah KARIS/KARSU
10 | JF Ahli Muda menyerahkan daftar‘ Pengentrian di E-
rekap KARIS/KARSU (Dokumentasi SLAIS
dan Informasi )
JF Ahli Muda memerintahkan staf
11 | untuk Menggandakan KARIS/KARSU, Penggandaan
sebagai Arsip di BKPSDM
KARIS/KARSU, yang telah selesai bisa
diambil di BKPSDM atau diantarkan ke
12 | OPDnya masing-masing Distribusi

Keterangan :

a. Simbol Kapsul/Terminator (__]) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

b. Simbol Kotak/Process ([__]) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

c. Simbol Belah Ketupat/Decision (<) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

d. Simbol Multidocument (D ) untuk mendeskripsikan kegiatan penggandaan dokumen,;

e. Simbol Tabung/Direct Access Strong ((_0O) untuk mendeskripsikan kegiatan Pengarsipan berupa file dokumen.



-

BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

Nomor SOP 800/SOP.12/3.1.1/10/2023
Tanggal 4 Januari 2022
Pembuatan

Tanggal Revisi

7 Juli 2022

Tanggal Efektif

1 Januari 2023

Disahkan Oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengeémbangan Sumber Daya

“40/sDia, NURGAYAH, M.A

Pembina Tk. I

SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dasar Hukum :

1.

Undang-Undang Nomor 5
tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintan Nomor
99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (Lembar Negara
Republik Indonesia tahun
2000 Nomor 196, tambahan
lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4017)
sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2002 nomor
32, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia
nomor 4193);

. Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

. Keputusan Kepala BKN

Nomor 12 Tahun 2002
tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;

. Keputusan Kepala BKN

Nomor 13 Tahun 2003
tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.

Bupati;

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;
Sekretaris Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

Kepala Bidang Mutasi dan
Promosi;

JF Ahli Muda;

. JF Ahli Pertama.



ASUS
KABAN

ASUS
New Stamp


Kepangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;

6. Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor 47 Tahun
2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Daerah.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

Peringatan

1. Komputer,

2. Printer,
3. Mesin Foto Copy Pesawat
Telepon,

4. Kendaraan Roda Dua dan
5. Ruang Verifikasi Berkas
Usulan.

Pengaduan/keluhan/masukan
dari pengguna pelayanan
berkenaan dengan pelayanan
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas
dapat disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten kepulauan
Anambas mendelegasikan
wewenang kepada Sekretaris
Badan dan/atau langsung
Kepada Kepala Bidang Mutasi
dan Muda untuk
menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

Pencatatan dan Pendataan :

Pelayanan dan Konsultasi
tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Kepulauan Anambas
diselenggarakan di Bidang
Mutasi dan Promosi pada
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan
Anambas.

Persyaratan

1. PERSYARATAN KENAIKAN
PANGKAT REGULER
A. Kenaikan Pangkat Pertama

Kali Sebagai PNS

a. Fotocopy sah Katu
Pegawai/Kartu Pegawai
Elektronik;

b. Fotocopy sah Surat
Keputusan (SK)
Kepangkatan CPNS;

c. Fotocopy sah SK
Kepangkatan PNS;

d. Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP
dan Penilaian Prestasi
Kerja 2 (dua) tahun
terakhir;

e. Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan /Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;




f. Fotocopy sah SK Izin
Belajar / Tugas Belajar
Oleh Pejabat Berwenang
jika Meningkatkan
Pendidikan;

g. Fotocopy [jazah dan
Transkrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Berwenang jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

h. Dokumen yang
menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

i. Fotocopy sah Akreditasi
Program Studi yang
Diikuti jika Memperoleh
[jazah Baru dan pada
[jazah Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi;

j- Khusus Kenaikan
Pangkat Reguler yang
Sedang Tugas Belajar
dan Sebelumnya Tidak
Menduduki Jabatan
Struktural / Fungsional
Melampirkan Fotocopy
sah Daftar Nilai
Akademik 2 (dua) Tahun
Terakhir dari Perguruan
Tinggi Tempat Tugas
Belajar;

k. Fotocopy sah Surat
Penempatan Kembali
jika Sebelumnya
Melaksanakan Tugas
Belajar;

1. Fotocopy sah SK Pindah
jika Pindah Instansi
atau Mutasi Unit Kerja;

m. Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir;

n. Khusus bagi [jazah yang
terindikasi diperoleh
melalui kelas jauh/kelas
Khusus/kelas eksekutif
harus melampirkan
surat keterangan dari
Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi atau
Kopertis sesuai wilayah
tempat kelas jauh/kelas




khusus/kelas eksekutif
tersebut dilaksanakan
yang menjelaskan
bahwa [jazah atas nama
PNS yang diusulkan
diperoleh secara sah
sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

B. Kenaikan Pangkat
Lanjutan

a.

Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir;

Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP
dan Penilaian Prestasi
Kerja 2 (dua) tahun
terakhir;

Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan/Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;

Fotocopy sah Surat
Tanda Lulus Ujian
Dinas (STLUD) Tk. I
atau Tk. II / Sertifikat
Diklat PIM Setara/ljazah
Setara jika Pindah
Golongan Ruang ke IlI/a
atau IV/a;

Fotocopy sah SK
Pembebasan Sementara
jika Sebelumnya
Menduduki Jabatan
Fungsional Tertentu
(JFT);

Fotocopy sah SK Izin
Belajar / Tugas Belajar
Oleh Pejabat Berwenang
Jika Meningkatkan
Pendidikan;

Fotocopy [jazah dan
Transkrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Berwenang jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

Dokumen yang
Menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

Fotocopy sah Akreditasi
Program Studi yang
Diikuti jika Memperoleh
[jazah Baru dan pada
[jazah Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi;




j- Khusus Kenaikan
Pangkat Reguler yang
Sedang Tugas Belajar
dan Sebelumnya Tidak
Menduduki Jabatan
Struktural/Fungsional
Melampirkan Fotocopy
sah Daftar Nilai
Akademik 2 (dua) Tahun
Terakhir dari Perguruan
Tinggi Tempat Tugas
Belajar;

k. Fotocopy sah Surat
Penempatan Kembali
jika Sebelumnya
Melaksanakan Tugas
Belajar;

1. Fotocopy sah SK Pindah
jika Pindah Instansi
atau Mutasi Unit Kerja;

m. Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir;

n. Khusus bagi [jazah yang
terindikasi diperoleh
melalui kelas jauh/kelas
Khusus/kelas eksekutif
harus melampirkan
surat keterangan dari
Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi atau
Kopertis sesuai wilayah
tempat kelas jauh/kelas
khusus/kelas eksekutif
tersebut dilaksanakan
yang menjelaskan
bahwa Jjazah atas nama
PNS yang diusulkan
diperoleh secara sah
sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

2. PERSYARATAN KENAIKAN

PANGKAT PILIHAN

A. Kenaikan Pangkat Jabatan
Struktural
1. Kenaikan Pangkat

Pertama Kali Sebagai
PNS
a. Fotocopy sah Katu
Pegawai/Kartu Pegawai
Elektronik;
b. Fotocopy sah SK
Kepangkatan CPNS;
c. Fotocopy sah SK
Kepangkatan PNS;




Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP
dan Penilaian Prestasi
Kerja 1 (satu) tahun
terakhir;

Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan/Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;

Fotocopy sah SK
Kepangkatan Pertama
Kali Dalam Jabatan
Bagi JFT;

Fotocopy sah PAK Dasar
Kepangkatan Dalam
Jabatan Bagi JFT;
Fotocopy sah Sertifikat
Diklat Dasar Sesuai
Jenjang Bagi JFT jika
Dipersyaratkan Dalam
Peraturan Perundangan;
Fotocopy sah Sertifikat
Diklat Alih Kelompok
jika Dipersyaratkan
Dalam Peraturan
Perundangan bagi JFT;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan Dalam
Jenjang Keahlian bagi
JFT yang Alih Jenjang
dari Terampil ke Ahli;

. Asli PAK per Tahun atau
Sesuai Ketentuan
Masing-Masing JFT
serta Fotocopy sah
Daftar Usul Penetapan
Angkat Kredit (DUPAK)
per Tahun atau Sesuai
Ketentuan Masing-
Masing JFT yang sudah
Dinilai dan
Ditandatangani Sesuai
Prosedur Penilaian
DUPAK yang disusun
mulai dari Tahun
Terakhir dan
dilanjutkan dengan
Tahun Sebelumnya;
Fotocopy sah SK
Pembagian Jam
Mengajar 1 Tahun
Terakhir bagi JFT Guru
dan PNS yang
melaksanakan tugas
sebagai guru;

. Fotocopy sah Sertifikat
Tanda Lulus Ujian
Penyesuaian [jazah
(STLUKPI) Sesuai
Jenjang Pendidikan
yang Dimiliki bagi Selain
JFT;




n. Fotocopy sah SK
Pemindahan dan SKP di
Unit Kerja Baru jika
Unit Kerjanya Berbeda
dengan Penilaian
Prestasi Kerja Terakhir;

o. Uraian Tugas yang
Ditetapkan Oleh Pejabat
Setingkat Eselon II bagi
Selain JFT;

p. Fotocopy sah SK Izin
Belajar Oleh Pejabat
Berwenang;

q. Fotocopy ljazah dan
Transkrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Berwenang;

r. Dokumen yang
Menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

s. Fotocopy sah Akreditasi
Program Studi yang
Diikuti jika pada Ijazah
Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi;

t. Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir;

u. Khusus bagi [jazah yang
terindikasi diperoleh
melalui kelas jauh/kelas
Khusus/kelas eksekutif
harus melampirkan
surat keterangan dari
Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi atau
Kopertis sesuai wilayah
tempat kelas jauh/kelas
khusus/kelas eksekutif
tersebut dilaksanakan
yang menjelaskan
bahwa Jjazah atas nama
PNS yang diusulkan
diperoleh secara sah
sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

2. Kenaikan Pangkat
Lanjutan

a. Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir;




Fotocopy sah SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Terakhir dan
Surat Pernyataan
Pelantikan,;

Fotocopy sah SK
Kepangkatan Pertama
Kali Dalam Jabatan dan
Surat Pernyataan
Pelantikan Eselon
Sebelumnya jika
Diangkat Dalam
Jabatan Terakhir yang
Eselonnya Lebih Tinggi;
Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP
dan Penilaian Prestasi
Kerja 1 (satu) atau 2
(dua) tahun terakhir;
Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan/Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;

Fotocopy sah Surat
Tanda Lulus Ujian
Dinas (STLUD) Tk. II /
Sertifikat Diklat PIM III
/ jazah S2 jika Pindah
Golongan Ruang ke
IV/a;

Fotocopy sah SK
Pembebasan Sementara
jika Sebelumnya
Menduduki JFT;

. Fotocopy sah SK Izin
Belajar / Tugas Belajar
Oleh Pejabat Berwenang
Jika Meningkatkan
Pendidikan;

Fotocopy [jazah dan
Transkrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Berwenang jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

Dokumen yang
Menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

Fotocopy sah Akreditasi
Program Studi yang
Diikuti jika Memperoleh
[jazah Baru dan pada
[jazah Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi;
Fotocopy sah Surat
Penempatan Kembali
jika Sebelumnya




Melaksanakan Tugas
Belajar;

. Fotocopy sah SK

Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir;

Khusus bagi [jazah yang
terindikasi diperoleh
melalui kelas jauh/kelas
Khusus/kelas eksekutif
harus melampirkan
surat keterangan dari
Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi atau
Kopertis sesuai wilayah
tempat kelas jauh/kelas
khusus/kelas eksekutif
tersebut dilaksanakan
yang menjelaskan
bahwa [jazah atas nama
PNS yang diusulkan
diperoleh secara sah
sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

B. Kenaikan Pangkat Jabatan
Fungsional Tertentu
1. Kenaikan Pangkat

a.

Pertama Kali Sebagai
PNS

Fotocopy sah Katu
Pegawai/Kartu Pegawai
Elektronik;

Fotocopy sah SK
Kepangkatan CPNS;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan PNS;
Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP
dan Penilaian Prestasi
Kerja 2 (dua) tahun
terakhir;

Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan /Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;

Fotocopy sah SK
Kepangkatan Pertama
Kali Dalam JFT,
Fotocopy sah Penetapan
Angka Kredit
(PAK)Dasar
Kepangkatan Dalam
JFT;

Fotocopy sah Sertifikat
Diklat Dasar Sesuai




Jenjang jika
Dipersyaratkan Dalam
Peraturan Perundangan;
Fotocopy sah SK
Pembebasan Sementara
Karena Tidak Mampu
Mengumpulkan Angka
Kredit Dalam Jangka
Waktu yang Ditentukan
atau Karena Alasan
Lainnya yang
Ditentukan Dalam
Ketentuan JFT;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan Kembali
jika Sebelumnya pernah
Dibebaskan Sementara;
. Asli PAK per Tahun atau
Sesuai Ketentuan
Masing-Masing JFT
serta Fotocopy sah
Daftar Usul Penetapan
Angkat Kredit (DUPAK)
per Tahun atau Sesuai
Ketentuan Masing-
Masing JFT yang sudah
Dinilai dan
Ditandatangani Sesuai
Prosedur Penilaian
DUPAK yang disusun
mulai dari Tahun
Terakhir dan
dilanjutkan dengan
Tahun Sebelumnya;
Fotocopy sah SK Izin
Belajar / Tugas Belajar
Oleh Pejabat Berwenang
Jika Meningkatkan
Pendidikan;

. Fotocopy Jjazah dan
Transkrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Berwenang jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

. Dokumen yang
Menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

Fotocopy sah Akreditasi
Program Studi yang
Diikuti jika Memperoleh
[jazah Baru dan pada
[jazah Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi;

. Fotocopy sah Surat
Penempatan Kembali
jika Sebelumnya
Melaksanakan Tugas
Belajar;




g.

2.

a.

Fotocopy sah SK Pindah
jika Pindah Instansi
atau Mutasi Unit Kerja;
Dokumen lainnya yang
Diatur Secara Khusus
Dalam Ketentuan
Masing-Masing JFT
seperti SK Inpassing
Nama Jabatan bagi JFT
Guru;
Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir;
Khusus bagi [jazah yang
terindikasi diperoleh
melalui kelas jauh/kelas
Khusus/kelas eksekutif
harus melampirkan
surat keterangan dari
Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi atau
Kopertis sesuai wilayah
tempat kelas jauh/kelas
khusus/kelas eksekutif
tersebut dilaksanakan
yang menjelaskan
bahwa [jazah atas nama
PNS yang diusulkan
diperoleh secara sah
sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Kenaikan Pangkat
Lanjutan
Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir;
Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP
dan Penilaian Prestasi
Kerja 2 (dua) tahun
terakhir;
Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan /Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;
Fotocopy sah SK
Kenaikan Jabatan jika
Dipersyaratkan Dalam
Peraturan Perundangan;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan Dalam
Jenjang Keahlian jika
Pindah dari Jenjang
Terampil ke Ahli;




Fotocopy sah Sertifikat
Diklat/Uji Kompetensi
Penjenjangan jika
Dipersyaratkan Dalam
Peraturan Perundangan;
Fotocopy sah SK
Pembebasan Sementara
Karena Tidak Mampu
Mengumpulkan Angka
Kredit Dalam Jangka
Waktu yang Ditentukan
atau Karena Alasan
Lainnya yang
Ditentukan Dalam
Ketentuan JFT;

. Fotocopy sah SK
Kepangkatan Kembali
jika Sebelumnya pernah
Dibebaskan Sementara;
Asli PAK per Tahun atau
Sesuai Ketentuan
Masing-Masing JFT
serta Fotocopy sah
Daftar Usul Penetapan
Angkat Kredit (DUPAK)
per Tahun atau Sesuai
Ketentuan Masing-
Masing JFT yang sudah
Dinilai dan
Ditandatangani Sesuai
Prosedur Penilaian
DUPAK yang disusun
mulai dari Tahun
Terakhir dan
dilanjutkan dengan
Tahun Sebelumnya;
Fotocopy sah SK Izin
Belajar / Tugas Belajar
Oleh Pejabat Berwenang
Jika Meningkatkan
Pendidikan;

. Fotocopy ljazah dan
Transkrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Berwenang jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

Dokumen yang
Menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

. Fotocopy sah Akreditasi
Program Studi yang
Diikuti jika Memperoleh
[jazah Baru dan pada
[jazah Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi;

. Fotocopy sah Surat
Penempatan Kembali
jika Sebelumnya




Melaksanakan Tugas
Belajar;

o. Fotocopy sah SK Pindah
jika Pindah Instansi
atau Mutasi Unit Kerja;

p. Bukti Fisik
Pengembangan Profesi
Bagi Usulan Kenaikan
Pangkat ke Gol. IV/a
dan IV/b;

q. Dokumen lainnya yang
Diatur Secara Khusus
Dalam Ketentuan
Masing-Masing JFT
seperti SK Inpassing
Nama Jabatan bagi JFT
Guru;

r. Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir;

s. Khusus bagi [jazah yang
terindikasi diperoleh
melalui kelas jauh/kelas
Khusus/kelas eksekutif
harus melampirkan
surat keterangan dari
Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi atau
Kopertis sesuai wilayah
tempat kelas jauh/kelas
khusus/kelas eksekutif
tersebut dilaksanakan
yang menjelaskan
bahwa Jjazah atas nama
PNS yang diusulkan
diperoleh secara sah
sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

C. Kenaikan Pangkat
Memperoleh STTB atau
Ijazah
1. Kenaikan Pangkat

Pertama Kali Sebagai
PNS

a. Fotocopy sah Katu
Pegawai/Kartu Pegawai
Elektronik;

b. Fotocopy sah SK
Kepangkatan CPNS;

c. Fotocopy sah SK
Kepangkatan PNS;

d. Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP
dan Penilaian Prestasi
Kerja 1 (satu) tahun
terakhir;




Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan/Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;

Fotocopy sah SK
Kepangkatan Pertama
Kali Dalam Jabatan
Bagi JFT;

Fotocopy sah PAK Dasar
Kepangkatan Dalam
Jabatan Bagi JFT;

. Fotocopy sah Sertifikat
Diklat Dasar Sesuai
Jenjang Bagi JFT jika
Dipersyaratkan Dalam
Peraturan Perundangan;
Fotocopy sah Sertifikat
Diklat Alih Kelompok
jika Dipersyaratkan
Dalam Peraturan
Perundangan bagi JFT;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan Dalam
Jenjang Keahlian bagi
JFT yang Alih Jenjang
dari Terampil ke Ahli;

. Asli PAK per Tahun atau
Sesuai Ketentuan
Masing-Masing JFT
serta Fotocopy sah
Daftar Usul Penetapan
Angkat Kredit (DUPAK)
per Tahun atau Sesuai
Ketentuan Masing-
Masing JFT yang sudah
Dinilai dan
Ditandatangani Sesuai
Prosedur Penilaian
DUPAK yang disusun
mulai dari Tahun
Terakhir dan
dilanjutkan dengan
Tahun Sebelumnya;
Fotocopy sah SK
Pembagian Jam
Mengajar 1 Tahun
Terakhir bagi JFT Guru
dan PNS yang
melaksanakan tugas
sebagai guru;

. Fotocopy sah Sertifikat
Tanda Lulus Ujian
Penyesuaian [jazah
(STLUKPI) Sesuai
Jenjang Pendidikan
yang Dimiliki bagi Selain
JFT;

. Fotocopy sah SK
Pemindahan dan SKP di
Unit Kerja Baru jika
Unit Kerjanya Berbeda




dengan Penilaian
Prestasi Kerja Terakhir;

0. Uraian Tugas yang
Ditetapkan Oleh Pejabat
Setingkat Eselon II bagi
Selain JFT;

p. Fotocopy sah SK Izin
Belajar Oleh Pejabat
Berwenang;

q. Fotocopy ljazah dan
Transkrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Berwenang;

r. Dokumen yang
Menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

s. Fotocopy sah Akreditasi
Program Studi yang
Diikuti jika pada Ijazah
Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi;

t. Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir;

u. Khusus bagi [jazah yang
terindikasi diperoleh
melalui kelas jauh/kelas
Khusus/kelas eksekutif
harus melampirkan
surat keterangan dari
Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi atau
Kopertis sesuai wilayah
tempat kelas jauh/kelas
khusus/kelas eksekutif
tersebut dilaksanakan
yang menjelaskan
bahwa Jjazah atas nama
PNS yang diusulkan
diperoleh secara sah
sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

2. Kenaikan Pangkat
Lanjutan

a. Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir;

b. Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP
dan Penilaian Prestasi
Kerja 1 (satu) tahun
terakhir;




Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan/Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;

. Fotocopy sah Sertifikat
Diklat Alih Kelompok
jika Dipersyaratkan
Dalam Peraturan
Perundangan bagi JFT;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan Dalam
Jenjang Keahlian bagi
JFT;

Asli PAK per Tahun atau
Sesuai Ketentuan
Masing-Masing JFT
serta Fotocopy sah
Daftar Usul Penetapan
Angkat Kredit (DUPAK)
per Tahun atau Sesuai
Ketentuan Masing-
Masing JFT yang sudah
Dinilai dan
Ditandatangani Sesuai
Prosedur Penilaian
DUPAK yang disusun
mulai dari Tahun
Terakhir dan
dilanjutkan dengan
Tahun Sebelumnya;
Fotocopy sah SK
Pembagian Jam
Mengajar 1 Tahun
Terakhir bagi JFT Guru
dan PNS yang
melaksanakan tugas
sebagai Guru,;

. Fotocopy sah Sertifikat
Tanda Lulus Ujian
Penyesuaian [jazah
(STLUKPI) Sesuai
Jenjang Pendidikan
yang Dimiliki bagi Selain
JFT;

Fotocopy sah SK
Pemindahan dan SKP di
Unit Kerja Baru jika
Unit Kerjanya Berbeda
dengan Penilaian
Prestasi Kerja Terakhir;
Uraian Tugas yang
Ditetapkan Oleh Pejabat
Setingkat Eselon II bagi
Selain JFT;

. Fotocopy sah SK
Pembebasan Sementara
jika Sebelumnya
Menduduki JFT;
Fotocopy sah SK Izin
Belajar Oleh Pejabat
Berwenang;




m. Fotocopy [jazah dan
Transkrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Berwenang;

n. Dokumen yang
Menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

o. Fotocopy sah Akreditasi
Program Studi yang
diikuti jika pada Ijazah
Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi;

p. Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir;

q. Khusus bagi [jazah yang
terindikasi diperoleh
melalui kelas jauh/kelas
Khusus/kelas eksekutif
harus melampirkan
surat keterangan dari
Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi atau
Kopertis sesuai wilayah
tempat kelas jauh/kelas
khusus/kelas eksekutif
tersebut dilaksanakan
yang menjelaskan
bahwa Jjazah atas nama
PNS yang diusulkan
diperoleh secara sah
sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

. Kenaikan Pangkat

Melaksanakan Tugas

Belajar dan Sebelumnya

Menduduki Jabatan

Struktural atau Jabatan

Fungsional Tertentu

1. Kenaikan Pangkat
Pertama Kali Sebagai
PNS

a. Fotocopy sah Katu
Pegawai/Kartu Pegawai
Elektronik;

b. Fotocopy sah SK
Kepangkatan CPNS;

c. Fotocopy sah SK
Kepangkatan PNS;

d. Fotocopy sah Penilaian
Prestasi Kerja 1 (satu)




2.

a.

atau 2 (dua) tahun
terakhir;
Fotocopy sah Daftar
Nilai Akademik 1 (satu)
atau 2 (dua) Tahun
Terakhir dari Perguruan
Tinggi Tempat Tugas
Belajar;
Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan /Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Struktural atau
JFT Sebelum Tugas
Belajar;
Fotocopy sah SK
Pembebasan Sementara
Dari Jabatan
Struktural /JFT;
Fotocopy san SK Tugas
Belajar Oleh Pejabat
Berwenang;
Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir.

Kenaikan Pangkat

Lanjutan
Fotocopy san SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir;
Fotocopy sah Penilaian
Prestasi Kerja 1 (satu)
atau 2 (dua) tahun
terakhir;
Fotocopy sah Daftar
Nilai Akademik 1 (satu)
atau 2 (dua) Tahun
Terakhir dari Perguruan
Tinggi Tempat Tugas
Belajar;
Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan/Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;
Fotocopy sah Sk
Kepangkatan Dalam
Jabatan Struktural atau
JFT Sebelum Tugas
Belajar;
Fotocopy sah SK
Pembebasan Sementara




Dari Jabatan
Struktural /JFT;
Fotocopy sah SK Tugas
Belajar Oleh Pejabat
Berwenang;

Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir.

E. Kenaikan Pangkat Telah
Selesai Mengikuti dan
Lulus Tugas Belajar
1. Kenaikan Pangkat

a.

Pertama Kali Sebagai
PNS

Fotocopy sah Katu
Pegawai/Kartu Pegawai
Elektronik;

Fotocopy sah SK
Kepangkatan CPNS;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan PNS;
Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP
dan Penilaian Prestasi
Kerja 1 (satu) tahun
terakhir jika Setelah
Tugas Belajar Sudah
Kembali Ditempatkan ke
Unit Kerja;

Fotocopy sah Daftar
Nilai Akademik 1 (satu)
Tahu Terakhir dari
Perguruan Tinggi
Tempat Tugas Belajar;
Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan /Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;

Fotocopy sah SK
Kepangkatan Pertama
Kali Dalam Jabatan
Bagi JFT;

. Fotocopy sah PAK Dasar

Kepangkatan Dalam
Jabatan bagi JFT;
Fotocopy sah sertifikat
Diklat Dasar Sesuai
Jenjang Bagi JFT jika
Dipersyaratkan Dalam
Peraturan Perundangan;
Fotocopy sah Sertifikat
Diklat Alih Kelompok
jika Dipersyaratkan
Dalam Peraturan
Perundangan bagi JFT;




k. Fotocopy san SK
Kepangkatan Dalam
Jenjang Keahlian bagi
JFT;

1. Asli PAK per Tahun atau
Sesuai Ketentuan
Masing-Masing JFT
serta Fotocopy sah
Daftar Usul Penetapan
Angkat Kredit (DUPAK)
per Tahun atau Sesuai
Ketentuan Masing-
Masing JFT yang sudah
Dinilai dan
Ditandatangani Sesuai
Prosedur Penilaian
DUPAK yang disusun
mulai dari Tahun
Terakhir dan
dilanjutkan dengan
Tahun Sebelumnya;

m. Uraian Tugas yang
Ditetapkan Oleh Pejabat
Setingkat Eselon II bagi
Selai JFT;

n. Fotocopy sah SK Tugas
Belajar Oleh Pejabat
Berwenang;

o. Fotocopy ljazah dan
Tanskrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Yang Berwenang;

p. Dokumen yang
Menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

q. Fotocopy sah Surat
Penempatan Kembali
Setelah Tugas Belajar;

r. Fotocopy sah Akreditasi
Program Studi yang
Diikuti jika pada [jazah
Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi;

s. Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir.

2. Kenaikan Pangkat
Lanjutan

a. Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir;

b. Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP




dan penilaian Prestasi
Kerja 1 (satu) Tahun
Terakhir jika Setelah
Tugas Belajar Sudah
Kembali Ditempatkan ke
Unit Kerja;

Fotocopy sah Daftar
Nilai Akademik 1 (satu)
Tahun Terakhir dari
Perguruan Tinggi
Tempat Tugas Belajar;
Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan/Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;

Fotocopy sah Sertifikat
Diklat Alih Kelompok
jika Dipersyaratkan
Dalam Peraturan
Perundangan bagi JFT;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan Dalam
Jenjang Keahlian bagi
JFT;

Asli PAK per Tahun atau
Sesuai Ketentuan
Masing-Masing JFT
serta Fotocopy sah
Daftar Usul Penetapan
Angkat Kredit (DUPAK)
per Tahun atau Sesuai
Ketentuan Masing-
Masing JFT yang sudah
Dinilai dan
Ditandatangani Sesuai
Prosedur Penilaian
DUPAK yang disusun
mulai dari Tahun
Terakhir dan
dilanjutkan dengan
Tahun Sebelumnya;

. Uraian Tugas yang
Ditetapkan Oleh Pejabat
Setingkat Eselon II bagi
Selain JFT;

Fotocopy sah SK Tugas
Belajar Oleh Pejabat
Berwenang;

Fotocopy [jazah dan
Transkrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Berwenang;

Dokumen yang
Menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

Fotocopy sah Surat
Penempatan Kembali
Setelah Tugas Belajar;




m. Fotocopy sah Akreditasi

Program Studi yang
diikuti jika pada Ijazah
Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi,
Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir.

F. Kenaikan Pangkat PNS
yang Diperkejakan atau
Diperbantukan Secara
Penuh Di Luar Instansi
Induknya

1.

a.

Kenaikan Pangkat

Pertama Kali Sebagai

PNS
Fotocopy sah Katu
Pegawai/Kartu Pegawai
Elektronik;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan CPNS;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan PNS;
Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP
dan Penilaian Prestasi
Kerja 2 (dua) tahun
terakhir;
Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan/Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;
Fotocopy sah SK
Diperkejakan atau
Diperbantukan Secara
Penuh Diluar Instansi
Induknya,;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Terakhir dan
Surat Pernyataan
Pelantikan Bagi Jabatan
Struktural;

. Fotocopy sah SK

Kepangkatan Pertama
Kali Dalam Jabatan
Bagi JFT;

Fotocopy sah PAK Dasar
Kepangkatan Dalam
Jabatan bagi JFT;
Fotocopy sah sertifikat
Diklat Dasar Sesuai
Jenjang Bagi JFT jika
Dipersyaratkan Dalam
Peraturan Perundangan;




k. Asli PAK per Tahun atau
Sesuai Ketentuan
Masing-Masing JFT
serta Fotocopy sah
Daftar Usul Penetapan
Angkat Kredit (DUPAK)
per Tahun atau Sesuai
Ketentuan Masing-
Masing JFT yang sudah
Dinilai dan
Ditandatangani Sesuai
Prosedur Penilaian
DUPAK yang disusun
mulai dari Tahun
Terakhir dan
dilanjutkan dengan
Tahun Sebelumnya;

1. Fotocopy sah SK Izin
Belajar / Tugas Belajar
Oleh Pejabat Berwenang
jika Meningkatkan
Pendidikan,;

m. Fotocopy [jazah dan
Transkrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Berwenang jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

n. Dokumen yang
Menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh [jazah
Baru;

o. Fotocopy sah Akreditasi
Program Studi yang
diikuti jika pada Ijazah
Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi;

p- Dokumen lainnya yang
Diatur Secara Khusus
Dalam Ketentuan
Masing-Masing JFT
seperti SK Inpassing
Nama Jabatan bagi JFT
Guru;

q. Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir;

r. Khusus bagi [jazah yang
terindikasi diperoleh
melalui kelas jauh/kelas
Khusus/kelas eksekutif
harus melampirkan
surat keterangan dari
Direktorat Jenderal




Pendidikan Tinggi atau
Kopertis sesuai wilayah
tempat kelas jauh/kelas
khusus/kelas eksekutif
tersebut dilaksanakan
yang menjelaskan
bahwa [jazah atas nama
PNS yang diusulkan
diperoleh secara sah
sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

2. Kenaikan Pangkat

a.

Lanjutan

Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir;

Fotocopy sah SKP,
Penilaian Capaian SKP
dan penilaian Prestasi
Kerja 2 (dua) Tahun
Terakhir;

Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas
Tambahan/Kreativitas
dari Pejabat Berwenang
jika Melaksanakan Hal
Tersebut;

Fotocopy sah SK
Diperkejakan atau
Diperbantukan Secara
Penuh DiLuar Instansi
Induknya jika Pertama
Kali Diusulkan
Kenaikan Pangkat
Setelah Dipekerjakan
atau Diperbantukan;
Fotocopy sah SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Terakhir dan
Surat Pernyataan
Pelantikan Bagi Jabatan
Struktural;

Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Jabatan jika
Dipersyaratkan Dalam
Peraturan Perundangan
bagi JFT;

Fotocopy san SK
Kepangkatan Dalam
Jenjang Keahlian jika
Pindah dari Jenjang
Terampil ke Ahli bagi
JFT;

Asli PAK per Tahun atau
Sesuai Ketentuan
Masing-Masing JFT
serta Fotocopy sah
Daftar Usul Penetapan
Angkat Kredit (DUPAK)
per Tahun atau Sesuai
Ketentuan Masing-
Masing JFT yang sudah




Dinilai dan
Ditandatangani Sesuai
Prosedur Penilaian
DUPAK yang disusun
mulai dari Tahun
Terakhir dan
dilanjutkan dengan
Tahun Sebelumnya;
Fotocopy sah SK Izin
Belajar / Tugas Belajar
Oleh Pejabat Berwenang
jika Meningkatkan
Pendidikan,;

Fotocopy Jjazah dan
Transkrip Nilai yang
Dilegalisir Oleh Pejabat
Berwenang jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

Dokumen yang
Menunjukkan telah
Berstatus Lulus pada
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi jika
Memperoleh Jjazah
Baru;

Fotocopy sah Akreditasi
Program Studi yang
Diikuti jika Memperoleh
[jazah Baru dan pada
[jazah Tidak Tercantum
Tingkat Akreditasi;

. Bukti Fisik
Pengembangan Profesi
Untuk Usulan Kenaikan
Pangkat ke Gol IV/a dan
IV/b Bagi JFT;

. Dokumen lainnya yang
Diatur Secara Khusus
Dalam Ketentuan
Masing-Masing JFT
seperti SK Inpassing
Nama Jabatan bagi JFT
Guru;

Fotocopy sah SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir dan SK
Kepangkatan Dalam
Jabatan Atasan
Langsung jika Atasan
Langsungnya Berbeda
Setelah Penetapan
Penilaian Prestasi Kerja
Terakhir;

Khusus bagi [jazah yang
terindikasi diperoleh
melalui kelas jauh/kelas
Khusus/kelas eksekutif
harus melampirkan
surat keterangan dari
Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi atau
Kopertis sesuai wilayah
tempat kelas jauh/kelas




khusus/kelas eksekutif
tersebut dilaksanakan
yang menjelaskan
bahwa [jazah atas nama
PNS yang diusulkan
diperoleh secara sah
sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.




Diagram alur :
SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA
URAIAN PROSEDUR BUPATI SEKRETARIS ASISTEN KEPALA SEKRETARIS BIDANG JF AHLI MUDA JF AHLI OUTPUT PERSYARATAN/
DAERAH BADAN BADAN MUTASI DAN PERTAMA KELENGKAPAN
PROMOAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Penerbitan Surat Edaran Surat Edaran
Pemberkasan Usulan Pengusulan
Kenaikan Pangkat Kenaikan Per
Periode
2 Usulan di Terima dari masing Berkgs
— masing OPD Kenaikan
Pangkat
3 | Ka. Bidang Mutasi dan Isi Disposisi
Prpmosi Mendisposisikan
Usulan Ke JF Ahli Muda <
4 | JF Ahli Muda Memverifikasi Kelengkapan
Berkas Usulan Kenaikan berkas Usulan
Pangkat Kenaikan
> Pangkat
5 | Berkas Yang Sudah Draft Entry
diverifikasi di Entry pada Data pada
SIASN SIASN
10 | Pemberian Paraf Koordinasi Surat Draf Surat
oleh Kepala Badan Pengantar Pengantar
Pengusulan Pengusulan
P Kenaikan Kenaikan
- Pangkat dan Pangkat dan
YA Nota Usul Nota Usul
Mutasi Mutasi
Kenaikan Kenaikan
Pangkat Pangkat




11

Proses Selanjutnya di
Serahkan ke BKN dan/atau
Provinsi sebagai Tindak Lanjut
dari Usulan tersebut.

Draf Surat
Pengantar
Pengusulan
Kenaikan
Pangkat dan
Nota Usul
Mutasi
Kenaikan
Pangkat

Surat
Pengantar dan
Nota Usul
Mutasi
Kenaikan
Pangkat beserta
Berkas
Kenaikan
Pangkat.

12

Mencetak Draf SK Kenaikan
Pangkat

Draf Surat
Pengantar
Pengusulan
Kenaikan
Pangkat dan
Nota Usul
Mutasi
Kenaikan
Pangkat

13

Paraf Koordinasi SK KP Kabid,
Sekretaris Badan, Kaban.

TIDAK

TIDAK

TIDAK

\ 4

YA

\ 4

A

A

YA

YA

Draf Surat
Pengantar
Pengusulan
Kenaikan
Pangkat dan
Nota Usul
Mutasi
Kenaikan
Pangkat

14

Tanda Tangan SK KP oleh
Bupati

Rekap Entry
Data pada
SIASN

15

Mencetak SK Salinan dan
petikan

TIDAK

TIDAK

v

TIDAK

TIDAK

A\ 4

A




16 | Paraf koordinasi oleh Sekban
YA
17 | Paraf koordinasi oleh Kaban
| va
18 | Paraf koordinasi oleh Asisten
YA
19 | Tandatangan SK salinan dan
Petikan oleh Sekda
YA
20 | Dokumentasi diserahkan ke
JF Ahli Muda
21 | Pembagian Surat Keputusan Surat
Kenaikan Pangkat kepada ASN Keputusan
yang Mengajukan Kenaikan Kenaikan
Pangkat Periode April/Oktober Pangkat
Keterangan :

a. Simbol Kapsul/Terminator ((_J) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
b. Simbol Kotak/Process ((__]) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
Simbol Belah Ketupat/Decision (<>) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

C.

d. Simbol Konektor (| |) untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya.
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Nama SOP

MUTASI PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran|
Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

1. Sekretaris Daerah;

2. Asisten Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum;

3. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

S. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi;

6. Pejabat Fungsional Pertama/Muda;

7. Pelaksana.



ASUS
KABAN

ASUS
New Stamp


KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk dari OPD Lain

ahs e

Komputer,

Printer,

Mesin Foto Copy Pesawat Telepon,
Kendaraan Roda Dua dan

Ruang Rapat.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan berkenaan dengan pelayanan wewenang
Kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas dapat disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas
mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Badan dan / atau langsung Kepada Kepala Bidang Mutasi dan
Promosi untuk menindaklanjuti pengaduan / keluhan / masukan.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi beserta Pejabat Fugsional Pertama/Muda menyelesaikan
pengaduan/keluhan/masukan tersebut.

Pelayanan dan Konsultasi tentang wewenang
Kepangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kepulauan Anambas di
selenggarakan di Bidang Mutasi dan Promosi
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan
Anambas.

DEFINISI

Surat Masuk merupakan semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari
Instansi/pihak lain, yang penerimannnya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain
yang diberi wewenang untuk bertugas itu.




Diagram alur:
SOP MUTASI PERANGKAT DAERAH

PELAKSANA

MUTU BAKU
ASISTEN KEPALA PEJABAT
BoIATA BAGIAN KEPALA | SUHRETA BIDANG PEJABAT | ryNnasioa PERSYAR
L9 S GG BUPAT | SEKRETARI | ADMINISTRASI | " 0 RIS vuTASI pay | FUNGSIOAL . PELAKS | (o oo | ATAN/KEL L Ket
I S DAERAH PEMERINTAHA BADAN PROMOSI MUDA PERTAMA ANA ENGKAPA
N UMUM N
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SK Pindah
PNS dari
BKN Reg
XII
Pekanbar
u y
Penerimaan dan/atau | SK Pindah 5 Menit
Surat Masuk SK Tugas
Gubernur
¢ Prov.
Kepri
tentang
Pindah
PNS
Pemberian .
Disposisi YA YA > g?glrgz?:i I]S?;nt())esll;si 5 Menit
Surat Masuk YA p p
Tindak
Lanjut Dari 15 Menit
Isi Disposisi TIDAK TIDAK TIDAK
Draft Nota
Pembuatan > > Di SK Pindah
Draf SK " v mnas mnda 15 Menit
Penempat | Tugas
Penempatan
an
Pemberian < Persetuju
Paraf - 5 Menit
Koordinasi an dari . ent
Oleh Kepala TIDAK Sekretaris
Badan
Badan
Pemberian Persetuju
Paraf . . P an dari 30 Menit
Koordinasi Kepala
Oleh Asisten YA Badan
Pemberian Persetgju
an dari
Paraf < Asisten
Koordinasi <« . 30 Menit
Oleh Bagian
Administr




Sekretaris asi
daerah Pemerinta
han
Umum
Penandatang SK
4 Penempat
an SK Bupati an 1 Hari
Penggadaan L{ 15 Menit
Nota Dinas i
Bupati dan SK Bupati
Pengarsipan

Keterangan :
Simbol Kapsul/Terminator ( (] ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

Simbol Kotak/Process ([__]) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

Simbol Belah Ketupat/Decision (<>) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
Simbol Konektor ({_ ] ) untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya;
Simbol Multidocument ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan penggandaan dokument;

MO0 o

Simbol Tabung/Direct Access Strong (O

) untuk mendeskripsikan kegiatan Pengarsipan berupa file dokumen.




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR SOP 800/S0P.12/6.1.1/10/2023
TANGGAL PEMBUATAN 4 Januari 2022
TANGGAL REVISI 7 Juli 2022

TANGGAL EFEKTIF 1 Januari 2023

DISAHKAN OLEH Kepala Badan dan Kepegawaian

¢ ah, M.A
196801262000032002

NAMA SOP PENGUSULAN PENCANTUMAN GELAR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

2. PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa,
dan Tanda Kehormatan

1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem operasional prosedur

2. Mengetahui syarat administratif Pencantuman Gelar

3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. Surat Permohonan/Disposisi
2. Komputer/Printer /Scanner
3. Jaringan Internet
4. Alat tulis kantor
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Apabila data-data/persyaratan yang diperlukan tidak lengkap maka proses pengusulan Pencantuman Gelar
tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

PENCANTUMAN GELAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan
KABAN KABID JF Ahli Muda JF Ahli Pertama Kelengkapan Waktu Output
Mutasi
Memerintahkan i ke Kabid Mutasi Usulan Pencantuman Gelar dan dokumen
. . Usulan pencantuman . . L. . -
1 |untuk menindaklanjuti usulan 10 menit persyaratan serta Disposisi Disposisi Kaban
gelar dan dokumen
pencantuman )
gelar persyaratan
Memerintahkan JF Ahli Muda untuk - Usulan Pencantuman Usulan pencantuman gelar dokumen
2 [menindaklanjuti usulan Pencantuman - Gelar, dokumen 10 menit persyaratan dan disposisi Disposisi KABID
Gelar persyaratan dan Mutasi
disposisi
. ) Usulan Pencantuman Usulan Pencantuman Gelar, dokumen
3 |Memerintahkan JF Ahli Pertama untuk - Gelar, dokumen 10 menit persyaratan dan disposisi Disposisi JF Ahli
memproses usulan Pencantuman Gelar persyaratan dan Muda
disposisi
\ I
4 gsu an Gel 30 . Berkas usulan Pencantuman Gelar
Memeriksa kelengkapan persyaratan - encantuman Gelar, menit X i .
imi : dokumen IDi Periksa JF Ahli
administratif Pencantuman Gelar P
persyaratan dan ertama
disposisi
5 |Menginput usulan Pencantuman Gelar - Berkas Usulan 30 menit Berkas usulan Pencantuman Gelar Di Input JF Ahli
ke Aplikasi SIASN Pencantuman Gelar Pertama
. Berkas Usulan . Usulan Pencantuman Gelar
6 |Memeriksa usulan Pencantuman 15 menit . . .
. . Pencantuman Gelar Di Periksa JF Ahli
Gelar ke Aplikasi SIASN
Muda
- Surat Keputusan usulan Konsep Surat usulan Pencantuman Gelar . . .
7 |Memeriksa Surat Pencantuman Gelar Pencantuman Gelar 1 X 24 Jam Di Periksa JF Ahli
I Muda
Mendowload surat Penctuman Gelar
g |vang sudah di TTD untuk diserahkan = Surat Keputusan usulan 10 menit Surat usulan Pencantuman Gelar IDi serahkan kepada
kepada PNS Ybs Pencantuman Gelar IKABID Mutasi
Keterangan :
a. Simbol Kapsul/Terminator | [ | untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

Simbol Kotak ! Proceas | e | untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan elksekuis:;




Nomor SOP

800/SOP.12/3.1.1/10/2023

BADAN KEPEGAWAIAN Tanggal Pembuatan

4 Januari 2022

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tanggal Revisi

7 Juli 2022

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Tanggal Pengesahan

1 Januari 2023

Disahkan Oleh

Dra. NURGAYAH, M.A

WiP. 196801262000032002

Nama SOP “PERSETUJUAN MUTASI KELUAR

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik| 1. Sekretaris Daerah;
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Asisten Bagian Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindahan, dan Umum; )
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 3. Kepala Badan Kepegawaian dan .

] . Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Undaang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun| 5. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
2017 tentang Manajemen PNS Aparatur;

4. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah| ©- Pejabat Fungsional Muda/Pertama;
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 7. Pelaksana.
Sipil,;

5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2018 tentang Mutasi ASN
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.



ASUS
New Stamp

ASUS
KABAN


KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk dari OPD Lain

2. Komputer 5. Pesawat Telepon

3. Scanner 6. Goby

4. Alat Tulis Kantor 7. Mesin Foto Copy

5. Lembar Disposisi 8. Kendaraan Roda
Dua

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan berkenaan dengan pelayanan wewenang Kepangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas dapat disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas
mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Badan dan / atau langsung Kepada Kepala Bidang Mutasi dan|
Promosi untuk menindaklanjuti pengaduan / keluhan / masukan.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi beserta Pejabat Fungsional dan Promosi menyelesaikan
pengaduan/keluhan/masukan tersebut.

Pelayanan dan Konsultasi tentang wewenang
Kepangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kepulauan Anambas di
selenggarakan di Bidang Mutasi dan Promosi
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan
Anambas.

DEFINISI

Surat Masuk merupakan semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari
Instansi/pihak lain, yang penerimannnya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang
diberi wewenang untuk bertugas itu.




Diagram alur :

SOP PERSETUJUAN MUTASI KELUAR

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

BUPATI

SEKRETARIS
DAERAH

ASISTEN
BAGIAN
ADMINIST
RASI
PEMERINT
AHAN
UMUM

KEPALA
BADAN

SEKRETA
RIS

KEPALA
BIDANG
MUTASI DAN
PROMOSI

JABATAN
FUNGSIONA
HLI
PERTAMA

JABATAN
FUNGSIONA
HLI MUDA

PELAKSANA

OUTPUT

PERSY
ARATA
N/KEL
ENGKA
PAN

Waktu

Ket

1 2

5

10

11

12

13

14

15

1 Usulan
Permohonan
Pindah
Tugas

v

L]

Berkas
Permo
honan

15
Menit

2 Memverivika
si Latar
belakang
PNS ybs ke
Pemda Asal
dan
Pemberian
Disposisi
Dari
Sekretaris
Badan

15
Menit

3 Disposisi
Surat Masuk

15
Menit

4 Ditindaklanj
uti sesuai
arahan
disposisi

v

v

A

15
Menit

5 Pembuatan
konsep surat
menerima
atau
melepas

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

15
Menit




6 Paraf | Isi
Kordinasi ‘ L:l: |I Disposis 1 Hari
YA YA YA YA i
7 Penandatang Surat
an surat Rekome
rekomendasi ndasi
menerima 1 Hari
atau
melepas
8 Penggandaa Draft Nota
n Surat Surat Dinas
rekomendasi Rekome BKPSD
e ndasi | MKe | 1Han
melepas Menerim | Bupati
a/Melep | dan
as dasar
Pertim
bangan
> BKPSD
M
9 Pengarsipan
surat
rekomendasi @ 15_
menerima Menit
dan melepas
Keterangan :
a. Simbol Kapsul/Terminator ( () ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
b. Simbol Kotak/Process ( [_] ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
c. Simbol Belah Ketupat/Decision ( <> ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
d. Simbol Konektor ( ) untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya;
e. Simbol Multidocument ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan penggandaan dokument;
f. Simbol Tabung/Direct Access Strong ( (C_O ) untuk mendeskripsikan kegiatan Pengarsipan berupa file dokumen.




Nomor SOP

800/SOP.12/4.1.1/10/2023

BADAN KEPEGAWAIAN Tanggal Pembuatan

4 Januari 2022

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tanggal Revisi

7 Juli 2022

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Tanggal Pengesahan

1 Januari 2023

Disahkan Oleh

KEPALAR KEPEGAWAIAN
MBER DAYA MANUSIA

KABUPCTEN K AVAN ANAMBAS,

%
\‘d

Dra. NURGAYAH, M.A
NIP. 196801262000032002

PERSETUJUAN MUTASI MASUK

Nama SOP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik| 1. Sekretaris Daerah;
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Asisten Bagian Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindahan, dan Umum; )
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 3. Kepala Badan Kepegawaian dan .

] : Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Undaang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun| 5. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
2017 tentang Manajemen PNS Aparatur;

4. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah| ©- Pejabat Fungsional Muda/Pertama;
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 7. Pelaksana.
Sipil,;

5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2018 tentang Mutasi ASN
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.



ASUS
KABAN

ASUS
New Stamp


KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk dari OPD Lain

2. Komputer 5. Pesawat Telepon

3. Scanner 6. Goby

4. Alat Tulis Kantor 7. Mesin Foto Copy

5. Lembar Disposisi 8. Kendaraan Roda
Dua

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan berkenaan dengan pelayanan wewenang Kepangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas dapat disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas
mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Badan dan / atau langsung Kepada Kepala Bidang Mutasi dan|
Promosi untuk menindaklanjuti pengaduan / keluhan / masukan.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi beserta Pejabat Fungsional dan Promosi menyelesaikan
pengaduan/keluhan/masukan tersebut.

Pelayanan dan Konsultasi tentang wewenang
Kepangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kepulauan Anambas di
selenggarakan di Bidang Mutasi dan Promosi
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan
Anambas.

DEFINISI

Surat Masuk merupakan semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari
Instansi/pihak lain, yang penerimannnya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang
diberi wewenang untuk bertugas itu.




Diagram alur :

SOP PERSETUJUAN MUTASI MASUK

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

BUPATI

SEKRETARIS
DAERAH

ASISTEN
BAGIAN
ADMINIST
RASI
PEMERINT
AHAN
UMUM

KEPALA
BADAN

SEKRETA
RIS

KEPALA
BIDANG
MUTASI DAN
PROMOSI

JABATAN
FUNGSIONA
HLI
PERTAMA

JABATAN
FUNGSIONA
HLI MUDA

PELAKSANA

OUTPUT

PERSY
ARATA
N/KEL
ENGKA
PAN

Waktu

Ket

1 2

5

10

11

12

13

14

15

1 Usulan
Permohonan
Pindah
Tugas

v

L]

Berkas
Permo
honan

15
Menit

2 Memverivika
si Latar
belakang
PNS ybs ke
Pemda Asal
dan
Pemberian
Disposisi
Dari
Sekretaris
Badan

15
Menit

3 Disposisi
Surat Masuk

15
Menit

4 Ditindaklanj
uti sesuai
arahan
disposisi

v

v

A

15
Menit

5 Pembuatan
konsep surat
menerima
atau
melepas

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

15
Menit




6 Paraf | Isi
Kordinasi ‘ L:l: |I Disposis 1 Hari
YA YA YA YA i
7 Penandatang Surat
an surat Rekome
rekomendasi ndasi
menerima 1 Hari
atau
melepas
8 Penggandaa Draft Nota
n Surat Surat Dinas
rekomendasi Rekome BKPSD
e ndasi | MKe | 1Han
melepas Menerim | Bupati
a/Melep | dan
as dasar
Pertim
bangan
> BKPSD
M
9 Pengarsipan
surat
rekomendasi @ 15_
menerima Menit
dan melepas
Keterangan :
a. Simbol Kapsul/Terminator ( () ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
b. Simbol Kotak/Process ( [_] ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
c. Simbol Belah Ketupat/Decision ( <> ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
d. Simbol Konektor ( ) untuk mendeskripsikan perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya;
e. Simbol Multidocument ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan penggandaan dokument;
f. Simbol Tabung/Direct Access Strong ( (C_O ) untuk mendeskripsikan kegiatan Pengarsipan berupa file dokumen.




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR SOP : [ 800/SOP.12/2.1.1/10/2023

TANGGAL PEMBUATAN : 4 ] anuari 2022

TANGGAL REVISI . | 7]Juli 2022

TANGGAL EFEKTIF . 1 ]anuari 2023

DISAHKAN OLEH X Kepala Badan dan Kepegawaian
Surmber, Manusia

(
N
Pra. Nurgayah, M.A
NIP. 196801262000032002

NAMA SOP : PENINJAUAN MASA KERJA PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.  UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN

2.  Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 89 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Perturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

1.

2.

3.

Mengetahui tugas dan fungsi sistem operasional prosedur

Mengetahui syarat administratif PeNINJAUN Masa Kerja

Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk dari OPD Lain

1.

Surat Permohonan /Disposisi
Komputer/Printer /Scanner
Jaringan Internet

Alat tulis kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Apabila data-data/persyaratan yang diperlukan tidak lengkap maka proses Peninjauan Masa Kerja

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



ASUS
KABAN

ASUS
New Stamp


STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PMK

Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan
KABAN KABID JF Ahli Muda JF Ahli Pertama Kelengkapan Waktu Output
Mutasi
Memerintahkan ke Kabid Mutasi . ..
1 |untuk menindaklanjuti usulan PMK - Disposisi Kaban; 10 menit Disposisi Kaban
Daftar Rencana Disposisi KABAN
Kegiatan
Kabid Mutasi memerintahkan JF Ahli Disposisi Kabid; Daftar
2 &%‘iﬁauﬁet;;;ngE%I%%ﬁiglsggfstyﬁgx Rencana Kegiatan 10 menit  [Disposisi Kabid : Memo Disposisi KABID Mutasi
Administrasi PMK petunjuk pembuatan edaran
yjian dinas
JEF AhIl Muda memerintahkan JF AhIi
Pertama untuk membuat surat edaran Memo petunjuk
3 |kepada Kepala OPD perihal Persyaratan - pembuatan edaran ujian 10 menit Disposisi JF Ahli Muda
Administrasi PMK A dinas Surat Edaran; Form isian
data PNS
AL
' [TR— e
Membuat surat edaran  Persyaratan Surat Edaran; Form Surat Edaran; Form isian R )
Administrasi PMK isian data PN’S q ? . IDi Periksa JF Ahli Pertama
ata PNS yg diparaf JF Ahli
Muda
JF Ahli Muda memeriksa isi surat, jika _Sl_lrat Edaran; Form
5 |salah maka surat dikembalikan kepada isian data PNS yg 30 menit o
JF Ahli Pertama untuk direvisi, jika - diparaf Surat Edaran; Form isian |, 0 0bk pertama
benar maka surat diparaf dan diteruskan data PNS yg diparaf Kabid
kepada Kabid untuk diperiksa
KABAN memf:riksa isi surat, _]:ika benar - _Sl_lrat Edaran; Form Surat Edaran; Form isian
maka surat ditandatangi dan diserahkan isian data PNS yg + |data PNS ve ditandat .
6 |kepada Kabid diparaf 15 menit  (data ygditandatanganl |py; periksa JF Ahli Muda
KABAN
Surat Edaran; Form
Kabid menyampaikan kepada JF Ahli isian data PNS yg
1X24 . . .
7 [Muda ditandatangani KABAN Jam Surat Edaran Di Periksa JF Ahli Muda
JF AR Mud " Surat Edaran; Form
i Muda menyampaikan surat ced
8 |edaran perihal PMK - isian data PNS yg 10 menit |Surat Edaran IDi serahkan kepada KABID Mutasi
ditandatangani KABAN
Kepala OPD menerima surat edaran I Surat Edaran; Form
perihal surat Edaran Terkait Persyaratan dan| - isian data PNS yg 10 menit Tanda terima selesai

PMK

ditandatangani KABAN




Keterangan :
a. Simbol Kapsul/Terminator ( [l ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
b. Simbol Kotak/Process (=== ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;



NOMOR SOP

800/SOP.12/2.1.1/10/2023

TANGGAL PEMBUATAN

4 Januari 2022

TANGGAL REVISI

7 Juli 2022

TANGGAL EFEKTIF

1 Januari 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DISAHKAN OLEH

Kepala Badan dan Kepegawaian
Sumber Daya Manusia

§

(

W,

Dra. Nurgayah, M.A
NiP;'196801262000032002

NAMA SOP

UJIAN DINAS DAN UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002 Peraturan ini mengatur|
mengenai kenaikan pangkat bagi PNS.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Peraturan ini juga berkaitan dengan kenaikan pangkat
PNS

3. Kepka BKN No. 12 Tahun 2002 Keputusan ini merupakan pedoman teknis pelaksanaan ujian dinas
4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman|

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode Computer Assited

Test Badan Kepegawaian Negara

5. Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah

2.

Mampu mengoperasikan komputer

Mengetahui tugas dan fungsi sistem operasional prosedur

Mengetahui syarat administratif Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk dari OPD Lain

1.

Surat Permohonan /Disposisi
Komputer/Printer /Scanner
Jaringan Internet

Alat tulis kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :



ASUS
KABAN

ASUS
New Stamp


Apabila data-data/persyaratan yang diperlukan tidak lengkap maka proses Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERARPONAL FELATANAR

CLILAN DINAS DAN UJIAN FERVESUALAN EENATHAN FARGHAT

Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan
KABAN KABID JF Ahli Muda JF Ahli Pertama Kelengkapan Waktu Output
Mutasi
Memerintahkan ke Kabid Mutasi . . .
1 |untuk menindaklanjuti usulan Ujian - Disposisi Kaban; 10 menit Disposisi Kaban
Dinas Daftar Rencana Disposisi KABAN
Kegiatan
Kabid Mutasi memerintahkan JF Ahli Disposisi Kabid; Daftar
2 &%‘iﬁauﬁet;;;nggﬁligﬁiglsgerf;yﬁ:g}? Rencana Kegiatan 10 menit | Disposisi Kabid : Memo Disposisi KABID Mutasi
Administrasi Ujian Dinas petunjuk pembuatan edaran
ujian dinas
JFAhIl Muda memerintahkan JF AhIj
Pertama untuk membuat surat edaran Memo petunjuk
3 |kepada Kepala OPD perihal Persyaratan - [pembuatan edaran ujian 10 menit Disposisi JF Ahli Muda
Administrasi Ujian Dinas A dinas Surat Edaran; Form isian
{1 data PNS
Membuat surat edaran  Persyaratan
4 |Administrasi Ujian Dinas, form isian datg 30 menit
PNS yang akan diusulkan mengikut; - Surat Edaran; Form Surat Edaran; Form isian R .
ujian, persyaratan dan materi yang akan| isian data PNS ’ . Di Periksa JF Ahli Pertama
diujikan dan menyampaikannya kepadd data PNS yg diparaf JF Ahli
[Kabid Mutasi Muda
JF Ahli Muda memeriksa isi surat, jika Surat Edaran; Form
5 |salah maka surat dikembalikan kepada isian data PNS yg .
. e 30 menit ..
JF Ahli Pertama untuk direvisi, jika _ diparaf Surat Edaran; Form isian . .
benar maka surat diparaf dan diteruskan data PNS yg diparaf Kabid Di Input JF Ahli Pertama
kepada Kabid untuk diperiksa
KABAN memeriksa isi surat, jika benai _ Surat Edaran; Form .
maka surat ditandatangi dan diserahkan -&_I isian data PNS yg Surat Edaran; Form isian
6 |kepada Kabid i i i
epada i diparaf 15 menit |data PNS yg ditandatangani Di Periksa JF Ahli Muda
KABAN
Kabid menyampaikan kepada JF Ahli _Sl_lrat Edaran; Form
7 | Muda isian data PNS yg 1X 24 o )
ditandatangani KABAN Jam Surat Edaran Di Periksa JF Ahli Muda
JF Ahli Muda menyampaikan surat _Sl_lrat Edaran; Form
8 |edaran perihal penyelenggaraan Ujian 1§1an data PNS yg 10 menit |Surat Edaran Di serahkan kepada KABID Mutasi
Dinas _ ditandatangani KABAN
Kepate—OPP—mremerime—surat—edarar
Surat Edaran; Form
perihal surat Edaran Terkait Persyaratan dar] I . . data PN é
sian data yg 10 menit [Tanda terima selesai

penyelenggaraan Ujian Dinas

ditandatangani KABAN

Keterangan :

Simbol Kapsul/Terminator | i | vatuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
Simibal I'..l'l'..lll-lil-"r’l'l':l"'l::-l'\-l | — | RERERY] A |:||.||-c|:|':7|.|{ri||:-\.i|-.::-||'| rraRaR arall lLl"'"'i.-lll'i:'. aksalmisi:




BIDANG HOMPETENS! | Dra Murgayah, MA
PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN ;" Pambma Tic| (Vi) |
NP, 196801262000032002
| T n Negara |
Judul S0P | Pengajuan Cuti di Luar Tanggunga a
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 entang
Aparatur Sipit Negara

1 Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkat
gangan Kepegawaian

2 Peraturan Pemerintat Nemor 17 Tahun 2020 tartang | 2 Nemili kompetensi di bidang kepegawaian
Tmunmﬂununghlmmﬁmnhgmlﬂeumslpi; 4 Teiti
3. Peraturan Hadan Kepegawaian Negara Nomaos P —— - -
Tahun 2021 tantang perubahan atss Peraturan Badan : HMF'"'H 8 oang “““"”m kel
Kepegawaian Megara Nomor 24 Tahun 2017 tertang | pu berkoondnasi dengan
1ata cara pemberian cut Pegawai Neger S
4 Persturan Bupali Kepulauan Anambas MNomor O
Tahun 2018 tentang Cuti Pegawai MNaegerl Sipl di
Lingkungan  Pemerntah  Kabupalen Kepulauan
Anambag
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Kompuler
2 Prirvies
3 Meja dan kursi
i ATH
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pengajuan culi harus dilakukan sesua dengan ketentuan

yang beraku

ﬁuﬂnﬂ luhlgll-d-ltl slpkirond dan/atau manual mehpub
dokumen (arsip) yang merupakan bukll palaksanaan S0P,

antara laén nota dings, landa tenma, dii
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Nemor SOP 03/800.2/BKPSDM /01,2023
Tanggal Pembuatan | 09 Januari 2023 o
Tanggal Revisi
Tanggal Efeltif = _eHH
Disahkan cleh 1 Kepala Béglsin Kepegawaian dan
ber Daya Manusia,
PEMERINTAH EKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | ., :
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA /m*& '
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN f-*.:;-'ﬂ.ﬁﬁ-“- oy,
SRR | 262000032002
Jalan Raja Haji Fisabilillah, Momor 1| Kecamatan Tarempsa
Kab. Kepulsuan Anambas Kepulauan Riau 2974, Pos-el bkpsdmiianambaskab go.id Judul SO Diklat Kepemimplnan
KUALIFIKAEI FELAKBANA:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negen Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintsh Nomor 1T Tehun 2020 tentang Manajemen Pegawal
Megeri Sipil;

4. Peraturan Lembaga Admindstrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan
Hasional Tinghkat II;

5. Peraluran Lembega Administrasi Megara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas;

ti. Peraturan Lembaga Adminisiras) Megama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan
Administratar;

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negars Momor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Lembaga Admirmisirosi Negars Nomor 2 tahun 2019 temtang Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat II;

8. Perniuran Bupall Kepulausn Anambas Momor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan
Eompetensi Terintegrasi Bagl Aparatur Sipll Negara.

1. Memahami ketentuan tata naskah dinas
2. Memiliki kecakapan dalam berkoosrdinasi dengan pihak Lembags

Diklat Terakreditas:

3. Mampu menganalisis produk bukum dan pengerjaan Mol seria
Kerja sama dengan Lembaga Diklat Terakreditnsi

4. Mampu bekerja sama dengan tim

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

Diklat PKN TK I1, PEA, dan PKP.

1. Lembar Kerja/DPA
1. Kemputer, Printer, Meja, dan Kursi
3. ATK

PERINGATAN:

4, Lembar disposisl
5. Buku pencatatan surat

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SO0F Dikiat Kepemimpinan suatu pedoman dalam pelaksansan Dikdat bagl pejabat struktural, apabila
tidak sesuai SOF pelaksannan tidak lancar dan maksimal

Disimpan sebagai data fsik dan elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU KET
Eabid
Pengembangan
KEGIATAN JEf Eompetensi Beleretaria Kepala ) Lembaga
Pelaksana | Penilaian BipsDM | Bxpsom | SUPH | pagg | Felmskepen. | Wakiu ERoph
Kinerja dan
_ Penghargaan
Menerima surat usulan calon peserta PKN Surat Suratl diterima
TK 1I, PEA, dan PEP dan mengagendakan | I permohonan A han dan
ke dalam surat masuk dan nominatif diagendalan
P ¥
an_ntanmm data calon peserta yang Usulan data 2 i Data calon
sudah diusulkan PD e calon peserta peReTn
TS vung sudakh Burat
Calon peserta vang telah memenuhi syarat 1 —— y di tid Ka,
digjukan kepadna Bupati untuk di setujui '! : "'I_I—"': , '<> BKPSDMdan | §hari | PEononan | o r
dan ditandatangani Surat vang sudah
permabonan e
. SFkepada |
Membuat surat perintah sesuai disposisi ' 3P ke
dan len administrasi | - - pacn j | Eeion peserix
B'upa:- melengheapl strasi _JlI O o o 1 hari el |
tid
Surat
Mengirimkan surat permohonan fsilitas m— Burat
pelaksanaan diklat ke Lembaga Diklai l| I permohcnan 1 hari permuhunnn
Terakreditasi —— fasilitasi fasilitasi yang
sudah di ttd
Hm:nmnptmtu;mdmwrltplmhn B — —— ey — Surat 3 5
peserta  diklat clari  Lembaga c. B - - cenergat. | yuay | PO
Terakreditasi dildat surat
- Administras
Pengiriman Peserta Diklat ke Lembaga sesuai vang di 8P, surat behas
Dhiklet E syaratkan 2 hari tugas dil.
lembaga dikiat




Keterangan Simbol:

1. Simbol Kapsul/Terminator { [___) ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process ( : ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3.
4

Simbol Belah Ketupat/Decision | <> ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

. Simbol Anak Panah/Panah /Arrow ( *, | untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiztan).



Nomor 80P 04 /800.2,/BEKPEDM /01 f 2023
Tanggal Pembuatan | 09 Januari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Elektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMEAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG PENGEMBANGAN KHOMPETENS] PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
Jalen Raja Haji Fisabilillah, Nomor 1 Kecamatan Tarempa
Kab. Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 2979, Pos-el bkpsdmizanambaskab.go. id [Judul SOP Dildat Teknis /Fungsional
DASBAR HUKUM: KUALIFIEASI PELAKSANA:
1. Undang-undang Nomor 5 Tehun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Memahami ketentuan tara naskah dings

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana | 2. Memiliki kecakapan dalam berkoordinasi dengan pihak Lembaga
telah diubeh dengan Persturan Pemenntah Nomor 17 Tahin 2020 tentang Manajemen Pegawal | Dikiar Ternkreditasi
Hegeri Sipil; |3 Mampu menganalisls produk hukum dan pengerjaan Moll seria

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetenat | Kerja sama dengan Lembaga Diklat Terakreditasi

Pegawai Negeri Sapil; [ 4. Mampu bekerja sames dengan tm

. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sosial Kultural

5. Peraturan Bupati Kepulawan Anambag Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembwmngan
Kompetensi Terintegrasi Bag Aparatur Sipll Negara,

o

_mm PERALATAN /PERLENGEKAPAN:
Diklat Teknis, Fungsional, dan Sosial Kultural 1. Lembar Kerja/DPA 4, Lembar disposisd
2. Komputer, Printer, Meja, dan Kursi 5. Buku pencatatan sarat
3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan agar hak dari 20 JP bagi seluruh ASN terpenuhi Disimpan sebagal data Geik dan elektronik




PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKDT KET
Kabid
Pengem bangan
EEGIATAN JF/ Kompetensi Kepala Kepegawaian Lembaga
Pelaksana |  Penilaian | BKPSDM FD el i B e Bl R
Kinerja dan
Penghargaan L |
1 [ 511-“1.
Mengedarkan surat pemberitahuan Diklat l I Surat 2 hari pemberitabiuan
kepada scluruh Perangkatl Daerah pemberitahuan yang sudah di
ttd
Perangkat Dacrah membuat surat balasan R i
dengan melampirkan nama-nama Pegawai I |. - Disposisi surat , Calon data
seatial dengan syarat/kriteria ke Kepala - Rrpm— balasan 2 hari calon peserta
BEPSDM
Inventarisasi data calon peserta Yang h 4 Gata Calon Dais Peserta
sudah diusulkan Perangkat Daerah : Peserta 1 hari Dilelat Kalekrif
Membuat murat perintah TUERS | ey — e e EFT dan syarat
melaksanakan Diklat dan persyaratan | | [ b [ * . * 8FT h- L Ininnya yang Kalebeil
lainnya untuk ditandatangani sekda e Tii— P — N | sudah di ted
Menpgedorkan  surat  perinteh  Tugas SPT dan syarat SPT dan syarat
melaksanakan Diklat dan persyaratan e
lninnya ke seluruh peserta Dikiat melalui L3 A— abeynimng | 1hed | sioepayeng | Kol
Pengriman  Pesert baga Administrast Administras
Diklat R e 1= #(__ ) | Pedenghupan | 1 hari | Perlenghapun
lainnmya lainnya




Keterangan Simbol:

1. Simbol Kapsul/Terminator { [___) ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process ( : ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3.
4

Simbol Belah Ketupat/Decision | <> ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

. Simbol Anak Panah/Panah /Arrow ( *, | untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiztan).



Nomaor S0P 0 B00. 2 BEPSDM /01 f 2023
:J"ungﬂ-.ul-ﬁ:mhuu:m 09 Jamuar] 2023
Tanggal Revisi
Tanggeal Efektif
Drisahkan oleh
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMEAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG PENGEMBANGAN KHOMPETENSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
Jalan Raja Haji Fisabilillah, Nomor 1 Kecamatan Tarempa j
Kab. Kepulauan Anambas Kepulanan Riau 2979, Pos-el bkpsdmiZanambaskab. go.id iJhdul S0P
_DASAR HUKUM: =3 _KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Memahami ketenfuan tata naskah dinas
2. Pergturan Pemerintah Nomor 49 Taehun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan | 2. Memibliki kecakapan dalam berkoordinasi dengan pihak Lembags
Pegjanjisn Kerja; Dikist Terakreditasi
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi | 3. Mampu mengunalisis produk hukum dan pengerjaan MoU serts
Pegawal Aparatur Sipil Negara; HKerja sama dengan Lembaga Diklat Terakreditasi

4a

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi | 4. Mampu bekerja sama dengan tim
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

5. Keputusan Hepals Lembage Administrasi Negara Nomor 389/KE. 1 /PDP.OT/ 2022 tentang Pedoman
Orieritasi Pegawai Pemeriniah Dengan Perjanjian Kerja.

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGEAPAN:

Orientasl PPPK 1. Lembar Kerja /DPA &, l..:mhqrdm.:i
2. Komputer, Printer, Meja, dan Kursi 5. Buku pencatatan surat
3. ATK

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

mmummm‘nﬁ;m:mmmmcmahnﬂs mmmdﬂmiﬂkmuw




PELAKSANA MUTU BAKUD KET
Kabid
Pengembangan
EKEGIATAN JE Kompetensi Kepala HKepegawaian Lembaga
Pelaksana | Penillalan | BKPSDM PD CErE B R M e il Rdnn| R <
Kinerja dan
Penghargaan
Mengedarian sural pemberitahuan _ Surat
pelaksanaan Orientesi PPPK  kepada [:_ .I—_ mum 3 hari MhTut::huln
seluruh Perangka: Daerah peo yang i
Perongkat Deerah membust surat balasan
dengan melampirkan nama-nama PPPK _I. n ™ [ R ) Calem data
sesuai dengan syarat/kriteria ke Kepaln | L - S 2 hari pescria
BHPSDM Orientasi
< ] 3 Data Calom

Merekapitulasi data peserta PPPK vang | ¥ Datn Pessria
sudah diusulkan Perangkat Deerah Peserta 1 hari Ortentai Kalektif

e Drlmuu'
Membuat surat Tugas mengikuti Orentasi | e ni—— i BPT dan syarat |
dan  persyaratan  lainnya  untuk | | . *| SPT I:.an lainnya yang = Koleltif
ditandatangani sekda s = A—" sudah di 1d
Mengodarksn  ourat  perininh = Tuges SPT dan syarat SFT dan syarat
melaksanakan Ornentasi dan persyaratan i
lainnya ke seluruh peserta Orientasi PPPK :I . I hﬂﬂ 1 hari TE Kolektif
melalui Kepegawaian PD s i au
Pelaksanaan Orientasi mielalui : ‘l r— | Administrass 5 Administrasi
pembelujaran mandini (MOOC) dan tahap -.-——. Perlenghapan h]ELn Perlengkapan
kelasikal lainnys leinnya
Fenuitapen Pelatihan Orientasi PPPE dan -~ . Bertifikat vang
Fenyershan Sertifikat mengluti Orientasi : Servifikat Tharl | ek di tid




Keterangan Simbol:

1. Simbol Kapsul/Terminator { [___) ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process ( : ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3.
4

Simbol Belah Ketupat/Decision | <> ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

. Simbol Anak Panah/Panah /Arrow ( *, | untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiztan).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAMN KEPEGAWAIAN
DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENS|
FENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

Dra. Hu, M.A
Pembina Th | (iVily)
NIP. 156801262000032002

Judul B0OP

Pemariksaan Pelanggaran Disiplin ASN ;

DASAR HUKLUM

1. Undangundang Momor & Tahun 2014 beritang
Aparatur Sipid Negara,

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Persturan  Pemerintah  Momor
11Tahun 2017 tentang Manajemen Pagaawai Megern
Sipi

3. Peraturan Pemenntah Nomor 84 Tahun 2021 tentang
Disipiin Pegawai Negeri Sipil;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 fantang
Manajemen Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja

6 Peraturan Badan Kepegawalan MNegars Momor 8
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraiuran
Pemenntah Nomor 94 Tahun 2027 lenlang Disiplin
Pegawal Negeri Sipil,

B Peraturan Bupall Kepulauan Anambas Momor B4
Tahun 2017 lentang Oisipin Kara Aparatur di
Lingkungan  Pemeriniah  Kabupaten  Kepulauan
Anambas,

7 Peratsran Bupall Kepulavan Anambas MNomor 72

Tahun 2018 tentang Kode Ebk dan Kode Perilaku

1. Memahami Paraturan Pearundang-undangan yang ferait
dengan Kepegawaman

2. Memiliki kompebens: di bidang kepegawaian.

3. Memaham| proses pengawasan dan  pengendalian
hukuman disiplin Pegawai.

4, Tahdi

5. Mampu bekerja dengan cermal dan tepal

6 Mampu berkoordinasi dengan baik

Aparatur di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten
Kepulauan Anamoas. . 1
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN ;
1. Rompuler
2. Prinier [
3 Meaja dan kursi [
4 ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

e r—

ditakasnakan maks fterdopat kesalahan  prosedur
administrasi penjatunan hukuman disiplin

Dhsimpan sebagai data slekironik dan/atad manual meliput
dokummen (arsip) yang merupakan bukt palaksanaan SOP,
arttara lain nota dines, fanda terima, dil I

—




PP
utu Baku
Mo Kegatan ol i Keterangan
Ksban | Kabid ungaionall | o skretaris Kaengkapan Wkt Output
Menerima Laporan Hasil 1 Lembar disposisi menit | Laporan Hasil
.thuii!?_._n.n!lllhuz 2 BAP atasan langsung Pemeriksaan (LHP)
g ._.t_h}._-....n!_.l_ﬂil. A LHP alasan |@ngsung gtasan Langsung
disiphin dan mendisposisikan r 4 Bukt pelanggaran
Kabid. disipiin
5 Laporan kewenangan
meneruskan kepada Pemeriksaan (LHP) Pemariksaan (LHP
ungsional/Pelaksana dan atasan langsung atasan langsung dan
memerintahkan untuk membuat lembar disposisi Kepala
onsep Keputusan tantang BEPSDOM yang sudah
Pembentukan Tim Pemeriksa didisposis: oleh Kabd
3. | Menerima disposisi dan membust v Laporan Hasil 30 menit | konsep Kepubusan PPK
igizi : Pemeriksaan (LHP) termang pembentuian
pemitntukan Tim Pemedksa, \‘IE{ alasan langsung Tim Pemerikss
4. | Menelit dan memberikan paral pada " K PPK | &menit | kon PPK
konsep keputusan PPK tentang \r —_— st E_.n._.u...&....____.i...:..._ i x.ﬁih!u!ﬁ!p&!
pembentukan Tim Pemeriksa I N seluiu Pausaites Pemeriksa ya
- dan Sekretars
L r!.:in-::iﬂﬂaﬁ!ulli konsep Keputusan PPK. | 5 meni | konsep Keputusan PPK
konsep keputusan tertang tentang pembentukan lentang pambentukan
uu._..u!._.__ _..w!_ - Tim Pemeriksa dan - Tim Pemeriksa yang Tim Pemeriksa yang
fungsionalipelaksana untuk sudah dikoreksi Kabid sudah dikoraksi oleh
mengifimkan konsep Sural dan Sekretars Kabed Sekretans dan
Keputusan kepada Asisten clah Kaben
Administras: Urmum Sekredaris o
Deerah dan PPK




10. !!dﬂtigni!sid—mﬂmﬁl

membat __E____.in_ m:u.nl.ii..__ Pameriksa yang
dan Undangan Tim Pemeriksa ditandatangani PP
Membeusat konsep Surat Panggitan

dan Undangan Tim Pamenksa




Katerangan

i




Mo Kegiatan
Kelengkapan
E.LHP Tim pemenisa
Mengirimkan Telashan staf kepada 1. Telashan staf. Disposisi PP
PPK 2.BAP alasan langsung,
3. LHP atasan langsung,
4, BAF Tim pameriksa,
5. Bukti palanggaran
n.r_.nu._.L.__u_l_.__.l_i-i.
Manarima dispogiai PPE alas LHP 1. Lembar disposisi PPK embar disposisl Kaban
Tim Pemeriksa dan memanintahkan 2. BAP alasan langsung
uilu-l.._ﬁ.!_ﬁﬂ.!n!i 3 LHP stasan langsung
n___l_!#:liuliﬁ_i_ o 4 BAP Tim pemenksa
5 Bukl psianggaran
- & LHP Tim pemeriksa
20. | Membual konsep Keputusan PPE 1. Lembar disposis) Konsap Keputusan PPK
tentang pergatuhan Hukuman terdang penjatuhan
sl _ _ 2. BAP Tim pemenksa Hukisman Disipin
) 3 Bukti pelanggaran
H_._ ._._...tu._._au!i.f-
Mengoneksi Konssp Kepulusan PPE Konsep Keputusan PP Konsep Kepulusan PPK
lanlang panjatuhan Hulkuman tentang panjatuban .inllhui.-l...i.__
Disipin . Hukuman Disigdin Hukuman Disiplin yang
> teiah dikoreks: Kabd dan
22 | Meneili dan memberikan paraf pada Konsep Keputusan PP Konsep Keputusan PPK
Konsep Keputusan PPK tentang tentang penjatuban tendang pengatuhan
penatuhan Hukuman Crsaplin dan Hukuman Disiplin sesuai Hukuman Disiplin seswsa
memerintahkan Fungsicnal/ rekomendasi Tim rekomendasi Tim
Pelaksana untul menginmican Pemeriksa yang telah Pemeriksa yang sudah
Konsep Keputusan PPK tentang dikoreksl obah Kabid dan dikoreksi oleh Kabid,
panjatunan Hukuman Diagplin i Sekretans dan diparaf
kepada Asisten Administrasi Umum




Sekretars Daerah dan PPK
Mangifimkan konsep Keputussan Konsep Keputusan PPK
PPE lentang pengaiuhan Hukuman

Uimum, Sskretaris Daerah dan PPE




Heterangan Simbol :
1. Simbol KapsubTeminator | [__J) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhi,
2 Simbol Kotak/Process ( [__]) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi,

3 Simbol Belah Ketupat/Decision ‘"AUV. untuk mendesknipsikan kegiatan pengambilan keputusan,
4. Simbol Anak Panah/Panah/Armow ( .r ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegtatan)



Nomor S0P 05/A00.2 /BEPSDM /01 /2023
‘Tanggal Pembuatan | 09 Januari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektil AH "‘-\\
Disahkan aleh (llf Ia Kepegawalan dan
; . ber Daya Manasa,
PEMERINTAH EABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS || ;J.l‘ : =
BADAN EEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DR
BIDANG PENGEMBANGAN PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN %61;_,.
A 801262000032002
~Jalan Raja Haji Fisabilillah, Nomor 1| Kecamatan Tarem pa _ _
Kab. Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 2070, Pos-el bkpadm@anambaskab. go. id Judul 80P Pelatihan Dusar CPNS
DASAR HUKUM: KUALIFTKASI PELAKSANA:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemien Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubsh demgan Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Peguwai
Neger: Sipil;

3. Peraturan Lembags Administrasi Negara Momor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon
Pegawni Negeri Stpil;

4, Peraturan Lembags Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil;

5. Peraturan Lembaga Adminisirasi Negara Nomor 2 Tehun 2022 tentang Rincian Anggaran Biava
Pelatihan Dasar;

6. Keputusan Kepala Lembags Administrasi Negara Momor 13)K.1/FPDP.O7/23032 temtang Pedoman
Penyvelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegnwal Negeri Sipdl;

7. Keputusan Hepala Lembags Administrasi Negara Nomor 14 /K1 PDP.OT /2022 tentang Kurkualom
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami Keteniizan tate naskah dinas

2. Memiliki kecakapan dalam berkoordinasi dengan pihak Lembags

Diklat Terakreditasi I
3. Mampu mengunalisis produk hukum don pengeraan Mol! serta |

Kerja sama dengan Lembeaga Diklat Terakreditasd
4. Mampu bekerja sama dengan tim

EETERKAITAN: PERALATAN /PERLENGKAPAN:
Pelatihan Dasar CPNS | 1. Lembar Kemja/DPFA 4, Lembar dinpasiai
| 2. Komputer, Printer, Meja, dan Kursd 5. Buku pencaistan surat
3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Hegiatan ini wajib dilaksanakan scebagai dasar pengangkatan CPRS ke PNS

Disimpan sebagai data feik dan eleltronilk




PELAKSANA MUTU BAKU KET
Eakid
Pengembangan
HEGIATAN JE[f Kompetensi Kepala Kepegawaian Lembaga
Pelaksana Penllaian BEPSDM FD Dikctat Kelengkapan | Waktu Output
Kinerja dan
Penghargaan
Mengedarkan aurat pemberitahuan | .
. | pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS kepada E g i”n:‘h 3 hari m"'ﬂz:h“;l"
schuruh Perangkat Daerah i —— yang Td
t
Perangkat Dasralh membusat surat balasan P
dengan melampirkan nams-nama CPNS " e Disposisi surat g Calon
BEFSDM Latsar
Merekapitulasi data calon peserta yang | ¥ __ Data Calon | Data Peserta .
+ | sudah diusulkan Perangkat Daerah Peserta Latsar | 1 Do okt Kolektif
Membuat surat Tugns mengikutli Latsar OR— SPT dan syarat
o |l pErsyaratan ladnmnya untuk [ _ l‘ . SPT ]i:i lainnya yang Eodektil
ditandatangani sekoda SO TR sudah di td
Mengedarkan surat  perintah  Tugas SPT dan syarat SPT dan syarat
| melaksanakan Latsar dan  persvaratan — : _ . :
lainnya ke seluruh peserta Latsar melalu :I'* = I | lwm}mzl;.'ang 1 hari | lsinnya yang Roiektif
Kepegawaian PD sudah di tid sudah di rrd
, = i Administrasi Administrasi
Pengirimen Peserte Pelatthan Dasar ke - .
| Lembaga Diklat terakreditas L _j Fﬂfﬂ-ﬂknpﬂﬂ 1 hari | Perlengkapan
Fiya lainmya
Setelalh  Penutupan  Pelatihan  Labtsar STTPL di Web
Peseria dikembalikan ke unit kerja masing- D"* STTFL & hari | Smartbangkom P.ﬁ:"
masing LAN




Keterangan Simbol:

1. Simbol Kapsul/Terminator { [___) ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process ( : ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3.
4

Simbol Belah Ketupat/Decision | <> ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

. Simbol Anak Panah/Panah /Arrow ( *, | untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiztan).



Momar SOP
Tangga!
Pembustan
Tanggal
Revsi
Tanggal
Elfmitif . |
Desahlcan olah m&ﬁﬂq
: Kepegawaiar Pengembangan
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULALAN ANAMBAS s Marusia,
BADAN KEPEGAWALIAN ety
mmuﬂmammmumuﬂh |
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENS! WA |
PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN pembing Th.l (Vi)
MIF. 1368801262000032002 J
Judul S0P Pangajuan Hondile Pagawal
KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR HUKUM

i

1 Undang-undang MNemeor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara,

3 Puraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tertang
Perubahan Alas Paraturan Pemerintah  Nomor
14Tahun 2017 tentang Manajemen Pegaswa: Negen

ik

:!-E:!ilmmﬂﬂilnwﬂﬂlrlﬂnmﬂ'ﬁ
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

@ ot kLR

dengan Kepegawakan

Memiliki kompetens: di bidang kepegawaian
Memahami proses tata cara Pelaksanaan Wusasi
Taliti

Marmpu bekerja dengan cermat dan lepal
Mampu berkoordanas dengan bak.

PERALATANPERLENGKAPAN
1. Kompuber
2. Prinkes
3 Maja dan kurs|
4 ATH _
PERIMGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
“Pengajuan Hondite Pegawai harus dilakukan sesua | Disimpan ssbagal ciata elakironik dan/atau manual mehput
dengan kefentuan yang baraku dokumen (arsip) yang merupakan bukli pelaksanaan S0P

antara lain nota dinas, tanda tenma, dil,




Prosedur SOP Pen !._.__.E n Konduite PNS untuk Mutasi antar Instansi

- —_—

Eru..!._ﬁ Murtu Baku
Na. Kegiatan == Fungsional | i Keterangan
¥aban Kakbid | Peiaksans Sekrefans Kelengkapan Wakiu B Output —
1, .___._Il-_:i EEIE!EE_HT__E _ _ Berkas Pengajuan 5 menit | 1 Lembar desposisi.
ari Perangkat Dasrah dan Kondute PNS dari 2 Berkas Pangajuan
%ﬁi!ﬁ f ke kakbid Perangkat Daerah Konduite PNES dan
. Pevangkat Deerah
2, | mempelajan dispossi dan 1 Lambar dispossi, 5menit | 1 Lembar disposisi Kepala
manariskan kepada .r_ 2 Berkas Pengajuan BEPSDM yang sudah
FungsionalPelaksana da _ Konduite PHS dan didisposisi oleh Kabid,
memerintahkan wrtuk membuat Perargkal Daerah 2 Berkas Pengajuan
konsep surat Kondulte PNS Konduite PHS dan
Perangkat Dasrah
3 | Menenma disgisisl dan memixe 1, Lembar dspoaisi B0 menit | konsep surat Konduite PNS
konsep sural Konduite PNS. Kepala BKPSDM
yang sudah
didisposisi oleh
Kakad,
Berkas Pengajuan
Kondute PNS dari
Perangkat Daerah
4 | Meneiiti dan memoenkan paraf pada ¥ konsep surat Konduite | 5 menit | konsep surat Kendulla P PHS
onsep surat Kondute PNS AV PNS yang sudah dioreks: Kabid
Tk Setumu L L dan Sekretars
setuju —
£ | Menelti dan membarikan tanda konsep sural Kondute | 5 menit Surat Konduite PHS
tangan pada konsep surat Konduibe PNS yang sudah
PNS dan memerintahkan kabid [ _.._ dikoreks: Kabed da
unfuk menyarahkan sural Konduite Salretars
ke PNS yang mangajuka
& | Mamerinkahkan Sural Konduite PNS kondisio | Surat Konduite PNS
tungssonalipelaksana untuk yang sudah mal
menyerahkan surat Konduie PNS _._m _ crtandatangan oleh
kepada yang bersanghutan dan . Kaban
memernniahkan uriuk mengarsipkan 1




— —————— |- =
HaEhan Kabid Palal Sekretans I.u_l__.al.lul_._

7 yampai at Kanduite cat Kanduste P kondisio | 1. Barkas Pengajuan
?Eﬁ?ﬁlﬁ rial Konduite PNS dan
mEngarsipkan .__ | Poerangkat Casrah:

2 Surat Kondute PNS.
Keterangan Simbol :
1. Simbol KapsuiTerminator ( ()} untuk mendeskripsian kegiatan mulai dan berakhir
2 Simbol KotakiProcess { ] ) untuk mendesknpsikan proses atau kegiatan eksekusi
ggx%ngu:%%riﬁuggigg
imbol Anak Panah/Panah/Arrow (4 ) untuk mendeskrigsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
JALAN RAJA HAJI FISABILILLAH - PASIR PETI
TAREMPA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULALAN ANANMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG PENGEMBANGAN HOMPETENS!I PENILAIAN

| Nomer SOP | 07/800 1 SBKPSDMO1/2023

Tanggal Pembustan | 09 Januan 3023

Tanggal Rlawvisl -

Tanggal Efekuf

— ——

Chsahkan oleh

KINERJA DAN PENGHARGAAN |
Judul SO#
DASAR HUKLUM
Lindang-undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparasiur | 1. Pegawai yang menguasas maber sesus dengan aturan '
| Gipl Magara. yang banaku
[
' Peraturan Pamanmah Momor 48 Tahun 2078 tentang | 2 Pegeéwal yang memiil kompetensi dalam penyusunan
Managmen Pegawal Pemerimah ODengan Perjan)ian dan palaporan kineja pagawal
Kerja
Peraturan Pamanntah Momor 30 Tahun 2018 tentang
Penilaian Kinerja Pegawal Neger Sipd
. Paratwan Pamaeriniah Nomor 17 Tahun 2020 teniang
[ Perubshan Ates Peraturan Pemerintah Momor 11
[ Tahun 2017 tentang Manaemen Pegaawai Neger Sl
i Peraturan Femenntah Momor B4 Tabun 2021 tentang
Dsiplin Pegawal Magari Sipi
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparalur Megara I
MNomaor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan I
Biandar Cperasional Presedur Administrasd
Pemeriniahan | |
Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara Momor § l
{ Tahun 2022 tentang Pengeloiaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipll Negara
HKETERKAITAMN PERALATANPERLENGHAPAN
1 LaptopKamputer
Z Renstra
3 Perjanjian Kiners
4 COrpardcas Tafs
Keria (OTK)
PERINGATAN PENCATATAMN DAN PENDATAAN

Apabda Sasaran Winera (EKP) Pegaws ASN fidak
dil akganakan, maka target Instans tdak akan ercapal.

. Apabsla target Instansi tidak lercapai, maka pelayanan

bl resnygads lurang makesirml

Dwsimpan sabagai data elekironik dan manual

mwmmmmﬂmml

fidak skan berjaian sesual tugas pokok dan lungsinya
Apabia nilal SXP Pegawal ASM tdak dfaksanskan

dengan bak. maka kenaikan pangkat dan TPP pegawal

aapal lergangpu.




Prosedur SOP Penilaian Kinerja Pegawai ASN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETERANGAN
Sekda aClzlE) Tim PRI Kelengkapan Waktu Output
Badan Daerah
Menugaskan Kepala Badan
1 Kepegawaian untuk membuat Surat 2 hari Disposisi
" | Edaran terkait Pelaporan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) di awal tahun.
v Rencana
Memerintahkan Kepada Tim untuk SKP/Renstra/
2. | membuat Surat Edaran tentang Perianii 1 hari Disposisi
erjanjian
Pelaporan SKP. o
Kinerja/SKP
Mengkonsep draf Surat Edaran v Rencana
Pelaporan SKP dan mengumpulkan SKP/Renstra/
3. | Matrik Peran dan Hasil (MPH) serta - 2 Hari Draf Surat
L . . Perjanjian Edaran
mendistribukan ke masing-masing L.
Perangkat Daerah. Kinerja/SKP
Menerima  Surat  Edaran  dan - o
4. | melaporkan SKP serta membuat MPH SKP dan MPH kondisional Laporan SKP
dan menyampaikan ke Tim. Tidak
Melakukan  evaluasi SKP dan ~ Ya N
5. | melakukan pengembalian apabila < SKP dan MPH kondisional Laporan SKP
tidak sesuai.
Menginput Nilai SKP ke dalam file N
6. | sesuai format yang telah sediakan g SKP Awal Tahun Laporan SKP
oleh Tim.




Keterangan Simbol :

1. Simbol Kapsul/Terminator ( G ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process ( : ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/Decision (O) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ¢ ) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAY A MANUSIA

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENS!
PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

Pembing
NIP. 186801 252000032002

Judul 508

Izin Porceraian Pogawai ASN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang MNomor S Tahun 2014 fentang
Aparaiur Sipil Nogara,
Peraturan Pemenniah Republk indonesia Momaor 45
Tahun 1580 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 lentang lzin
Ferkawinan dan Perceraan bagi Pegawal Megen Saprl,
Peraturan Pemenntah Momor 49 Tahun 2018 tentang
Manajeman Pegawal Pamenntah dengan Perjanjian
Keda,

. Pergturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemedntah MNomos 11

Tahun 2017 tentang Manapemen Pegawai Negeri Sipil,

Peraturan Pemerintah Momor 84 Tahun 2021 lentang

Disiplin Pegawail Meagen Sigdl,

. Peraturan Badan Kepegawaian Megara Momor 6
Tahin 2022 tentang Peraluran Pelaksanaan Peraluran
Pemesntah Nomor 94 Tahun 2021 fentang Disiplin

Pegawal Negen Sipil.

1. Memahami Persturan Perundang-undangan yang terkai
dengan Kepegawakan

emiliki kompatensi di bidang kepegawaian.

3 Memahami proses Izin Perkawinan dan Perceraian
Pegawal.

Tediti

Mampu bekerja dengan cermat dan tepat

Mampu berkoondinas: dangan baik.

HKEFTFRKAITAN PERALATAM/PERLENGHAPAN
1. Kompubar
2. Prindar
3. Meja dan kursi
4 ATK
=] PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pemerksasn harus Gilakukan sesua dengan kesantuan
yang berthku

Digimpan eebagal data slekirond danfatau manual medipul
dokuman (arsip) yang merupakan bukti palaksanaan SOP,
antara I_ﬂ_n_n_rfli:hm. tanda tmrima, dil




o]
== Pelaksana Mutu Bak
e ol Kaban | NKabid .u_“_E_n.r-l._ Sekretans Ketenghapan Wkt Output o
Menarima usulan ASN yang Berkas usulan ASN menit | 1 Lembar disposis:
mengajukan |zin Percarasan dari —l ang mengajukan Lzin Berkas usulan ASN
Perangkat Dasrah. Perceraian yang mengajukan
Izin Perceraian.
mempelajer dispoui dan 1 Lo diaposiat Berkas usuian ASN
meneruskan kepada 2. Berkas usulan ASN menil | yang mengajukan kzin
Fungsional/Pelaisana dan _ “ yang mengagukan Izi Perceraian dan
memerintaikan untuk membisat Perceraian. lemibar dkaposisi
konsep Surat Panggilan dan Kepala BKPSDM
Lindangan Tim Pemeriksa yang sudah
didisposisi oleh Kabid
3. | Menerima disposisi dan membusat Berkas usulan ASN komesp Surat
konsep Surat Panggilan dan yang mengajukan lzin menit | Panggilan dan
Lindangan Pemenksa Perceraian dan lembar Undangan
disposisiepala | 2= | Pomarksa
BEPSOM yang sudab
e dedisposis: oleh Kabsd B
Mengoreksi dan membenkan paraf fsetuju konsep Sural Panggil menit | konsep Surat
e S | s ey [ e
Pemenksa jui |
T Pemariksa yang
sudah dikoreksi Kabi
dan Sekretars
Maneliti dan menandatangans pada Surat Panggilan dan menit | Sural Panggilan dan
konsep Surat Panggilan dan Undangan Tim Undangan Tim
Undangan Tim Pemenkss seita D.._ Pameriksa yang suda Pemenksa yang
memerintahikan fungsional/ dikoreksi K.abid dan ditandstsngani Kepala
pedaksana untuk mengirmkan Surat Sakretarns
Panggilan dan Uindangan Tim BKPSDM
Pemernikaa e :
Meregister, mangiimkan siural Surat Panggilan dan kondisi  Surat Panggitan dan
Panggilan dan Undangan Tim Undangan Tim anal n__.._.ﬁi.i_..ﬂs
Pemeniksa ke PD dan mengarsip Pamariksa yang Permerikaa
— dlandatangani Kegala |




lerhadap ASN yang Pamigriksamn Ti
mengajukan zin
pecaraian,
2_Undangan Tim
Pemeriksa
3 Hazil BAP atasan
angsurg
Menerima BAP Tim Pemeriksa dan Berita Acara konsep Keputusan
memenntahkan Fungsional/ Pemeriksaan Tim Bupati tentang Lzin
Pelaksana membual konsep Pasriarik e
Keputusan Bupsh lentang lzn
1.! ' |
Membuat konsep Keputusan Bupati Benta Acara mzﬂ.ﬁu:ﬂ!l:i._
tentang |zin Perceraian Pemariksaan Tim Menit | Bupati tertang Lzin
10. | Mengoreks: dan paral konsep hd konsep Kepulusan xonsep Keputusan
Kepulusan Bupat tentang lzin O Bupali tentang Lzin Bupati tentang Lzin
tidak satuju Perceraian Perceraian yang
sudah dikoraksi dan
diparaf Kabid dan
Menaditi dan membarkan paral pada Konsen Keputusan 5 konsep Kepulusan
konsep Keputusan Bupat tentang Bupali tentang Lzin Bupati tentang Izin
-_-.a!__.i_____llni.ln Lt dékoveksi dan dparal sudah dikoreksd oleh




Pelaksana

1. Simbol KapsubTerminator { [__J ) untuk mendeskripsikan kegiatan mutal dan besakhir
2 mrii:ﬂi____uaﬂn-.__uﬁc_ﬁi mendesknpsikan proses atau kegiatan eksekusi,

3. Simbol Belah KetupatDecision (

4 Swmbol Anak Panah/Panah/dmmow (

) untuk mendesknpsikan kegiatan pangambilan keputusan,

j untuk mendeskripsikan arah kegatan (arsh proses kegiatan}

Ksban | Kabid 1%._ Kelengkapan VAt Output
" ;ai._rn_..”!fihnu konsep Keputusan § menil | Keputusan Bupat
Bupati tentang Lzin Percergian Bupat tentang Lzin tentang Lzin
kepada Asisten Administrasi Limum Perceraian yang sudah Percerasan yang
Sekretaris Caeran dan PPK dikoreksi odah Kabid, sudah diparal olah
Sekretans dan diparai Asisten Adminkstras
oleh Kaban Umum dan Sekda
Daerah dan
o ditandatangani PPK
. | Manerima, marsgisier Keputusan & " Wt e
Bupati tentang Izin Percerasan dan menit | tentang lzin
menyempaikan ke Kabid Percaralan
F e : 5 menit | K B
_u._-.___.___n_ -__:_"n. __ .,___u_ . & .a_.___.___.l!.__i. tendang kzin Perceraian tentang lzin
Perceraian kepada yang
bersangkutan dan Kasubbag Lmum
dan Kepegawaian Perangkatl Dasrah
ang bersangkulan serta
memaerintatkan uriuk mengarsipkan Y| [ —— R ———

15, | Manyampaikan Kepulusan Bupati 1. Kaputusan Bupati kondial | 1. Esputusan Bupat
-i.:ﬂwﬂ"g‘!ii 'E 1 iﬂl.ﬁ.n.ﬁr_._ o il‘ﬁﬂ'—
bersangkutan dan Kasutoag Umum Perceraian Percaraian
dan Kepegawalan Perangkat Daerah 2 BAP Tim pemeriksa 2 BAF Tim pemariksa
yang bersangkutan dan 3 BAP atasan langsung 3.BAF atasan
mengarsipkan barkas lamgsLing

Keterangan Simbaol :




Tanggal

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEMILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

Judul SOP | Usulan Satyalancana Harya Satya

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA . L

\ Undsngundang Nemor 5 Tahun 2014 teniang | 1. Memahami Paraturan Perundang-undangan yang teral
Aparatur Sipil Negara, QN Kupamm,

2 Paraturan Pemerntah Nomor 35 tahun 2010 tentang | 2 Memiliki kompetens: di bidang kepegawaian.
Palaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 | o temahami proses tata cara usulan Satyalancana Rarya
sentang Gatar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormalan; Satya

4 Telil,

5. Mampu bekerja dengan cermat dan tepat

8 Mampu berkoordinasi dengan baik

KETERKAITAN j PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Komputer
2 Prinfar
3 Maja dan kursi
da ATHE
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Usulan Satysiancana Karya Satya harus diiakukan sesual | Disimpan sebagai data elekironik dan/atau manual meliputi
dengan ketentuan yang berlaku dokumen (arsip) yang meripakan bukll pelaksansan S0P,

mritacn fain nota dines, (anda ferima, dii




ungsionall EEberangan
He N Kabar ¥ aibid ."u i Sekretaris Ketenghapan Waktu Output
4, Mendispossian urtk dusukan . Lambar disposisi menat | Surai disposisi Sesua jadwal
PN layak mendapatican
Eﬂﬁﬂ:ﬁm&irﬁ SR Kameresian
Karya Satya Dalam Neger
mempelaan dispossl dan 1. Lembar disposisi menit | Barkas usula
enanskan kepada 2 Beruas usulan Satyalancana Karya
ungsional/Pelak sana dan Satyalancana Karya Satya PNS dan lembar
mamenntehkan uniuk membuat Satya PNS dizposis Kepala
onsep sural tala cara pengajuan BEPSOM yang sudah
usulan Satyalancana Karya Satya dichsposisi oleh Kabed
tujuan seluruh Perangkal Daerah
3. | Menshma disposisi dan membuat Berkas usulan manil | konsep surat tata cara
Konsap surat tale cara pengajuan m _ Satyalancana Karya p@fga|uan usutan
usulan Satyalancana Karya Satya 4 Satya PNS Satyalancana Karya
Menaln dan membenkan paral pada _ Eﬂﬂ“ﬂiﬂﬂu mienit m.n..nnut__.lﬁ-nlu
konsap sural tata cara pengajuan .IA V.l penaga usulan pengajuan usulan
usulan Satyalancana Karya Satya _ Tidak setumu Satyalancana Karya Satyalsncana Karya
setuiy i Satya yang sudah
coreksi iabid
m_l__:.mi.l
Kaa SRt o AR T | ————-
| cara
_.l..._n:ﬁir._t.l! e m%_iﬂa! s S Oy
fungsionalipelik sana untuk L dikoreksi Kabid dan m!-u.!u%-__i:
menginmkan konsep sural tata cara Seknatars dikoreks: n!..__.,.-_u_a
pengajuan usulan Satyalancana Sekretars dan diparal
Karya Satys kepada Asisbhen plah Kaban
Dmerah dan PPK i
Mengirmkan konsep sural iate cara ' konsep surdl 1818 cara | kondisio | konsep sured tata cara
pengajuan usulan Satyalancana pengajuan usulan nal pengajuan usulan
Karya Satya kepada Asisten _ul_\— Satyalancana Karya Karya




Dasrah dikoreks: oleh Kabid Asisten Admifisinas
Daerah dan
Eu_{" 1
pengajuan usuian Satysiancana pengajuan usulan Eiamltﬁ“-i
L1 Karya Karya Satya
ditandatargani PPE
Memesnimahkan Fungsional furat 1ata cara 1. digposisi
iuliii.uaiijiﬁ..!i pengagan usulan 2. surat tata cara
TS GO PANgAjLISR U Satyalancana Karya pengajuan usulan
Saftyalancana Karya Satys ke Satyalancana Karya
seluruh Perangkat Daerah _n_.ﬂn__niﬁlﬂtin Satya
Mengirimian sural tata cara | sural tata cara sural tata cara pengajuan
pangajuan usulan Satyalancana pengapan usulan usiulan Sabyslancana
PPK dan menyampaikan ke kabid
Menerima usulan PNS PNS io | Usulan PNS yang layak
- i%gﬁi layak dan Perangkal | dan Peranghat Dasrah
mendapatkan tanda kehormatan Daerah uniuk urtuk mendapatian
ml.___._.:_lﬁ..i.._._ al.__n.m!a__ mendapatkan tanda tanda kehommatan
Susulkan verifikasl L kehormatan Satyalancana Karya
e Satyalancana Kary Satya
terhadap Usulan PNS yang berhak
atas Tanda Kehormatan Satya
Lancana Karya Satya dan
menyampakan ke kabid
Memarintahkan Fungsonal / usadan PNS yang layak 1. disposisi
Pelaksana urtuk mengnpul Derkas dan Perangkat Dasrah 2. usulan PNS yang
persyaratan kadaiam aphkasi SIOLA

layak dan Perangkat




Kosenghkapan Ciutiput
kehormatan
Satyalancana Karya
: o b
menginput berkas persyaratan 1. di Tanda terima
Eiﬁn__:.ﬂarp_:._ﬁ.._!!m 2. usulan PNS yang Kehormatan
Kacladam dar Perangsat Satyalancana Karya
S e Ayt Eﬁlﬁ Salya dari Unit Laysnan
mendapatkan tanda administrasi Kemenanan
kehormatan Dalam Heges
Satyalancana Karya
Mamerkss dan rmemerintahkan 1. Tanda tarima disposisl
mambuat konsap sural usilan na Karya
yang layak mendapathan 1anda Mu”“ﬂnﬁ_-ci
kshomatan Saetyslancana Karya L
Satya dari PPK ke Kemenberian
Dalam MNegen administrasi
. 2. Hasil print out PNS
| yang diusulkan dari
| . aplikasi SIOLA
Membuat konsep sural usulan I 1. D 30 konsep surat usulan PNS
yang layak mendapatian tanda IF._ . 2 Hasil print out PN yang layak mendapathan
kehaormatan Satyalancana Karya yang diusulkan dari tanda kehormslan
aphkasi SIOLA Satyatsncana Karya
tidak Saiye
seluju
Mengoeeks: dan paraf surat usulan konsep sural usulan sural usulan PHNS yang
PNS yang layak mendapatkan tanda SN M5 yang layak layak mendapatkan tanda
et

Satyalancana Karya




Keterangan
Kelenghapan Waktu utput
- Karya Satya yang sudah
Hﬂlﬁlﬁ - .
Kabeid dan Sakretans
usulan PNS
Menelis dan memoerkan paral pada konsap sural usulan Smenfl | konsep surat
konsep dan memenntahian PNS yang layak yang layak mendapatkan
R - mendapatian tanda tanda kehormatan
_.E_._SE.H._ Ium m_._-_i.__unz.l-_.____i_t!. kghofmatan Satyalancana Karya
. , Satyalancana Karya Satya yang sudah
Daerah dan PPK S N A,
dikoreksi dan diparaf Sekretaris dan diparal
Kabed dan Sekretaris | oleh Kaban
ilan PHNS yang
17 | Menginmkan konsep surat usulan konsep surat usulan menit | sural us
PNS yang layak mendapatkan tanda PNS yang layak layak mendapatkan landa
shormatan Satyalancana Karya mendapatkan tanda kehormmatan
Umum, Sekretaris Daersh dan PPK Salyalancana Karya Satya yang sucah diparal
Satya yang sudah oleh Asisten Administrasi
dikorakss obeh Kabid, Umum dan Sekda
Sekrataris dan diparaf Daerah dan
oleh Kabad ditandatangani PP
’ 10 manit | surat usulan PNS yang
Menenma, meregister sural usulan
yang layak mendapatcan tanda tayak mencapatian tanda
kehormatan Salyalancana Karya kahormatan
Satya dan menyampaikan ke Kabsd Satyalancana Karya
Satya
M —— surat usulan PNS yang | 5menit | surat usulan PNS yang
menyeratkan Kepulusan Bupat tanda kehormatan kehormatan
tentang Cull & Luar Tanggungan Satyslancana Karya Satyalancana Karys
Megara PNS kepada yang
barsangkulan dan Kasubbeg Lmum Satya Satya
dan Kepegawaian Perangkal Daeran
yang barsangkuten sers
memerntahkan wnuk mengarsipkan




Kegatan “Fur
Faban Kaiid _un._iru-t___ Sexrstans Kelengkapan i i
20. | Menyampaikan sural usulan PNS surat usuian PNS yang | londisio | surat usulan PNS yang
yang layak mancapatkan fanda - layak mendapatean nal | layak mendapatkan tanda
kehormatan Satyalancana Karya 1D tanda kehormatan KahommEtm
malalui aplikasi SIOLA dan Satya Satya
Mmengarsipkan — *
Keterangan Simbal :

1. Simbol KapsulTerminator ([ ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

2. Simbol Kotak/Process | [ ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi,

3. Simbaol Belah Ketupat/Decision __Avu untuk mendeskripsikan kegistan pengambilan keputusan;

4. Simbol Anak Panah/Panah'Arow (| ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan).




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENS] PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Nomor 1 Kecamatan Tarempa
Kab. Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 2979, Pos-el bkpsdmiianambaskab.go.id

Nomor BOP 02/800.2/BEPEDM,/01 /2023
Tanggal Pembuatan | 09 Januari 2023

Tanggal Revisi

Tunggal Efektif

Disahkan cleh @n Kepegawsaian dan
fa

JudiEl SO

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingg;

2. Undang-undang Momor 5 Tahun 2014 tentang Aparatar Sipdl Negara;

3. Undang-undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daesrah;

4, Peraturan Pemerdntah Nomor 14 Tahun 2010 wentang Pendidikarn Kedingsan;

5. Pereturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 fentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimann
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai
Hegeri Sipil;

6. Surnt Eclaran Menteri Pendeyagunsaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Nomor 28 Tahun
2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagl Pegawal Neger Sipll Melalui Jalur Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Momor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan

Kompetensi Terintegras: Bag Aparatur Sipal Negara.

1. Memshami ketentuarn tata naskah dinas

2. Memiliki  kecakapan dalam berkoordinasi  dengan  pihak
PeTEUIUAN tingg

3. Mampu menganalisis produk hukum dan pengerjaan Mol serta
Kerjn sama dengan K/ L/ PD /Perpuruan Tingg

4. Mampu belerja sama dengan tim

KETERKAITAN: o T PERALATAN/PERLENGEAPAN:

BOP Tugas Belajar 1. Lembar Kerja,/DFA 4. Lembar disposisl
2. Komputer, Printer, Meja, dan Kursi 5. Buku pencatatan sural
d. ATK

PFERINGATAN; FENCATATAN DAN PENDATAAN:

Tugas Belajar merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan
kualifikas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur

Disimpun sebagai data fisik dan elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
Kahid
EEGIATAN
JPy Kompetensi | Schretaria | Kepala Bagian | Asisten
Pelaksana |  Penilaian | BKPSDM | BKPSDM | Hukum | I Bupetl | Kelengkapan | Waktu |  Output
Kinerja dan
Penghargaan
Menerima surat dar sekretanat | 4 fnmt dari
mengena:  permohonan  tUgas heagiacia 1-2 Lembar
belgjar deri  PD  kemudian D. Bupati St | Tk ter
diteruskan kepada Kepala Bidang —] melalui Ka. i
“untulkcdi diwposie | BEPSDM
E'u]-mm p’:ﬂﬂﬂiﬂ buat l Print out
BN an mem nota
: ! Helenghapan END dan

pengajuan Konaep MNaskah Dinas |
[(KND) serta SK tugas belajar yang , berkas, 3-6 SK yang
ditujukan kepada Bupatl untuk |  print out hari telah
diteruskan kepada Kepala Bidang | KND dan SK diparaf dan
agar dikoreksi dan diparal | dikorcksi
= Memeriksn/ mengoreksl KND |

Dan SK L ] KN telah KND telah
~Mamerel KMD. ¥ | diparafdan | | diparafdan
= KND yang telah IﬂJ.I.‘I-_E.'I"HIIdH.IlHH _l 3K telah 3K telah

yang telah dikoreksi diteruskan dikoreksi dikoreksi

kepada Sekretaris BKPEDM
- Memernkss /mengoreks) KND

iy KND telah KND telah
- Memaraf KND ¥
- KND yang telah diparaf dan SK | | msﬁm 1 hard ﬂlgl;r:l::n

vang telah dikoreksi diteruskan e .

kepads Kepala BEPSDM untuk dikore ksd dikoreksd

ditandatangani dan diparaf -
Penandatanganan diteruakan v KND telah di SK telah
Tidkting,  Adtuton. 1ML, Sekrsond | » ‘O tddan 8K | F10 | giandatan

u ] E1sten ¥ 8 L — N . hari :
Daerah, dan Bupati telah diparaf gani Bupati
Menerima/mengambil 3K Tugas Petikan SK
Belajar vang telah dilandetangani B‘ telah di 1-2 Tanda
dan diserehkan kepada PD 3 tdﬁﬂu hari terima 5K
Pengguna L pusti




Keterangan Simbol:

1. Simbol Kapsul/Terminator { [___) ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process ( : ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3.
4

Simbol Belah Ketupat/Decision | <> ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

. Simbol Anak Panah/Panah /Arrow ( *, | untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiztan).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.24/3.1.1/10/2023

Tgl. Pembuatan September 2023
Tgl. Revisi September 2023
Tgl. Efektif 02 Oktober 2023

ala Badan Kepegawaian
embangan Sumber Daya Manusia,

”)
MPeribina Tk.I (IV.b)
—NIP 196801262000032002

Nama SOP MUTASI PEGAWAI TIDAK TETAP ANTAR PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pokok-
Pokok Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3. mengetahui tugas dan fungsi mekanisme mutasi pegawai tidak tetap

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah

2. Surat rekomendasi melepas dari Perangkat Daerah lama
3. Surat rekomendasi menerima dari Perangkat Daerah baru
4. SKPTT

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual



andi BKPSDM
Draft

andi BKPSDM
Draft


Pelaksanaan

Mutu Baku

Uraian Prosedur / Aktivit 5 £ 28| oo £ o c 2. £ g
raian Prosedur ivitas - © o) o © 8 c & & = =)
Q 'é _(% gg 8§ 5 8% _% © g © g § Ee[sya:(atan/ Waktu Output §
< = Q2 kv Q X © Lo elengkapan o}
) c ¥ m =5 ¥ M m Bt
o e | 2% 3 <30 | &° 8
A. Nota Dinas Mutasi PTT
1 Mengajukan - berkas pemohon | 1 hari Surat masuk
permohonan PTT - surat pengantar
melalui melalui .
perangkat daerah A
masing masing
pemohon
2 Menerima dan - berkas pemohon | 1 hari Catatatn lembar
mendisposisi berkas \ 4 - lembar disposisi disposisi
mutasi PTT atas dasar -
disposisi atasan
3 | Menerima dan - berkas pemohon | 1 hari Catatatn lembar
mendisposisi berkas - lembar disposisi disposisi
mutasi PTT atas dasar -4_
disposisi atasan
4 Menerima dan - berkas pemohon | 1 hari Catatatn lembar
mendisposisi berkas - lembar disposisi disposisi
mutasi PTT atas dasar -
disposisi atasan
5 Menerima dan - berkas pemohon | 1 hari Catatatn lembar
mendisposisi berkas - lembar disposisi disposisi
mutasi PTT atas dasar
disposisi atasan
6 | Memerintahkan - berkas pemohon | 1 hari Catatatn lembar

pelaksana untuk
memproses
permohonan mutasi
PTT

L

- lembar disposisi

disposisi




Pelaksanaan

Mutu Baku

Uraian Prosedur / Aktivitas 5 % 23 oo % © c c€c = = §
o6 2 23 28 5 g3 285 85 g Persyaratan / Waktu Output s
o g © gf 2 g £ 2 s g % S ‘_02) S 3 Kelengkapan I
o & < 3 %] N 2
7 Pelaksana menerima Berkas pemohon 15 hari Berkas
berkas mutasi PTT dan pengangkatan
melakukan pengecekan PNS
kelengkapan berkas
- Apabila disetujui
berkas mutasi PTT
dilanjutkan dengan Tidgk Lerjgkap
melakukan rekapitulasi | Lengkap
berkas mutasi PTT
yang telah masuk
- Apabila tidak disetujui
berkas pengajuan
mutasi PTT
dikembalikan kepada
Perangkat Daerah
untuk dilengkapi
8 | Membuat rekapitulasi - berkas 1 hari Rekapitulasi
berkas yang masuk persyaratan berkas
- entry data
9 | - Memproses draft Nota - berkas 1 hari Draf Nota Dinas
Dinas Mutasi PTT P persyaratan Mutasi PTT
- Membuat surat h - entry data
pengantar - surat pengantar
10 | Memeriksa dan - surat pengantar | 1 hari Nota Dinas
memaraf surat ‘: - Nota Dinas Mutasi PTT telah
pengantar dan Nota Mutasi PTT di paraf dan di
Dinas Mutasi PTT tandatangani
11 | Memeriksa, memaraf Ya tida - surat pengantar | 1 hari Nota Dinas
dan menandatangani _ P - Nota Dinas Mutasi PTT telah
surat pengantar dan " D Mutasi PTT di paraf dan di
Nota Dinas Mutasi PTT tandatangani
12 | Memeriksa dan ya tid - surat pengantar 1 hari Nota Dinas
memaraf surat > - Nota Dinas Mutasi PTT telah
pengantar dan Nota Mutasi PTT di paraf dan di
Dinas Mutasi PTT tandatangani




Pelaksanaan

Mutu Baku

Uraian Prosedur / Aktivitas 5 % 23 s o % o c s 'é < '% < = §
o6 2 23 28 5 g3 255 35 g Persyaratan / Waktu Output s

o g © gf 2 g £ 2 s g % S ‘_02) S 3 Kelengkapan I

o & < 3 %] N 2

13 | Memeriksa, memaraf - surat pengantar 1 hari Nota Dinas
dan menandatangani - Nota Dinas Mutasi PTT telah
surat pengantar dan Mutasi PTT di paraf
Nota Dinas Mutasi PTT '

14 | Memeriksa dan ya tida - Nota Dinas 1 hari Nota Dinas
memaraf surat =‘: Mutasi PTT Mutasi PTT telah
pengantar dan Nota di paraf
Dinas Mutasi PTT

15 | menandatangani dan ya tidaK - Nota Dinas 1 hari Nota Dinas
Nota Dinas Mutasi PTT g Mutasi PTT Mutasi PTT telah

" di tandatangani

16 | Menerima dan - Nota Dinas 1 hari - lembar disposisi
mendisposisi Nota Dinas Mutasi PTT - Nota Dinas
Mutasi PTT yang telah Mutasi PTT
di tandatangani

17 | Menerima dan - Nota Dinas 1 hari - lembar disposisi
mendisposisi Nota Dinas Mutasi PTT - Nota Dinas
Mutasi PTT yang telah Mutasi PTT
di tandatangani

18 | Menerima dan - Nota Dinas 1 hari - lembar disposisi
mendisposisi Nota Dinas - Mutasi PTT - Nota Dinas
Mutasi PTT yang telah Mutasi PTT
di tandatangani

19 | Menerima SK dan - Nota Dinas 1 hari - lembar disposisi
memberi arahan kepada - Mutasi PTT - Nota Dinas
pelaksanan untuk Mutasi PTT
memproses penyerahan
Nota Dinas Mutasi PTT

20 | Menerima SK yang telah - Nota Dinas 1 hari - lembar disposisi
ditandatangani Mutasi PTT - Nota Dinas

Mutasi PTT

21 | Menerima Petikan SK - Nota Dinas 1 hari - Nota Dinas
Pengangkatan untuk Mutasi PTT Mutasi PTT
diserahkan kepada
pemohon

22 | Penyerahan Petikan SK -: - Nota Dinas 1 hari - Nota Dinas
Pengangkatan kepada Mutasi PTT Mutasi PTT

pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.11/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2019
Tgl. Revisi : 12-08-2023
Tgl. Efektif : 13-09-2023
Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

m,‘ %‘; Pengembangan Sumber Daya Manusia,

:; E ¢ @ L @

S
ST o Nurgayah, M.A
! Fembina Tk.I (IV.b)

NIP 196801262000032002

ﬁp;ép_

Nama SOP PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan PNS

3. Perka BKN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur
Penyelenggaraan Seleksi Metode CAT BKN

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3.mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Seleksi ASN

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja/rencana Kerja dan Anggaran
2. Referensi Peraturan Kepegawaian

3. Komputer dan Printer

4. ATK

5. Aplikasi SSCASN

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual




FLOWCHART
SOP PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

Peserta Seleksi CPMNS  datang i lokasi  Test Test Purveria
menunjukkan KTP dan Kartu Peserta Test
W ETP Asfi dan Karbw Peserta | I menit | Peseria menups
Pesarta Sedeksl CPNS menitiphan tas ke  tempat —
1 I Test. PEATIRAM hafang
KTP Ashi den Wartw Peserta | Imenit | Aegstrasi dan
Peserta Seleksi melakskan Registrasi Tesl. perandatangan daftar
har.
W
pre— . 2 Barang-barang Hm 3 renit Iﬂ'ﬂﬂ:;rm
ARl Eahitiny ] dan Kartu Pesarta Test.
N Barang-barang vang | 12menlt | Peseria mendapatkan
Peserta Seleksi CPMS memasuld Ruang Sterl untuk diperhvkan untuk test KTP jpengaraban dan
mendapathan pengarakan dian Karbu Peserta Test. penfelasan tedmils
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Nama SOP PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI CPNS SEBAGAI
PERSYARATAN UNTUK MENJADI PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Juknis
Pengadaan PNS

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3.mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Pengangkatan CPNS menjadi PNS

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengangkatan CPNS menjadi PNS

1. Lembar Kerja/rencana Kerja dan Anggaran
2. Referensi Peraturan Kepegawaian

3. Komputer dan Printer

4. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
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PENERBITAN NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS USULAN
PENSIUN PNS IV.a KE BAWAH

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai

2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. PP Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 30 Tahun 2015
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

4. PP Nomor 8 Tahun 1977 jo. PP Nomor 33 Tahun 2015
tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun PNS dan
Janda/Dudanya

5. PP nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS
yang mencapai BUP bagi pejabat Fungsional

6. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Kepala
BKN Nomor 38 Tahun 2003 tentang bentuk persetujuan
teknis Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang
menjadi masa percobaan lebih dari 2 tahun dan formulir
keputusan KP Pengabdian/Anumerta serta pemberhentian
dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP, cacat
karena dinas dan meninggal dunia

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki kompetensi, tidak sesuai kualifikasi
dengan jabatan, serta tidak memiliki kinerja yang baik akan dipensiunkan dalam arti di
rasionalisasi

2. Kriteria Pensiun Dini berusia minimal 50 Tahun dan memiliki msa kerja minimal 20 tahun
3. UU ASN dalam pasal 87 aya (1) huruf C dan pasal 90 disebutkan bahwa PNS akan
diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun dengan rincian sebagai
berikut:

- BUP bagi Pejabat Administrasi adalah 58 tahun

- BUP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi adalah 60 tahun

- BUP bagi PNS yang menduduki fungsional diatur dengan ketentuan peraturan tersendiri

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah
2. Surat Permohonan Pensiun (atas permintaan sendiri)
2. Data Perorangan Calon Pensiun (DPCP)




3. Fc. SK CPNS

4. Fc. SKPNS

5. Fc. SK PMK (jika ada)

6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat
7. Surat Keterangan tidak pernah dipidana

8. Fc. Akta Nikah

9. Akta anak yang masih dibawah umur 25 tahun dan keterangan kuliah
10. Pas Foto 3x4 1 lembar

11. SKP 1 Tahun terkahir

12. Buku Rekening

13. NPWP

14. KTP

15. Fc Surat kematian dari kelurahan/desa ( bagi pensiun janda/duda)
16. surat keterangan janda atau duda dari kelurrahan atau desa (jika pensiun janda/duda)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
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PENERBITAN NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS USULAN
PENSIUN

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai

2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. PP Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 30 Tahun 2015
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

4. PP Nomor 8 Tahun 1977 jo. PP Nomor 33 Tahun 2015
tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun PNS dan
Janda/Dudanya

5. PP nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS
yang mencapai BUP bagi pejabat Fungsional

6. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Kepala
BKN Nomor 38 Tahun 2003 tentang bentuk persetujuan
teknis Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang
menjadi masa percobaan lebih dari 2 tahun dan formulir
keputusan KP Pengabdian/Anumerta serta pemberhentian
dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP, cacat
karena dinas dan meninggal dunia

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki kompetensi, tidak sesuai kualifikasi
dengan jabatan, serta tidak memiliki kinerja yang baik akan dipensiunkan dalam arti di
rasionalisasi

2. Kriteria Pensiun Dini berusia minimal 50 Tahun dan memiliki msa kerja minimal 20 tahun
3. UU ASN dalam pasal 87 aya (1) huruf C dan pasal 90 disebutkan bahwa PNS akan
diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun dengan rincian sebagai
berikut:

- BUP bagi Pejabat Administrasi adalah 58 tahun

- BUP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi adalah 60 tahun

- BUP bagi PNS yang menduduki fungsional diatur dengan ketentuan peraturan tersendiri

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah
2. Surat Permohonan Pensiun (atas permintaan sendiri)
2. Data Perorangan Calon Pensiun (DPCP)




3. Fc. SK CPNS

4. Fc. SKPNS

5. Fc. SK PMK (jika ada)

6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat
7. Surat Keterangan tidak pernah dipidana

8. Fc. Akta Nikah

9. Akta anak yang masih dibawah umur 25 tahun dan keterangan kuliah
10. Pas Foto 3x4 1 lembar

11. SKP 1 Tahun terkahir

12. Buku Rekening

13. NPWP

14. KTP

15. Fc Surat kematian dari kelurahan/desa ( bagi pensiun janda/duda)
16. surat keterangan janda atau duda dari kelurrahan atau desa (jika pensiun janda/duda)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Nama SOP PENETAPAN SK PEMBERHENTIAN PPPK

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan
Pelaksanaan PP Nomor 53 ahun 2010 tentang disiplin PNS
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3.mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penetapan SK pemberhentian PPPK

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Referensi Peraturan Kepegawaian
2. Komputer dan Printer
3.ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Nama SOP PENETAPAN SK PENGANGKATAN CPNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
PNS

3. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Juknis
Pengadaan PNS

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3.mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penetapan SK Pengangkatan CPNS

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Referensi Peraturan Kepegawaian
2. Komputer dan Printer

3.ATK

4. Aplikasi Usul

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pengangkatan CPNS sesuai dengan form yang | [ g ik Pary o e penempatan; Salinan
ditentulcan; manghroscek  data  percrangan  sesual Pemberhentian;  Mata % Pengarghatan
Hasublbld Pengadaan dan Pemberhentian memeriksa Draft laparan 5 menit Draft surat laporan
dralt laporan penempaian dam drafi  Salinam 5K | P o penmmipatan; Salinan 55 permmpatan; Salinan
Pengangkatan CPMS, Hka benar diparaf dan disampaikan -.-<{ Pengangkatan CPNS 5K Penjarghtan
kepada Kabid Pengadaan, Pamberhartian dan informasi, CPNG yg diparaf
B tidsk benar dikernbalikan kepads pelaksana untuk Eaguibibid
diparbadd
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan  informasl Draft surst laporan Smenit | Dradt surst laporsn
memeriksa dralt laporss penempatan dan drafi Salinan panemqpatan; Salinan 5K pansmpatan; Salinan
Sk Bprgangkatan CPMS. Jka sesusi diparsd dan {'> Pengangkatan CPN5 v 5K Penganghatar
diteruskan kepada Hepala BKPSDM diandatangani dan THAK diparaf Kasubhid CPNS yg diparaf Kabid
diparal. jika tidak sesuai dikembalican kepada Kasubbad

dan Pemberhentian untuk diperbaiki,
Trgedosn Dvaft surat laporan | Smesit | Suras laporan
Kepala BEPSDM menandatangani  draft  laporan penempatan; Salinen 5K penempatan;  draft
penempstan  den  memaral  draft Salinen 5K Pengangkatan CPNG W Sadinan 5K
Pengarghatan CPHS, untuk selanjutnys menugadksn diparaf Kabid Penganghatan  CPMS
Kasubdd Pengadaan dan  Pembarhentian  wniuk i  diparal  Ka
menyampaikan kepsda Bupati. BEPSDM; Disposisi




CPNS yg  diparal Ka

Salinan 5K Pengangkatan CPNS kepada Bupati BEPEDM
Disposisi © Surat laporan | 15menit | Tanda tenma
Pelakzama mempyiapkan surat laporan dan draft safinan penErnpaian; draft LR g ST suratt
8. | 5K pergangkstan CPMS dan menyampaiken kepada D: Sakinan 5K Pengangkatan draft Saknan 5K
Bupati. CPMS  wg  diparafl  Ka
BEPSDN
Sekda memaral dan Bupatl menandatangani Salinan 5K i e i B
o | Pemgangkatan CPAS, dan menyerahkan kembiali kepada m draf Pengangkatan CPHS
Kepala BKPSDM mellul Kasubbld Pengadaan dan ey e SHshRAng
Pemberhentian ik diprases lebsh tanjul Oupmi; clponiel
Kasubbid Pengadasn dan Pemberhentian menerima Disposisl ; Salnan SK | Seenit Disposisi
surat  persetujuan  penempatan  dan Salinan 5K Pangangkatan CPNS
10, | Pengargksten CPNS dan memerntahkan pelaksans
untuk menyiapkan draft Petikan 56 Pengangkatan CPNS
segua fore dalam SAPM
Pelaksana merylapkan dan mencetak draft Petian 5K i Dispostsl ; Saliren 5K 3 jam Dwaft petilan 5K
1 Pengangkstan CPMS seduai form dari SAPK, membust |_ L Pengangkatan CPMS: data pengangiaian CRNS;
surat pengantar dan selanjutnya menyampaikan kepada — SAPK dralt sural pengaritar
Hasubbid elair P Bar Pt uintuk ;
Kasubbld Pongadaan dan Pemberhentian memenksa Drafi petikan 5% | 15 mand Dvaft petian 5K
hasdl cetakan draft Petikan 5K Pengangkatan CPS, S w -~ pengangkatan CPNS; pengangkatan CFYS;
12. | sesual diparaf dan disampaikan kepada Kabid Forbin. jila T draft sural perganiar drait surst pengantar
tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana untuk | T il vg diparaf Kasubbid
diperbaiki.
Kabhid Pengadaan, Pemberhentian dan  Informasi Drafy petikan SE | 18 menit Draft petikan 55
memeriksa drafi Potikan 5E Penganghatan CPNS lika 3 pengangatan CPNS; pengangkatan CRAS;
jka tidak sesusd dikembalikan kepada Kasubbid TImE ™ diparaf Kasubibid Vi digaraf Kabid
Pengadaan dan Pemberhention untul diperbaiki
Kepsls BEPSDM  memarsl  desft  Petian K mmﬂ::muﬂ M""’""‘:ﬁ
- Pengangkatan CPNS dan  menandatangami  swrat M“"mllli“m“" uﬁl“’m“hml
penpantas. Untuk selarjutnyg memerintabiken Kasubbkd Wabid
Pengadaan dan Pemberhentian menyediaskan draft diparad """“"“"""“




i Draft petikan | 5 menit Disposisi
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhantian menyiagkan Slepte
5, | Surat pergantar dan desft Petikan SK Pengangkatan ol !”TME
CPNS  dan  memerintabkan  Pelaksana  unbuk pwral; “I-.Ilh
menyampalian kepeda Sekda, "IIFEWI
disposisi ; Draft patican | 20 ment Tanda terima
Pelaksana mengimian/menyampaikan surat pengantar 5K pengangkatan CPMS v pEnampaian surat +
156, | dan draft Petikan 55 Pengangkatan CPNS kepada Sekda diparaff; surat pengantar Draft 5K it
untuk pendatanganan. vi ditandatangani  Ka
Sekda manandatargani Petikan 5K Penganghatan CPMS, Diraft peertilan 5K 2 hati Betikan 5
17. | dan menyampafan kemball kepada Kepala BEPSDM pengangkatan CPNS vg Pengangkatan CPNS &
mekadui untuk diproses lebi lanjut, diparal; suryl pengamss Dispasisi
Eazubbid Pengadaan dan Pemberhentian menerima Dngosisi:  Petikan 5K 5 men Dispersisi
Petikan S  Pengangkatan CPNS  yang  tolah e Panguegiaten CPIts
18, | ditandatangani Sekds dan memedinbabkan Pelakians '
mmmmmmmmw
miardokumintasian,
Disposisi:  Petikan 5K | 30 mawit Hegistrasi 5K dan
18, Palaksana meregisierasl Petikan 5K, menylapkan uniuk Pengangkatan CPNGS il

peryampalan kepads ybs dan  mendokurnertasikan
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Nama SOP PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen PPPK

3. Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan
tunjungan pegawai PPPK

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi

3.mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penetapan SK Pengangkatan PPPK

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Referensi Peraturan Kepegawaian
2. Komputer dan Printer
3. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual




FLOWCHART
SOP PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK

mw-mmmw Sumt + Nota penstagan N | 5 memil Tanda terima

i dan  menyampaikan  surat  beserta  berkas  Hola { } i Karwag IF BN, perepeahen sursl + Noks
Penctapan MIP kepada  Kepala BEPSOM  mekabui penetapan NIP
Hasubbid dan Femberhentian.

Kasubbid Pengadaan dan Pemberhermtian memeries Swrat + Nota peretapan 5P | 60 menit | Cek Bl barka; dealft
surat dan kelengkapan berkas Farmulir Mota perietujuan diari Kasweg | BICK surat laporan penetapen
MIF yang ditandatangani Kepada Kanreg 1| SKN sesuai MIF dany rencana

i | penetapan WiF dan rencana penempatan sesual dengam
formasi yang difetapkan, selanjuinga  memeriniahkan
pelaksana  umtuk  menyiapkan draft  Salinan 5K

Pengangkatan PFPE  sasual  dengan  form  yang
ditentiiomn

Palpksana menyiapian draft |aporan dam Salinan 5K Disposi Kasubed | 90 menit {rafl laporan
Pengangkatan PPPE  sesuai dengan form  yang Eh‘ i Pengacaan an penempatan; Salinan
3 ditentulmn; menghroscek  data  perorAngan | sesus Pemberhentian; Mata %K Pengangkatan
dengan data yang benar dan menyampaikan kepada penetapan  NIP?  dari PPPE
Kasubid Pangadaan dan Pemberhentian uniul dikoreksi Karsreg || BKN.
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian memeriksa - Drafl laporan 5 menit Draft surat laporan
drafi laporan penempatan dan  dralt Salinam 5K . penempatan; Salinan 5K perampatan; Salinan
4 | Pempangkatan PPRX. Jika benar diparaf dan disampaikan r = Pengangkatan PPPE 5K Penganghatan
kepada Kabid Pengadasn, Pemberhantian dan Infiormas), “ PPPE yg diparaf
Jia tidak benar dikembalikan kepads pelsbiany untuk K asih b
diparbaiki.
Kabid Pengadaan, Pemberhentiam dan  Enformas) Dralt surnl Ligporsn 5 frrisndt Draft swrad laporan
mserrseriksa dralt laporan penemipatan dan draft Salinge penemipatan; Salinan S€ pEn@mpatan; Salinan
g |9 Pengangkatan PPFK. Jka sesual dgaraf dan -..{> Pengangkatan PPPX vg Sk Pengangkatan
ditensskan kepads Kepala BKPSDM ditardatangan| dan diparaf Kasubbid PPPE yg diparaf Eabid
diparal. jika tidak sesuai dikembalikan kepads Kasubbid i
Pengadaan can Pamberhentian uniuk dipemaiki,
Draft  surst  laporsn | Smesit | St laparan
Kepala BKPSDM menandatangani draft  laporan penempatan; Salinan 5K penempatan:  draft
pemempatan  dam  memaral  dralt | Salinan 5K Pengangkatan PPPK g Sallrsn oK
& Pengangkatan PPPE, untuk selanjutrya menugaskan dsparaf Kabed Pengangkatan PPPK
LA ]




Kasubbid  Pengadasn  dam  Pemberhention

laporan penempatan FPPE dan  menyediakan draft PPPE yg diparal Ka
Saliran S Pengangkatan PPRK kepada Bupati B PSTA

Disposisi : Surat laporan | 15 menit | Tands fevima
mmmwmmwm mmﬂm -ﬂmmn Surass

PPPE dan

bt i T .

Surat Inparan 2 haei Salinan 5K
Sefda memaral dan Bupati menandatangani Salinan SK : drak -
Pengangkatan PPPK, dan memershkan kembad kepada PRI "“m ' Pugaptetin
Kepala BKPSDM melalui Kasubbid Pengadsan dan mﬂ."" Paiguinghuinn I'“""""I “'" ""'"EI
Pambarhentlan untuk diproses lebib lanjut
Kamubbid Pengadaan den Pembarhentian mensrimg Disposisd ; Salingm 5K | 5 menit Dis posis|
swurat  perdstujusn  penempatan  dsn Salinan 5K Pengangkatan PPEY
Pengangkatan PPPY dan memenntahkan pelsksana D
untuk menyispkan drsft Petikan 55 Penpangiatsn PRPK
sarsuad form dalam SAPE, :
Pelaksana menyiapkan dan mencetak draft Petikan SK - Despasisi i“ﬂund: 3am mm;um
Pengangkatan PPRE sesud form dar SAPK, membis 1 > Pergangkatan PPP; mmmm
surat pengantar dan selanjutnya meryampaikan kepada ||—| SAPK
hasil cetakan draft Petikan 5K Pengangkatan PPPE lika ,.t\ T pEngangkatan PRPE; wm
sasuai diparaf dan disampailan kepada Kabid Forbin, jika A diralt surat pengartar mmw
tidak sesual  dkernbalikan kepada pelalaans  wtuk — 'y Vi

5K

Kabid Pengadaan, Pembechentian dan Informasi Diraft petikan X 15 manit Cwadt petican
mamariksa draft Peikan SK Penganghatan PPPE. Jika w PP wm
sesual diparaf dan dsmpaikan kepada Kepala BEPSD _-:i} & pEREARtar Vg w
lka fwidak sesual dikemballan bepada  Kasubbid THAE diparaf Kasubbid yg diparaf
Pengadasn dan Pemberhentian uiiuk diperbaii a_— e _— -
Kepala BRPSDM  mesnaral  draft  Petikan 5 w"m“" fraeh M”"“"uh'm
Penganghatan PPPE  dan  menandatangani  surat Gl et R g it it
pengantar, LUntuk selanjutrms memerinahkan Kasbbid iesaraf Kabid -
Pengadaan dan Pemberhentian menyediakan draft IIII I‘I i Ka

Petikan 55 Pengarghatan PPRE kepada Sekda,




Kasubbid Pengadasn dan Pemberhentian meryiagkan

surat pengantar dan draft Petikan 5K Pengangkatan dioarak
“mmmﬂmm D "":;‘hm';'n'
mermyampaikan kepads Sekda, BKPSOM
dispasisd ; Draft petikan | 30 manh Tanda terima
Pelaksana mengimkan/maryampalkan surat pengantar 5K pengangkatan FPPK yg penyampasEn surat +
16 | dan draft Petikan 5K Pengangkstsn PPPK bepada Sekda |_r'L' diparaf; sural pengantar Draft 5K petikan
unituk pendatarganan. yg ditandatangand  Ka
BKPSOM
Sekga menardatangand Petikan 5K Pergangkatan PPPE, Dvaft peerbilcan 5K i hani Fatikan 5K
17. | dan meryampaikan kembasd kepada Kepala 8KPSDM o | pengangkatan PPPE g Pengarghatan PPPK 4+
mislalis untuk diproses lebih fanjut. diparal; surat pengantar Dispesiss
Masubbid Pemgadaan dam Pemberhentian menerima Doposisi;  Petikan 5K | Smens Cexposisi
Petilan 55 Penganglatan PPPE yang  telah Pengangkatan FPFE
1B, | ditandstangard Sekda dan memerintabban Pelakssna I:_I"
menyiapkan Petikan 52X untuk paryampalan kepada ybs
dan  meendokumsntasikan.
Pelaksana mesegisieras Petikan 5K, menyapkan wnuk Diipesial;  Patilan 5K | 30 menit Rogistrasl 5K dan
19, | penyampsisn hepsds yhs  dengan  dilskukan | Pengangkatan PPPK dokumen

penandatanganan perjanjian kerja.
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Nama SOP PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. UU Nomor 32 Tahun 2004, jo UU Nomor 12 Tahun 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS

4. Nota Pertek BKN

1. CPNS yang sudah Mengikuti LATSAR
2. Menyertakan Surat Keterangan/Hasil Pengujian Kesehatan dari RSUD

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah

2. Fc. SKCPNS

3. Fc. SPMT

4. Fc. Sah Surat Tanda Lulus Prajabatan

5. Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan dari RSUD

6. Fc. ljazah terakhir dan transkrip nilai terakhir yang sudah dilegalisir sesuai dengan SK
CPNS

7. SKP 1 Tahun terakhir

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.25/3.1.1/10/2023

Tgl. Pembuatan September 2023

Tgl. Revisi September 2023

02 Oktober 2023

pala Badan Kepegawaian
mbangan Sumber Daya Manusia,

kﬁ% Nurgayah, M.A
T -Pembina Tk.I (IV.b)
} NIP 196801262000032002

Nama SOP PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pokok-
Pokok Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3. mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengunduran pegawai tidak tetap

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah
2. Surat permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Tidak Tetap
3. SKPTT Asli dari pertama sampai terakhir

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual



andi BKPSDM
Draft

andi BKPSDM
Draft


Pelaksana Mutu Baku

Uraian Prosedur / Ak 5 g 28 g £ %< £ < 3
raian Prosedur tivitas oo T o c © © = =2
55 3 22 T T T S 28w g T Persyaratan / =
2 X 73 o ko) =yl n O o [C} g Waktu Output ©
o © .= Q.2 kv 23 0w X ® £ © @ Kelengkapan 9]
[0) o) 5< X m o) X < 00O o0 0O 3
o o L << (0] 2 2 X
A. SK Pemberhentian
sebagai PTT
Mengajukan permohonan - berkas pemohon | 1 hari Surat masuk

Pemberhentian PTT
melalui perangkat daerah
masing masing pemohon

- surat pengantar

Menerima dan
mendisposisi berkas
Pemberhentian PTT atas
dasar disposisi atasan

- berkas pemohon
- lembar disposisi

1 hari

Catatatn lembar
disposisi

Menerima dan
mendisposisi berkas
Pemberhentian PTT atas
dasar disposisi atasan

- berkas pemohon
- lembar disposisi

1 hari

Catatatn lembar
disposisi

Menerima dan
mendisposisi berkas
Pemberhentian PTT atas
dasar disposisi atasan

- berkas pemohon
- lembar disposisi

1 hari

Catatatn lembar
disposisi

Menerima dan
mendisposisi berkas
Pemberhentian PTT atas
dasar disposisi atasan

- berkas pemohon
- lembar disposisi

1 hari

Catatatn lembar
disposisi

Memerintahkan
pelaksana untuk
memproses permohonan
Pemberhentian PTT

- berkas pemohon
- lembar disposisi

1 hari

Catatatn lembar
disposisi




Mutu Baku

Uraian Prosedur / Aktivitas 5 % 23 T o 'é S c S 'é < '% < = §
o6 2 33 28 5 g5 2355 T3 S Persyaratan / Waktu Output s
o g © gf 2 g £ 28 g % S ‘_q»z) S a Kelengkapan I
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7 Pelaksana menerima Berkas pemohon 15 hari Berkas
berkas Pemberhentian pengangkatan
PTT dan melakukan PNS
pengecekan kelengkapan
berkas
- Apabila disetujui berkas
Pemberhentian PTT Lerjgkap
dilanjutkan dengan
melakukan rekapitulasi
berkas permberhentian -
yang telah masuk
- Apabila tidak disetujui
berkas pengajuan
pemberhentian
dikembalikan kepada
Perangkat Daerah
untuk dilengkapi
8 | Membuat rekapitulasi - berkas 1 hari Rekapitulasi
berkas yang masuk persyaratan berkas
- entry data
9 | - Memproses draft SK - berkas 1 hari Draf SK
Bupati persyaratan
- Membuat nota - entry data
pengajuan konsep - surat pengantar
naskah dinas
10 | Memeriksa dan memaraf - surat pengantar | 1 hari SK telah di
nota pengajuan konsep - SK paraf
naskah dinas dan SK Pemberhentian
Pemberhentian PTT PTT
11 | Memeriksa dan memaraf - surat pengantar | 1 hari SK telah di
nota pengajuan konsep - paraf dan di
naskah dinas dan SK Pemberhentian tandatangani
Pemberhentian PTT PTT
12 | Memeriksa dan memaraf ya - surat pengantar | 1 hari SK telah di
nota pengajuan konsep » -SK paraf dan di
naskah dinas dan SK Pemberhentian tandatangani
PTT

Pemberhentian PTT




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur / Aktivitas 5 £ ‘_é 3 T > % T c cgc 2 c = §
-~ 2 © o3 = € © 28 © 3w ©
o’s £ 7= s 5 89 %50 & ° S Persyaratan / Waktu Output g
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o a < 1) 0] N 2
13 | Memeriksa, memaraf dan - surat pengantar | 1 hari SK telah di
menandatangani nota -SK paraf dan di
pengajuan konsep Pemberhentian tandatangani
naskah dinas dan SK PTT
Pemberhentian PTT -b‘:
14 | Memeriksa dan memaraf ya tida - SK 1 hari SK telah di
SK Pemberhentian PTT > < Pemberhentian paraf
PTT
15 | Memeriksa dan memaraf ya tidak - SK 1 hari SK telah di
SK Pemberhentian PTT _ _ Pemberhentian paraf
" D PTT
16 | menandatangani dan SK ya tidak | - SK 1 hari SK
Pemberhentian PTT Pemberhentian Pengangkatan
. PTT
17 | Menerima dan - SK 1 hari - lembar
mendisposisi SK P Pemberhentian disposisi
Pemberhentian PTT - PTT - SK
Pemberhentian
PTT
18 | Menerima dan - SK 1 hari - lembar
mendisposisi SK Pemberhentian disposisi
Pemberhentian PTT PTT - SK
Pemberhentian
PTT
19 | Menerima dan -SK 1 hari - lembar
mendisposisi SK Pemberhentian disposisi
Pemberhentian PTT PTT - SK
Pemberhentian
PTT
20 | Menerima dan -SK 1 hari - lembar
mendisposisi SK Pemberhentian disposisi
Pemberhentian PTT PTT - SK
Pemberhentian
PTT




Pelaksana Mutu Baku
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21 | Menerima SK dan - SK 1 hari - lembar
memberi arahan kepada Pemberhentian disposisi
pelaksanan untuk PTT - SK
memproses penyerahan pengangkatan
B i
22 | Menerima SK yang telah _| -SK 10 menit | - SK
ditandatangani Pemberhentian pengangkatan
PTT
23 | Menerima SK SK 1 hari Petikan SK
Pemberhentian PTT Pemberhentian Pengangkatan
untuk diserahkan kepada PTT
pemohon / perangkat
daerah
24 | Penyerahan SK SK 1 hari Petikan SK
Pemberhentian PTT -: Pemberhentian Pengangkatan
kepada perangkat daerah PTT




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.5/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017

Tgl. Revisi : 12-08-2023

Tgl. Efektif : 13-09-2023

Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

: 'ﬂ{m %ﬁ Pengembangan Sumber Daya Manusia,

; -F} e
9 :ﬁ
| & F

& (%

|'| L

m%":‘k ".r'r 2

ﬁ ':-?‘fn': m\_‘.ﬂlurga}rah, M.A
! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

=

Nama SOP PENYAMPAIAN BERKAS USUL PENETAPAN NIP CPNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3.mengetahui tugas dan fungsi mekanisme usul penetapan NIP CPNS

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Referensi Peraturan Kepegawaian
2. Komputer dan Printer

3. ATK

4. Aplikasi mengusulan NIP

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelamar menyampaikan berkas kelengkapan secara

FLOWCHART
SOP PENYAMPAIAN BERKAS USUL PENETAPAN NIP CPNS

5 manit

getad untuk usul penetagan NIP kepads Tim werfikator i paiEaCAch
di aplikasi
pemberkazan. pe————— . ocudgitl
Tim verifikator pemberkasan, menerima, menghimpun, Berkas woul pensimpan | 5 menit | Cek it berkes
memeriksa, dan mengnput data perorangan pedamar ke P darl pelamar sl Mala Perielugian
mmwﬂmmmm A [EryFArAAEn. Hﬂ.ﬂhrh
reP, daftar nominatif dan swrat usulan penetapan NEP, m‘“'*"'
den  menyampaikan kepads Kasubbid Pengadaan dan “
peswtapan NIP
Pemberhentian.
Kasubbid Pengadaan dan Pembeshentian memeriksa D pecyaad K BEFSDM Smenit | Dispossi Kabid
hasil cetaldan Nota persstujuan MIP, daftar mominatid ¥ Pengadaan, Pem
dan draft surat wsulan penetapsn NIP_ Jikas sesuai diparaf . o berhantian das
dan diterusian kepada Kabid by e —
Pengadaan Pemberhentian dan informasl  jia fidak
sesuai dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki
Kabid Pengadaan Pemberhentian  dan  Informasi Dispousi Kabid Forbin: 30 menit Disporsisl
memeriksa draft Nata persetujuan NIP, dafiar nominati - Dispuial ¥ BRPSDM, Kasubid
dam dralt surat wsulam peretapan NIP. Jika sesual deparal R, Surat Ederan Ka Pangadaan dan
dan  diteruskan  kepads Kepala BKPSDM  untuk T it e Pemberhentian
ditandatangand, jika tidak sesual dikembalikan kapada $ "'Im""“-'
Kasubbid Pengadaan dan  Pemberhentian  dntuk
diperhadi.
Dizposisi Kazubid | 120 memt | Orsh SE
Kepala BEPSDM  menandatangani  form  Nota : | Fengadaan dan Peryunaran
persabuan MiF, dattar nominatd dan surat usulan Pemberhentisn: Surat Forma ASH OPD;
penetapan MIP, untuk selanjulnys menugaskan Kabid Lelaran ' mw
Pfengadaan Pemberhentian  dan  Informasi untuk EEMENTERIAN FAMN-RE, Farmasi
enyampaican kepada BEN, faem: mm
Deaft SE Penyssanan 5 ms=nit Draf 5
Kabid Pangadaam, Pemberhentian dan  Informasi _D Formasi ASH OFD: Farm Pe——
memerintahkan Kasubbid Pengadaan dan pewusunen  Formas Formaai ASH OR;
Femberhentian uniuk mengapkan berkas wulan MNP ASH OPD wg diparaf FOrm QeryLsaran
dan menyampaian fmengirimkan kepada Kanveg Kasubid Pangadasn dan Farmasi ASH OPD

v diparal Kabad




gi8
Ehie b
.
Ik E
si m,wmmwﬁm i
D |
]
THERE
M
H “wm m
F i
HEHRE




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.4/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017

Tgl. Revisi : 12-08-2023

Tgl. Efektif : 13-09-2023

Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

m-: Et; Pengembangan Sumber Daya Manusia,

LE

-8

'f. T EPE Nurgayah, M.A
! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

Nama SOP PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CPNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
PNS

3. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Juknis
Pengadaan PNS

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3.mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penetapan SK Pengangkatan CPNS

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Referensi Peraturan Kepegawaian
2. Komputer dan Printer
3. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual




Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian membuat
draft sural pemberitabuan pemyerahan 5K pengangkatan

FLOWCHART
SOP PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CALON PNS

Surat + Mots peretapan B8P
dari Eanrig

5 meni

CPHS dan menyershkan kepada Kabid Pengadaan, penetapen NP
Pemberhentian dan infarmasi.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan  nformasi Surad 4 Mota penciapan BIF | G0 menit | Cek st Berka; dealt
memeriksa draft sural pernberitahuan perperahan 5K _,J' G dart Eanneg | inrat lspoean penetapsn
pengangkatan CPHS. lika tidak ada kesalshan maka . HIF dan rencana
diparal dan disampaikan kepada Kepala BKPSDM. lika S P i
masih »da kesahan dikembalikan urtuk diperbaiki
Kepals BXKPSDM memerikia draft surat pemberitabuan Dt pecilad Kasubsd | S0 reE e Draft laporan
penyeraban X pengangkatam CPNS. lika tidak ada Kasubbhl Pengedasn dan penempatan; Salinan
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan informasi. Jika e pangtapan NP dari CPHS
aila kpsalahan dikembalian uniuk diperbadd. Kanreg . _ ..
Dradt laparan 5 menit Draft surat laporan
Kabid Pengidass, Pensbarhantin den Informes 2 penamgatan; Salinan 55 penempatan; Salinan
menugaskan Kasubbid untuk menindakianjuti - Pt Crri ‘;:“"'M‘““"
Kasubbid
Draft surat kaporan 5 mgnit Dwwly sarat laporan
Kasubbid ~ Pengadsan  dan mm {j gty Sl e Al
permberishuan kepada pelsmar,/bakal Calon #NS. Panrgiatan CPIS v S¥ Panganghatan
diparal Kasubbid CPMS v diparad Kabid
Draft  swiat  laporan | Sment | furai Eaporan
penempatan; Salinan 5K penempatan;  draft
Palaksana mergiimkan sural pemberitahuan kepada Pengarghatan CPNS v Salinan e
pelamar/bakal Calon PNS. diparaf Kabid nwdmd U“'“‘:‘
BEPSOMA; Disposisi

Pelamar/bakal Calon FH5 THEME M surat
pemberitabuan dan mengambd | Petiken W
Pengangkatan CPRS pada waktu dan tempat yang telah
diteniuican,




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.3/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2021

Tgl. Revisi : 12-08-2023

Tgl. Efektif : 13-09-2023

Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

m,‘ %‘; Pengembangan Sumber Daya Manusia,

:; E ¢ @ L @

S
ST o Nurgayah, M.A
! Fembina Tk.I (IV.b)

NIP 196801262000032002

ﬁp;ép_

Nama SOP PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN PPPK

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen PPPK

3. Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan
tunjungan pegawai PPPK

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3.mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penetapan SK Pengangkatan PPPK

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Referensi Peraturan Kepegawaian
2. Komputer dan Printer
3. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual




FLOWCHART
SOP PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN PPPK

L draft surat pemberitahuan pangershan 5K pengangkalan q} FRPE dari Kaniag pmnysrahan surat + Mata
PPPE dan menyershkan kepada Kabid Pengadaan, ; penetapan NI PPPK
Pemberhentian dan informasi. -
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan  informasl Surat = Moty penstapan Nl | B0 fmenit | Cek b ke drah
mameriksa drall sural pemberfabuen penyershan 5K PPPK dari Kanreg | urad laparan peretigan

7. | pengangkatan PPPK. lika tidak ada kesalaham maka P, . NI PP dan rencana
diparaf dan dsampaikan kepads Kepala BEPSDM. Jika sl b e
madih ada kesahan ditembalikan untuk diperbaiki
Eepalas BEPSDM memeriksa draft surat pemberitahuan Dvsposisi Easubid | S0 menil Dualy laparan

3. | kesalahan maka ditandatangani dan disampadicen kepada “"-._5 Pemberhentian;  Nota SE Peniganghatan
Kabid Pengadaan, Pemberfientian dan Informasi. lika il penetapan M| PPPK dari PR
ada kesadahan dikambalikan untuk diperbalki Kanreg

Draft laporsn 5 menit Deraift sirat kaporan
Kabid Pengadsan, Pemberhention dan  Informasi — penempatan. Salinan S penempatan: Salinan
% | menugaskan Kasusbbid uneuk menindaklanjuti { Je Pengangkatan PPPY 5K Pargangkata:
PPPE v diparaf
Kasubd
Draft surat laporan 5 vl Drafi sural laporan
i PRI e P Fa— _I_I_'__] peEnempatan; Salnan SK penempatan; Salinan
5 memarntahkan  Pelaksana  menyampadan sural PRPK yg W
permberitahian kepeda pelamar/bakal PRPRL I-“W"I I leullnmw
Drafi  swrat  leporan | Smeet | Sura laparan
penempalan; Sslinan 5K penempatan;  draft
Palaksana mengirimkan sural pemberitabuan kepada ]i’ Penganghatan PFPK vg Salinan 5K
6.
pelamar/baical FPEY, dlipsarad Kabid Pengangkatan  FPPE
YE diparal Ka
BKPSOM; Drpasis
B0 rmanit
Pelamar/bakal PPPE menerima surat pemberitabuan

7. | dam mengambil Petikan SK Pengangkatan PRPY pada i}

waktu dan tempat yarg telah ditentukan.
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

T
ot

Nomor SOP : 800/SOP.18/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017
Tgl. Revisi : 12-08-2023
Tgl. Efektif : 13-09-2023
Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

,,,wt %.r'f,"r:'eng grmbangan Sumber Daya Manusia,

& s
I.::.'E.- | @ -ﬁ/@
| &

-Alay B8, Nurgayah, M.A

! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

Nama SOP PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4. Permenpanrb Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

5. UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan
Transaksi Elekstronik

6. Keputusan MENDAGRI Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

7. Perka BKN Nomor 14 Tahuun 2011 tanggal 28 Juni 2011
tentang Pedoman Pengambangan Database PNS

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data

2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi dan prosedur pemerintahan
3.mengetahui dan memahami penggunaan komputer, printer, dan scanner
4. mengetahui dan memahami penggunaan internet

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penyediaan Data dan Informasi Kepegawaian

1. Komputer, printer, scanner
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi Kepegawaian

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Lakukan koordinasi dan konsultasi dengan bidang
pengadaan, pemberhentian dna informasi apabila ditemui
kendala

pencatatan dan pendataan secara elektronik melalui aplikasi




FLOWCHART
SOP PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Permaabion mebenghapi berkas = Surat Parmehonan Sesual Berkas pengajusn
menganal permintaan peryediaan data dan | Layanan
penyediasn data dan inforrmasi infarmasi
Q_I kepegawaian
Mclakukan percatatan terait = Computer Smenit | Tands terima / checklist
permintaan yang diajukan - Apilicsi pelayanan
= Sural laporan
P ——— =
Memparaf perméntaan = erkas Pengajuan & menit Beskas pangajuan
penyediazn data dan informasi disetuju
kepegawaian
Menyetujus permintaan - Berkas Pengajuan 5 menit Disposisi Kepaa
penyediaan data dan informasi - Naota Dinas BKPSOM
kepegawaian dan selanjutnyg
mamibserikan nota dinas
kepada bidang PPI
Menyetujul permantaan - Berkas Pengajuan 5 menit Dispeesss Kabid PP
penyediaan data dan informasi - Nota Dinas
wribuk kemudian diteru skan
knpada kepala sub bidang data
dan informasi
Muomeriksa permantaan - Berias Pangajuan 5 rrvinit Berkas pengajuan
penyediaan data dan informasi - Nota Dinas ey
urtuk kevngdian diten skan
staff Tidsi I'r.
Mdelakukan update dam export = Computer Smenit | Updating SMPEG + dan
data di sistermn informasi = MAplikasi SIMPEG + per data | penyedisan data dan
kepegawaian (SIMPEG +) - larngan internet informasi kepegawaian

Berkas pengajuan




I-';:- ;-“-\..

N

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

T
ot

Nomor SOP : 800/SOP.19/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017
Tgl. Revisi : 12-08-2023
Tgl. Efektif : 13-09-2023
Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

,,,wt %.r'f,"r:'eng grmbangan Sumber Daya Manusia,

& s
I.::.'E.- | @ -ﬁ/@
| &

-Alay B8, Nurgayah, M.A

! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

Nama SOP PENYEDIAAN INFORMASI KEPEGAWAIAN SECARA DIGITAL

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4. Permenpanrb Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

5. UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan
Transaksi Elekstronik

6. Keputusan MENDAGRI Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

7. Perka BKN Nomor 14 Tahuun 2011 tanggal 28 Juni 2011
tentang Pedoman Pengambangan Database PNS

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data

2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi dan prosedur pemerintahan
3.mengetahui dan memahami penggunaan komputer, printer, dan scanner
4. mengetahui dan memahami penggunaan internet

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penyediaan Data dan Informasi Kepegawaian

1. Komputer, printer, scanner
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi Kepegawaian

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Lakukan koordinasi dan konsultasi dengan bidang
pengadaan, pemberhentian dna informasi apabila ditemui
kendala

pencatatan dan pendataan secara elektronik melalui aplikasi




FLOWCHART
SOP PENYEDIAAN INFORMASI KEPEGAWAIAN SECARA DIGITAL

Miengajulian infonmas) - Berkas informasi Seguad

kepegawalan yang akan yang diajulsn layanan

ditampilkan secara digital

Memgparal permintaan = Berkas dan file Sesuai Acc permintaan

informas kepegawaEsn yang é— informasi yang layanain yang diajukan

akan ditampilan secara digifal diajukan

Menyetujui permintaan = Derkas don fe 5 mendt Disposisi Kepala

informasi kepegawaian yarg Infarmasi yang BEPE0OM

akan ditampillan secara digital diajukan MNota Dinas

dan selan]utnya memberian

nata dinas kepada bidang PP =

Memyntujul permintaen untuk = Berkas dan file Smendt | Disposisi Kabid PP

kemudian diteruskan kepada informasl yang

kepals sub bidang data dan diajukan Mota Dinas

irformast T

Memerikss kebepghapan = Berkas dan file 5 manil Pengajuan deahul

informasi kepegawalan yang Informasi yang

akan ditampilkan secara digital diajukan

urtuk kemaidian diterutian = Bota Difas

kepada stalf pelaksans |

Mielakiukan update dan export - Crmpiter Sessisal Uiprdatirg SINIPEG +

imformeasi di sistem informasi - Aplikasi SIMPEG » layanan can penyediaan

kepegawaian (SIMPEG +) = Jaringan internet data dan informasi
- Berkas dan file yang kepegawaian

diajukan

P mnpdlien informasi = Compuber & menit i f prmuasl

kopegawaian secara digitad é - Aplicasi SBIPEG + kepegawaian yang

dari aplikasi kepegawaian - Jlarimgan intermnet disediakan secara

digital




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.2/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017

Tgl. Revisi : 12-08-2023

Tgl. Efektif : 13-09-2023

Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

m-: Et; Pengembangan Sumber Daya Manusia,

LE

-8

'f. T EPE Nurgayah, M.A
! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

Nama SOP PENYERAHAN SK PENGANGKATAN PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. UU Nomor 32 Tahun 2004, jo UU Nomor 12 Tahun 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS

4. Nota Pertek BKN

1. CPNS yang sudah Mengikuti LATSAR
2. Menyertakan Surat Keterangan/Hasil Pengujian Kesehatan dari RSUD

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah

2. Fc. SKCPNS

3. Fc. SPMT

4. Fc. Sah Surat Tanda Lulus Prajabatan

5. Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan dari RSUD

6. Fc. ljazah terakhir dan transkrip nilai terakhir yang sudah dilegalisir sesuai dengan SK
CPNS

7. SKP 1 Tahun terakhir

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.1/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017

Tgl. Revisi : 12-08-2023

Tgl. Efektif : 13-09-2023

Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

. 'ﬂ{m Qtt;e. Pengembangan Sumber Daya Manusia,

P é?- ]
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I|'l :l.#"t " ’ -\i
'.,._-::l*:"'-.,._' P
o = i

o5 3 B9&. Nurgayah, M.A

! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

=

PENYUSUNAN KEBUTUHAN/FORMASI APARATUR SIPIL
NEGARA

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
PNS

3. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang
pedoman umum penyusuna kebutuhan formasi ASN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3.mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan kebutuhan formasi ASN

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Referensi Peraturan Kepegawaian
2. Komputer dan Printer

3.ATK

4. Aplikasi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual




FLOWCHART
SOP PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN/FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

IPeFLS LSS
KemstuharyFarmea
Kebutuhan/Formasi. Jika setuju drall surst edaran , Eebutuban/Tormasi ASN i ASN OD; Torm
2 e, DERUEUNS
diparaf dan  ditenskan  kepsda  Kabid
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasl. S belum si ASH OPD yg
sty dilembabioan untuk direvisi. Kanubsd




Eepals BEPSDM memsrikss draft m oweat edarsn, lika tidak
berar draft surast ederan dikembubken hepeds Rabid e mm— st
% Pengidaan, Pembebsnian dan Informasi, sha benar maaa _{S mm. H’-ﬂ!ﬁm mp-m-m
Surat Eelaren divandacesgani dan dierabkan kepada Kasukid § ASN OPD w
Pengadaan dan Pemberbentian urtus dedarcan i ot Tnlarminet: diandatargeni i
BEPEDK
5E Pesrpumiings 5 mend [sposis  Easubid
KebutuhanfFamrasi ASN Pergactaan  dan
Easubid Pengadaan dem  Pemmbevhentian  memennisbksn —— Pambarhaniian
peeyLEUnan Kebuuhan/formas A5H kepada kegala OFD T m—
iy BEPSDM
SE Parypuiungn | 120 miesE Einda tenma
KabuluanFormasi ASN parperahan urst
Pelaksana metyiapkan dan mengrimian sarat edaran beserta
1. | form KebutuhsnyFarmasi A5N kapada kepala OPD mmmmm-
i lingkungan Pembab lamenes OFD vy ditmndatangani
Ka REFDM
5E Paiypaiaran 7 lhari Data
Kepals OPD mansrims weal edarse dan senpslah dala Kebuluhan/Tormas AN EahututanForma
1 perwusunen Debuturan/Tormay A%% & lingkurgen berjanya 0F0: Form pemsaaran o ASH OFD
. wiizai lorm yarg disdiakan dan meryampaikan kepada Eepala ErbutshanFormaa A5
HEPSDM dadam beneuk saltcegy dam handoopsy, OPD yy deardatangani
Ko Fs
Diata Semenit | Digcs 7]
13 Kepals BEFEDM  meTscoishken Knbid  Pengatan, Ej‘ EebutuhanFormas AN BEPSDRA
! Pemserhentian dan informees uriuk menindsk lanjuti oeh
. PR | :u-i Ex BEFSDM; 5 mendt Dsposis Kabed
mamerintahkan Essulid Pesgadean dan Perlsrhintion unbak e ; , II-II““.I
b mergaraliss  weat  dam mengolah  date  peEnywssan :I;:. - dne bk i




Wasahid Pengadaan dan Pemberhentian menganaliss st dan mm ik mr ST
earearisdahian Pelaksara unbulk mengolah data peryusunan Dada Parnbarkaniisn
Eebubuhan/Tarmasl  ASH dari OPD di Gngurgan Pambab Kidsaitishan /b ormas ASH
Sumenen. aPQ
Pefaktana memenks dan  mengolah  data  peryusunen Dimpsinl Ea 15 Fari Sufal peganiars
EsbutuhardFarmasi ASH. ko ada hesalahar afau keburangan REPSDRA - Dhnpateia Eald; ata
daty diomunibasicin déngan OPD untuk dpaerbaikifdilsaghap TUBAE. Ceaposisi Kasubid; Oata KebutubanTorma
Iika wudah bensr dan lengiap mambsat dradt jursd peeganar | _11= Kemstuhan/Formas &5MN st 45N
dan  mangiapian data  Kebotuhan'formas  ASN dan el k]
meryeTgaikaniyg  kegads  Kasubid | Pengmdaan  dae
Pemberentian,
Kasubid Pengadasn dan Pemberhentisn memeiko draft wat Sorst porgartart dets | Smendt | Susl pengartars
Sakbda dan dats perpusunan Kebubshan/Formasl, Ja setujs k. nias KezamirhanFormas AN daita
deaft  suat  Siparsd dan diteruskan  bepada  Kabid :'(:f P —
Prngadasn Prmberhantian dan Wfoemas Lk Bl st A o ASH vy dipacef
dhkmitalikan uriuk direvisi. kasutsd
Ksbid Pengadmn Pemberrentian dan informasi memeridss Sural pergantare daia Smenit | Soral pengardare
dal wurat Sekda dan dota perjusunsn Kebuboran/Formasl > iFarey Ksbutuham/Formasi ASN data
Jika webgju draft urst digaral dan disrodian wpads Eapals #1'"'-..}- vE chparaf Kasubid EetmshaniForms
DEPSDM. Jika Eelum setuju dikemdgliban kegada Kasubiid P o BEN yg dipaeaf
Pangadaan dan Permiertentan wotuk dines. s
g R mmz | menit :t-n—-lln-
Ebagt uharyFormad A5M, Jp wpfah mabs dlepmbalien kepads :--"'"I:) vi diparal Kabid Kbt harTarmE
Kabid Pengadasn Pemberhentian dan informind ks berar A - o ASN vy diperal
maha diparal dan drierekan epads Sekda. Ka BEPSDM
Surst pengeniars deta 1 han Srwt pengantacs
EzbituhandFormas ASN dwta
Sehdn merandatagans wual dan data KetsstuharyFormas A58
dan menyampaikan kembel kepada Kepala EEFSDM masali " w 5 ASH i
Kaubbid Pengadaan dan Permberhentian. dnnnilsting
Sakoda
PR R R T Surat pengantsr dan | Smenn | Disposisi Easubid
peakiana -'I'IL dan  mergrimkan  dels fhte v .
KebutuhanyFormasl ASN [ e g g SEEE—
kmpacts MENBAN.AB 0 Jakarta dan R e Fa-
mendobsrantasikannya,
SLIMENED
Surgl  pengente dan | 1Smen® | Arap sl dan
Pelaksana menyiaphan saat dan data EebubsranFormasi i Darta Bukw Diada
i " - - (e i Wl«-ﬂ AN
mendoiumentasikannga.
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

T
ot

Nomor SOP : 800/SOP.21/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017
Tgl. Revisi : 12-08-2023
Tgl. Efektif : 13-09-2023
Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

,,,wt %.r'f,"r:'eng grmbangan Sumber Daya Manusia,

& s
I.::.'E.- | @ -ﬁ/@
| &

-Alay B8, Nurgayah, M.A

! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

Nama SOP PEREMAJAAN DATA LAYANAN KEPEGAWAIAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4. Permenpanrb Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

5. UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan
Transaksi Elekstronik

6. Keputusan MENDAGRI Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

7. Perka BKN Nomor 14 Tahuun 2011 tanggal 28 Juni 2011
tentang Pedoman Pengambangan Database PNS

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data

2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi dan prosedur pemerintahan
3.mengetahui dan memahami penggunaan komputer, printer, dan scanner
4. mengetahui dan memahami penggunaan internet

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, printer, scanner
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi Kepegawaian

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Lakukan koordinasi dan konsultasi dengan bidang
pengadaan, pemberhentian dna informasi apabila ditemui
kendala

pencatatan dan pendataan secara elektronik melalui aplikasi




FLOWCHART
SOP PEREMAJAAN DATA LAYANAN KEPEGAWAIAN

L Pergajuan updating / - Berkas pengajuan Sesual Layanan Berkas pengajuan
poramajaan data peremdajsan data layanan
layanan kepegawalan kepegawalan ASN
ASHN
FJ Memeriksa berkas ATE 10 menit Berkas pengajuan disetujui
PEMERjUAN [ErEmajamn = Comguter
data lxyanan = Jaringan Imermet
keprgawaian Ya
. ¥ Scanning dodumaen = ATK File scan dodumen
pendukung - Comguter
- Darta dan Berkas pengajuan e
4, Update dan upload data = Berkas pangajusn 5 meenit Hasi unggahan data dan dokumen
beterta 1can dakurnen
pencukurg o aplikas
5. Walidas data dan Tidak |- Berkas pengajuan 5 fenit Deata dan dokuman tervalidas
dokuman pendulung = Nota dinas
& | updeting/ peremajosn Ya - Berkas Pengajuan 5 menit Data layanan kepegawaian terupdate
data layanan = MNaota Dnas
kepegawaiar ASN di
aplicasi Sistom
informasi Layaran
Harian Kepegawaian
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

T
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Nomor SOP : 800/SOP.20/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017
Tgl. Revisi : 12-08-2023
Tgl. Efektif : 13-09-2023
Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

,,,wt %.r'f,"r:'eng grmbangan Sumber Daya Manusia,

& s
I.::.'E.- | @ -ﬁ/@
| &

-Alay B8, Nurgayah, M.A

! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

Nama SOP PEREMAJAAN DATA KEPEGAWAIAN MANDIRI

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4. Permenpanrb Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

5. UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan
Transaksi Elekstronik

6. Keputusan MENDAGRI Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

7. Perka BKN Nomor 14 Tahuun 2011 tanggal 28 Juni 2011
tentang Pedoman Pengambangan Database PNS

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data

2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi dan prosedur pemerintahan
3.mengetahui dan memahami penggunaan komputer, printer, dan scanner
4. mengetahui dan memahami penggunaan internet

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penyediaan Data dan Informasi Kepegawaian

1. Komputer, printer, scanner
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi Kepegawaian

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Lakukan koordinasi dan konsultasi dengan bidang
pengadaan, pemberhentian dna informasi apabila ditemui
kendala

pencatatan dan pendataan secara elektronik melalui aplikasi




Pengajusn updating

FLOWCHART

SOP PEREMAJAAN DATA KEPEGAWAIAN MANDIRI

Surat

Sesual

peremajaan data permahonan Layanan PN LA
ke pegawaian ASN uzsulan revis data
kepegawaian non
BEN
= Berkas
pantuhung
Menerirma dan - Computer 5 fenil Tanda terima |/
manyampatkan surat é_ - Aplikasi checklist
pengantar updating / - Surat laporan pelayanan
peremajaan data - Agenda
kepegawalan ASH
Mer UL Ul permantaan - Berkas pengajuan 5 menit Berkas
peremajaan data pengajuan
kepegawaian ASN tl | disatujul
Dispnsisl surat = Berkas pengajuan 5 mienit Disposisi
percmiajaan data - Nata dinas Kepala
kipgawaian ASN é__!  BKPSDM
Memyetuful prngajuan = Berkas Pengajuan 5 minrit Digpogisi Kabid
peremajaan data = Nata Dinas PP
kepegawaisn ASN untuk
kamudian diteruskan
kepada kepata sub
bidang data can \
nformash
Memerikag sural - Berkas Pengajuan 5 meenit Berkas
pengajuan peremag@an é - Nota Dinas pengajuan
data pppegawatan A4 Tigak disetujui
untuk kermudisn
diteruskan kepada stalf Ya
pedaksana i
Mergecek kelenghapan Thiak = Computer 5 menit per Berkad
dan kesasuaian berkes - Berkas Pongajuan data pengajuan
peremajaan data = ATK

Ya




H!il-h.rltlm s peremajaan . | p— Fon T
kopegawaian di = Computer Updating data
il e - Berkas Pengajuan kepegawalan di
- [laringan infermniet LAPE dan
= Apdicas) SEMIPEG +




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.17/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017
Tgl. Revisi : 12-08-2023
Tgl. Efektif : 13-09-2023
Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

.}-“f‘“ 54.;!' Pengembangan Sumber Daya Manusia,

5

AL ;Tﬁﬂé Nurgayah, M.A
! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

Nama SOP PROSES ADMINISTRASI PENSIUN IV.a KE BAWAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai

2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. PP Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 30 Tahun 2015
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

4. PP Nomor 8 Tahun 1977 jo. PP Nomor 33 Tahun 2015
tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun PNS dan
Janda/Dudanya

5. PP nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS
yang mencapai BUP bagi pejabat Fungsional

6. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Kepala
BKN Nomor 38 Tahun 2003 tentang bentuk persetujuan
teknis Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang
menjadi masa percobaan lebih dari 2 tahun dan formulir
keputusan KP Pengabdian/Anumerta serta pemberhentian
dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP, cacat
karena dinas dan meninggal dunia

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki kompetensi, tidak sesuai kualifikasi
dengan jabatan, serta tidak memiliki kinerja yang baik akan dipensiunkan dalam arti di
rasionalisasi

2. Kriteria Pensiun Dini berusia minimal 50 Tahun dan memiliki msa kerja minimal 20 tahun
3. UU ASN dalam pasal 87 aya (1) huruf C dan pasal 90 disebutkan bahwa PNS akan
diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun dengan rincian sebagai
berikut:

- BUP bagi Pejabat Administrasi adalah 58 tahun

- BUP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi adalah 60 tahun

- BUP bagi PNS yang menduduki fungsional diatur dengan ketentuan peraturan tersendiri

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah
2. Surat Permohonan Pensiun (atas permintaan sendiri)
2. Data Perorangan Calon Pensiun (DPCP)




3. Fc. SK CPNS

4. Fc. SKPNS

5. Fc. SK PMK (jika ada)

6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat
7. Surat Keterangan tidak pernah dipidana

8. Fc. Akta Nikah

9. Akta anak yang masih dibawah umur 25 tahun dan keterangan kuliah
10. Pas Foto 3x4 1 lembar

11. SKP 1 Tahun terkahir

12. Buku Rekening

13. NPWP

14. KTP

15. Fc Surat kematian dari kelurahan/desa ( bagi pensiun janda/duda)
16. surat keterangan janda atau duda dari kelurrahan atau desa (jika pensiun janda/duda)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.16/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017
Tgl. Revisi : 12-08-2023
Tgl. Efektif : 13-09-2023
Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

.}-“f‘“ 54.;!' Pengembangan Sumber Daya Manusia,
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AL ;Tﬁﬂé Nurgayah, M.A
! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

Nama SOP PROSES ADMINISTRASI PENSIUN IV.b KE ATAS

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai

2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. PP Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 30 Tahun 2015
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

4. PP Nomor 8 Tahun 1977 jo. PP Nomor 33 Tahun 2015
tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun PNS dan
Janda/Dudanya

5. PP nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS
yang mencapai BUP bagi pejabat Fungsional

6. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Kepala
BKN Nomor 38 Tahun 2003 tentang bentuk persetujuan
teknis Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang
menjadi masa percobaan lebih dari 2 tahun dan formulir
keputusan KP Pengabdian/Anumerta serta pemberhentian
dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP, cacat
karena dinas dan meninggal dunia

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki kompetensi, tidak sesuai kualifikasi
dengan jabatan, serta tidak memiliki kinerja yang baik akan dipensiunkan dalam arti di
rasionalisasi

2. Kriteria Pensiun Dini berusia minimal 50 Tahun dan memiliki msa kerja minimal 20 tahun
3. UU ASN dalam pasal 87 aya (1) huruf C dan pasal 90 disebutkan bahwa PNS akan
diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun dengan rincian sebagai
berikut:

- BUP bagi Pejabat Administrasi adalah 58 tahun

- BUP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi adalah 60 tahun

- BUP bagi PNS yang menduduki fungsional diatur dengan ketentuan peraturan tersendiri

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah
2. Surat Permohonan Pensiun (atas permintaan sendiri)
2. Data Perorangan Calon Pensiun (DPCP)




3. Fc. SK CPNS

4. Fc. SKPNS

5. Fc. SK PMK (jika ada)

6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat
7. Surat Keterangan tidak pernah dipidana

8. Fc. Akta Nikah

9. Akta anak yang masih dibawah umur 25 tahun dan keterangan kuliah
10. Pas Foto 3x4 1 lembar

11. SKP 1 Tahun terkahir

12. Buku Rekening

13. NPWP

14. KTP

15. Fc Surat kematian dari kelurahan/desa ( bagi pensiun janda/duda)
16. surat keterangan janda atau duda dari kelurrahan atau desa (jika pensiun janda/duda)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

T
ot

Nomor SOP : 800/SOP.22/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017
Tgl. Revisi : 12-08-2023
Tgl. Efektif : 13-09-2023

Disahkan oleh

Kepala Badan Kepegawaian

,,,wt %.r'f,"r:'eng grmbangan Sumber Daya Manusia,

& s
I.::.'E.- | @ -ﬁ/@
| &

-Alay B8, Nurgayah, M.A

! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

Nama SOP REVISI DATA KEPEGAWAIAN NON BKN

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4. Permenpanrb Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

5. UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan
Transaksi Elekstronik

6. Keputusan MENDAGRI Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

7. Perka BKN Nomor 14 Tahuun 2011 tanggal 28 Juni 2011
tentang Pedoman Pengambangan Database PNS

1. memiliki kemampuan dasar pengolahan data

2. mengetahui dan memahami tugas dan fungsi dan prosedur pemerintahan
3.mengetahui dan memahami penggunaan komputer, printer, dan scanner

4. mengetahui dan memahami penggunaan internet

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, printer, scanner
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi Kepegawaian

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Lakukan koordinasi dan konsultasi dengan bidang
pengadaan, pemberhentian dna informasi apabila ditemui
kendala

pencatatan dan pendataan secara elektronik melalui aplikasi
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.15/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017
Tgl. Revisi : 12-08-2023
Tgl. Efektif : 13-09-2023
Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

.}-“f‘“ 54.;!' Pengembangan Sumber Daya Manusia,

5

AL ;Tﬁﬂé Nurgayah, M.A
! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

Nama SOP PENYERAHAN SK PENSIUN IV.a KE BAWAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai

2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. PP Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 30 Tahun 2015
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

4. PP Nomor 8 Tahun 1977 jo. PP Nomor 33 Tahun 2015
tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun PNS dan
Janda/Dudanya

5. PP nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS
yang mencapai BUP bagi pejabat Fungsional

6. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Kepala
BKN Nomor 38 Tahun 2003 tentang bentuk persetujuan
teknis Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang
menjadi masa percobaan lebih dari 2 tahun dan formulir
keputusan KP Pengabdian/Anumerta serta pemberhentian
dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP, cacat
karena dinas dan meninggal dunia

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki kompetensi, tidak sesuai kualifikasi
dengan jabatan, serta tidak memiliki kinerja yang baik akan dipensiunkan dalam arti di
rasionalisasi

2. Kriteria Pensiun Dini berusia minimal 50 Tahun dan memiliki msa kerja minimal 20 tahun
3. UU ASN dalam pasal 87 aya (1) huruf C dan pasal 90 disebutkan bahwa PNS akan
diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun dengan rincian sebagai
berikut:

- BUP bagi Pejabat Administrasi adalah 58 tahun

- BUP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi adalah 60 tahun

- BUP bagi PNS yang menduduki fungsional diatur dengan ketentuan peraturan tersendiri

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah
2. Surat Permohonan Pensiun (atas permintaan sendiri)
2. Data Perorangan Calon Pensiun (DPCP)




3. Fc. SK CPNS

4. Fc. SKPNS

5. Fc. SK PMK (jika ada)

6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat
7. Surat Keterangan tidak pernah dipidana

8. Fc. Akta Nikah

9. Akta anak yang masih dibawah umur 25 tahun dan keterangan kuliah
10. Pas Foto 3x4 1 lembar

11. SKP 1 Tahun terkahir

12. Buku Rekening

13. NPWP

14. KTP

15. Fc Surat kematian dari kelurahan/desa ( bagi pensiun janda/duda)
16. surat keterangan janda atau duda dari kelurrahan atau desa (jika pensiun janda/duda)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Nomor SOP : 800/SOP.14/3.1.1/10/2023
Tgl. Pembuatan : 11-08-2017
Tgl. Revisi : 12-08-2023
Tgl. Efektif : 13-09-2023
Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

.}.ﬂ*&s Pengembangan Sumber Daya Manusia,

5

AL ;Tﬁﬂé Nurgayah, M.A
! Fembina Tk.I (IV.b)
NIP 196801262000032002

Nama SOP PENYERAHAN SK PENSIUN IV.b KEATAS

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS PENDIDIKAN

1. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai

2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. PP Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 30 Tahun 2015
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

4. PP Nomor 8 Tahun 1977 jo. PP Nomor 33 Tahun 2015
tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun PNS dan
Janda/Dudanya

5. PP nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS
yang mencapai BUP bagi pejabat Fungsional

6. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Kepala
BKN Nomor 38 Tahun 2003 tentang bentuk persetujuan
teknis Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang
menjadi masa percobaan lebih dari 2 tahun dan formulir
keputusan KP Pengabdian/Anumerta serta pemberhentian
dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP, cacat
karena dinas dan meninggal dunia

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki kompetensi, tidak sesuai kualifikasi
dengan jabatan, serta tidak memiliki kinerja yang baik akan dipensiunkan dalam arti di
rasionalisasi

2. Kriteria Pensiun Dini berusia minimal 50 Tahun dan memiliki msa kerja minimal 20 tahun
3. UU ASN dalam pasal 87 aya (1) huruf C dan pasal 90 disebutkan bahwa PNS akan
diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun dengan rincian sebagai
berikut:

- BUP bagi Pejabat Administrasi adalah 58 tahun

- BUP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi adalah 60 tahun

- BUP bagi PNS yang menduduki fungsional diatur dengan ketentuan peraturan tersendiri

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah
2. Surat Permohonan Pensiun (atas permintaan sendiri)
2. Data Perorangan Calon Pensiun (DPCP)




3. Fc. SK CPNS

4. Fc. SKPNS

5. Fc. SK PMK (jika ada)

6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat
7. Surat Keterangan tidak pernah dipidana

8. Fc. Akta Nikah

9. Akta anak yang masih dibawah umur 25 tahun dan keterangan kuliah
10. Pas Foto 3x4 1 lembar

11. SKP 1 Tahun terkahir

12. Buku Rekening

13. NPWP

14. KTP

15. Fc Surat kematian dari kelurahan/desa ( bagi pensiun janda/duda)
16. surat keterangan janda atau duda dari kelurrahan atau desa (jika pensiun janda/duda)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id
TAREMPA

Nomor SOP

/BKPSDM/UMPEG/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Januari 2023

Tanggal Efektif

Januari 2023

Nama Standar Operasional Prosedur

: |Peminjaman Barang/Jasa

Disahkan Oleh

KEPALA EADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Dra. NURGAYAH, M.A

Pembina TK. |
NIP. 19680126 200003 2 002

Dasar Hukum

Kulifikasi Pelaksana

Pemerintahan Daerah;

1. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar

Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Pendidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah

4.  Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian
Barang/Jasa Pemerintah

Keterkaitan

Perangkat/Perlengkapan

SOP Pengeluaran Barang
SOP Peminjaman Barang
SOP Permohonan Barang
SOP Penghapusan Barang

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Buku Administrasi Barang
- ATK dan Lain-Lain

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Peminjaman Barang tidak dilaksanakan,maka Admnistrasi Pengelolaan Barang pemerintah akan terhambat

- Peminjaman Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman

pengadministrasian barang dan menjadi dasar dalam menyusun rencana

kebutuhan barang/jasa selanjutnya
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Peminjaman Barang/Jasa

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Bendahara
8 Kadis Sekdis Kasubbag Umpeg Barang Peminjam Barang Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mengajukan permohonan pinjam barang Surat Permohonan 10 Menit  |Diajukannya surat permohonan pinjam
2. |Menerima v Surat Permohonan 10 Menit  |Diterimanya surat permohonan pinjam
surat barang
3. |Mempertimbangkan dan meneruskan surat permohonan L Surat Permohonan 15 Menit  |Diteruskannya surat permohonan pinjam
pinjam barang - barang
4. |Menyetujui surat permohonan pinjam barang Surat Permohonan 1Jam Disetujuinya permohonan pinjam barang
v
5. |Membuat Berita Acara Peminjaman Barang v Berita Acara 1Jam Tersedianya berita acara pinjam barang
6. |Menandatangani Berita Acara Peminjaman Barang L Berita Acara 10 Menit |Ditandatanganinya berita acara pinjam
7. |Mencatat identitas peminjam barang dalam buku daftar ¢ Buku Daftar Peminjam Barang 10 Menit |Tercatatnya identitas peminjam
8. |Menyerahkan barang v Identitas Peminjam 15 Menit |Penyerahan barang




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id

TAREMPA

Nomor SOP

/BKPSDM/UMPEG/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Januari 2023

Tanggal Efektif

Januari 2023

Nama Standar Operasional Prosedur

: |Penerimaan Rarang/Jasa

Disahkan Oleh

KEPALA EADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMEBEER DAYA MANUSIA
IKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Pembina TK. |
_ NIP. 19630126 200003 2 002

Dasar Hukum

Kulifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

2. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas;

5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Pendidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah

4.  Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian
Barang/Jasa Pemerintah

Keterkaitan

Perangkat/Perlengkapan

- SOP Pengeluaran Barang
- SOP Peminjaman Barang
- SOP Permohonan Barang
- SOP Penghapusan Barang

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Buku Administrasi Barang
- ATK dan Lain-Lain

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

- Apabila SOP Penerimaan Barang tidak dilaksanakan,maka Admnistrasi Pengelolaan Barang pemerintah akan terhambat

- Penerimaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman

pengadministrasian barang dan menjadi dasar dalam menyusun rencana

kebutuhan barang/jasa selanjutnya
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Penerimaan Barang/Jasa

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Penyimpan Bendahara
8 Sekdis vimp Kasubbag Umpeg Penerima Barang Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Barang Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menerima Barang dari Rekanan / Pihak lIl Dokumen Pengadaan / Surat 1Jam Diterimanya Barang
2. |Memeriksa Barang v v Dokumen Pengadaan / Surat 1Jam Diperiksanya Barang
3. [Membuat/Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara 1Jam Dibuat/ditanda tanganinya Berita Acara
v
4. |Melakukan Inventarisasi Barang Buku Inventaris Barang 1Jam Terinventarisasi nya barang
v
5. [Menyimpan Barang v Lemari / Gudang 1Jam Tersimpannya Barang
6. |Membuat kartu Kendali Ruangan Kartu Kendali Barang 1Jam Tersedianya kartu kendali ruangan
v
7. |Menempatkan Barang sesuai kartu kendali ruangan v Barang, Kartu Kendali 1Jam Tertatanya barang dalam ruang kerja
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id
TAREMPA

Nomor SOP

/BKPSDM/UMPEG/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Januari 2023

Tanggal Efektif

Januari 2023

Nama Standar Operasional Prosedur

: |Pengeluaran Rarang/Jasa

Disahkan Oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Dra. NURGAYAH, M.A
Pembina TK. |
__NIP. 19680126 200003 2 002

Dasar Hukum

Kulifikasi Pelaksana

Pemerintahan Daerah;

1. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar

Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Pendidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah

4.  Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian
Barang/Jasa Pemerintah

Keterkaitan

Perangkat/Perlengkapan

SOP Pengeluaran Barang
SOP Peminjaman Barang
SOP Permohonan Barang
SOP Penghapusan Barang

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Buku Administrasi Barang
- ATK dan Lain-Lain

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pengeluaran Barang tidak dilaksanakan,maka Admnistrasi Pengelolaan Barang pemerintah akan terhambat

- Pengeluaran Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman

pengadministrasian barang dan menjadi dasar dalam menyusun rencana

kebutuhan barang/jasa selanjutnya
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Pengeluaran Barang/Jasa

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Kegiatan Bendahara Penyimpan
8 Sekdis Kasubbag Umpeg yimp Pengguna Barang Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Barang Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mengajukan permintaan barang Surat Permohonan Permintaan 1Jam Diajukannya Permohonan tertulis
2. |Menerima surat permintaan barang Surat Permohonan Permintaan 1Jam Diterimanya surat permohonan permintaan
ﬁ barang barang

3. |Membuat Berita Acara Pengeluaran Barang Berita Acara 1Jam Dibuatnya Berita Acara

v
4. |Menandatangani Berita Acara Pengeluaran Barang Berita Acara 1Jam Ditandatanganinya Berita Acara

v
5. [Mencatat/meregristrasi Barang keluar ¢ Buku Inventaris Barang 1Jam Tercatatnya pengeluaran barang
6. |Mengeluarkan Barang Barang 1Jam Dikeluarkannya barang
v

7. |Menerima barang Barang 1Jam Diterimanya barang
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id
TAREMPA

Nomor SOP

/BKPSDM/UMPEG/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Januari 2023

Tanggal Efektif

Januari 2023

Nama Standar Operasional Prosedur

: |Penghapusan Barang/jasa

Disahkan Oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Dra. NURGAYAH, M.A
Pembina TK. |
__NIP. 19680126 200003 2 002

Dasar Hukum

Kulifikasi Pelaksana

Pemerintahan Daerah;

1. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar

Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Pendidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah

4.  Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian
Barang/Jasa Pemerintah

Keterkaitan

Perangkat/Perlengkapan

SOP Pengeluaran Barang
SOP Peminjaman Barang
SOP Permohonan Barang
SOP Penghapusan Barang

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Buku Administrasi Barang
- ATK dan Lain-Lain

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penghapusan Barang tidak dilaksanakan,maka Admnistrasi Pengelolaan Barang pemerintah akan terhambat

- Penghapusan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman

pengadministrasian barang dan menjadi dasar dalam menyusun rencana

kebutuhan barang/jasa selanjutnya
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Pengahapusan Barang/Jasa

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Bendahara
8 Kadis Sekdis Kasubbag Umpeg Barang Penyimpan Barang Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Memeriksa dan menginventarisir barang Barang / Inventaris barang 2 Jam Terperiksanya kondisi barang
2. |Membuat rekapitulasi kondisi barang v Kondisi barang 2 Jam Rekap kondisi barang
3. |Melaporkan rekapitulasi kondisi barang Rekap kondisi barang 1jam Terlaporkannya rekap kondisi barang

\ 4
4. |Membuat surat permohonan penghapusan barang v Laporan kondisi barang 20 Menit |Konsep surat permohonan penghapusan
5. |Memaraf surat permohonan penghapusan barang Konsep surat permohonan 5 Menit |Draf surat permohonan penghapusan

- penghapusan

6. |Menandatangani surat permohonan penghapusan Barang Draf surat permohonan 10 Menit |Ditandatanganinya surat permohonan

) penghapusan
7. |Mengirim surat permohonan Kepada Kepala BPKPD Surat Permohonan 1jam Terkirimnya surat permohonan

v

8. |Menerima surat persetujuan penghapusan barang v Surat Penghapusan 1Jam Diterimanya surat persetujuan penghapusan
9. |Penghapusan barang dalam buku inventaris barang v Buku Daftar Inventaris Barang 1Jam Terhapusnya barang pada buku inventaris




Nomor SOP

/BKPSDM/UMPEG/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Januari 2023

Tanggal Efektif

Januari 2023

Nama Standar Operasional Prosedur

: |Penyelenggaraan Rapat

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Disahkan Oleh
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id
TAREMPA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Dra. NURGAYAH, M.A
Perbina TK. |
NIP. 19680126 200003 2 002

Dasar Hukum

Kulifikasi Pelaksana

1.
2.
3.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar

Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1.
2.
3.

Pendidikan S.1
Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Materi Rapat
Memiliki Kewenangan untuk menyelenggarakan rapat

Keterkaitan

Perangkat/Perlengkapan

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Rapat

Meja

Kursi

Lembar Disposisi
Buku Agenda
ATK dan Lain-lain

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penyelenggaraan Rapat tidak dibuat, maka Penyelenggaraan Rapat tidak dapat terlaksana
sebagaiamana mestinya.

Sebagai pedoman dalam pengajuan anggaran penyelenggaran rapat,
penyiapan tempat rapat,penyusunan materi rapat baik rapat internal
maupun lintas sektoral.
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Penyelenggaraan Rapat

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Staf/ Petugas
8 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang | Kasubbag / Kasi /, . & A Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Administrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menerima Perintah untuk menyiapkan tempat rapat Perintah / Surat Masuk 30 Menit |Diterimanya Perintah atau disposisi surat
2. |Mengonsep surat, mengetik dan mencetak Surat Perintah / Disposisi Surat 30 Menit [Konsep surat @Bndangan rapat
3. |Membubuhkan paraf v v Konsep Surat undangan Rapat 30 Menit |Paraf draf surat @ndangan
4. |Menandatangani surat undangan Paraf draf surat Undangan Rapat| 10 Menit [Ditandatanganinya Burat undangan rapat
v
5. |Mencatat, Memberi Nomor, menggandakan Surat undangan Surat Undangan yg sudah 10 Menit  |Surat Undangan
rapat v ditanda tangani
6. |Mengirimkan surat undangan rapat i Surat Undangan 1 Hari Buku ekspedisi surat Reluar
7. |Menyiapkan materi dan sarana rapat * Meja, Kursi, sound system, 120 Menit |Tersedianya materi Ban sarana rapat
- materi rapat
8. |Menyelenggarakan rapat v v v v Tersedianya materi dan sarana 3Jam Terselenggaranya rapat@
9. [Menyusun Notulen / Resume hasil rapat i Terselenggaranya rapat 3Jam Buku Notulen Rapat®




\\ -
N

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id
TAREMPA

Nomor SOP

/BKPSDM/UMPEG/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Januari 2023

Tanggal Efektif

Januari 2023

Nama Standar Operasional Prosedur

: [Permohonan Barang/Jasa

Disahkan Oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KERULAUAN ANAMBAS

Dra. NURGAYAH, M.A
Pembina TK. |
_NIP. 19680126 200003 2 002

Dasar Hukum

Kulifikasi Pelaksana

Pemerintahan Daerah;

1. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar

Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Pendidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah

4.  Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian
Barang/Jasa Pemerintah

Keterkaitan

Perangkat/Perlengkapan

SOP Pengeluaran Barang
SOP Peminjaman Barang
SOP Permohonan Barang
SOP Penghapusan Barang

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Buku Administrasi Barang
- ATK dan Lain-Lain

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Permohonan Barang tidak dilaksanakan,maka Admnistrasi Pengelolaan Barang pemerintah akan terhambat

- Permohonan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman

pengadministrasian barang dan menjadi dasar dalam menyusun rencana

kebutuhan barang/jasa selanjutnya
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Permohonan Barang/Jasa

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan . ) A
Kadis Sekdis Kabid Kasubbag Umpeg Bendahara Barang Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menginventarisir barang Buku inventaris barang 1Jam Terinventarisirnya barang
2. |Membuat rekapitulasi barang ¢ Buku rekapitulasi barang 1Jam Tersedianya rekapitulalsi barang
3. |Membuat daftar kebutuhan Barang Daftar barang 1Jam Tersedianya daftar kebutuhan barang

v
4. |Menyerahkan daftar kebutuhan barang untuk persetujuan Daftar barang 1Jam Diserahkannya daftar kebutuhan barang

v

5. |Menyetujui dan menandatangani daftar kebutuhan barang v Daftar barang 1Jam Ditandatanganinya daftar kebutuhan barang
6. |Menerima daftar kebutuhan barang yang telah disetujui Daftar barang Yang Telah 1Jam Diterimanya daftar kebutuhan barang

v Disetujui
7. |Memasukkan rencana kebutuhan barang dalam penyusunan Daftar Barang, RKA 1Jam Tercatatnya rencana kebutuhan barang

RKA selanjutnya

dalam RKA




Nomor SOP

/BKPSDM/UMPEG/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Januari 2023

Tanggal Efektif

Januari 2023

Nama Standar Operasional Prosedur

: [Permohonan Cuii

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Disahkan Oleh
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id
TAREMPA

KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPLILAUAN ANAMBAS

Dra. NURGAYAH, M.A
Pembina TK. |
NIP. 16680126 200003 2 002

Dasar Hukum

Kulifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Pendidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Prosedur
Permohonan Cuti

3.  Memiliki Kewenangan untuk memproses permohonan cuti

Keterkaitan

Perangkat/Perlengkapan

- CutiBiasa

- Cuti Tahunan

- Cuti Hamil

- Penangguhan Cuti

- Meja dan Kursi

- Buku Administrasi Cuti

- Lembar Absensi Pegawai
- ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

- Apabila SOP Permohonan Cuti tidak dibuat, maka pegawai yang bersangkutan dianggap tidak masuk tanpa keterangan

- Sebagai pedoman dalam pengajuan permohonan cuti pegawai
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Permohonan Cuti

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan . Staf/ Petugas
8 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang | Kasubbag / Kasi /, . & A Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Administrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Menerima surat permohonan cuti pegawai@ Diterimanya Surat Permohonan 30 Menit |Surat Permohonan Cuti
- Cuti Pegawai
2. |Memeriksa data cuti pada Buku administrasi cuti v Surat Permohonan cuti 30 Menit [Buku administrasi cuti pegawai
3. [Menyerahkan surat permohonan cuti kepada Camat untuk Buku administrasi cuti pegawai 30 Menit |Validasi surat permohonan cuti
mendapat persetujuan
4. |Menyiapkan surat keterangan cuti pegawai Validasi surat permohonan cuti 1Jam Konsep surat permohonan cuti pegawai
5. |Memvalidasi dan membubuhkan paraf surat keterangan cuti Konsep surat permohonan cuti 30 Menit |Draf surat keterangan cuti
pegawai v pegawai
6. |Menyerahkan surat keterangan cuti kepada atasan langsung Draf surat keterangan cuti 10 Menit |Penandatanganan surat keterangan cuti
untuk ditandatangani v pegawai
7. |Surat Keterangan Cuti selesai - Surat keterangan cuti 1Jam Penyerahan surat Reterangan cuti
8. |Surat Keterangan Cuti Biserahkan v Penyerahan surat keterangan 1Jam Arsip
cuti




Nomor SOP : /BKPSDM/UMPEG/2023
Tanggal Pembuatan : Januari 2023
Tanggal Revisi : Januari 2023
Tanggal Efektif : Januari 2023
Nama Standar Operasional Prosedur : |Permohonan Izin Belajar_

KEPALA EADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Disahkan Oleh
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id Pembina TK. |
TAREMPA e VY ___ﬁ![—‘_. 19680126 200003 2 002
Dasar Hukum Kulifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 1. Pendidikan S.1
Pemerintahan Daerah; 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
2. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat 3. emiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; Peraturan Penggajian Pegawai
4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 4.  Memiliki Kewenangan untuk memproses Kenaikan
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas; Gaji Berkala Pegawai

5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Keterkaitan Perangkat/Perlengkapan
- Komputer
- SOP Permohonan lzin Belajar - Meja dan Kursi

- Buku Administrasi Pegawai
- Buku Penjagaan Pangkat
- ATK dan Lain-lain

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
- Apabila SOP permohonan Izin Belajar tidak dilaksanakan, maka Izin Belajar pegawai yang bersangkutan akan - Permohonan Izin Belajar Pegawai digunakan sebagai dasar pengajuan
terhambat Penyesuaian ljazah serta analisis jabatan berdasarkan kepangkatan

pegawai
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Permohonan lzin Belajar

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan ) 5
Kepala Dinas Sekretaris Kasubbag Umpeg PNS Staf Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menerima surat permohonan lzin Belajar Menerima Berkas Surat 1Jam Surat Permohonan
- Permohonan
2. |Memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Belajar v Surat Permohonan 1 Hari Kelengkapan syarat
3. |Membuat Surat Pengantar Permohonan lzin Belajar Kelengkapan Syarat 1Jam Konsep surat Pengantar
v
4. |Meneliti dan membubuhkan paraf surat pengantar Konsep Surat Pengantar 1Jam Draft surat Pengantar
v v
5. |Menandatangani surat pengantar Draf Surat Pengantar 1Jam Penandatanganan surat pengantar
v

6. |Mengirim surat dan berkas izin Belajar ke Bidang v Surat Pengantar dan Berkas 1Jam Pengiriman surat dan berkas persyaratan

Pengembangan - Persyaratan
7. |Menerima Surat Izin Belajar Pengiriman Surat dan Berkas 1Jam Penerimaan Surat Izin Belajar

ﬁ Persyaratan
8. |Menyerahkan Surat Izin Belajar kepada PNS yang bersangkutan Surat Izin Belajar 1Jam Penyerahan Surat Izin Belajar
\




Nomor SOP

/BKPSDM/UMPEG/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Januari 2023

Tanggal Efektif

Januari 2023

Nama Standar Operasional Prosedur

: [Permohonan izin

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Disahkan Oleh
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id
TAREMPA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Dra. NURGATYAH, M.A
Pembina TK. |
NiP: 19680126 200003 2 002

Dasar Hukum

Kulifikasi Pelaksana .

1. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. PendidikanS.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang ketentuan
pemberian izin pegawai

3. Memiliki Kewenangan untuk memproses pemberian izin

Keterkaitan

Perangkat/Perlengkapan

- SOP lzin Karena Sakit
- SOP lzin karena kepentingan lainnya

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Buku Administrasi Cuti

- Lembar Absensi Pegawai
- ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

- Apabila SOP permohonan izin tidak dilaksanakan,maka pegawai yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi aturan
administrasi kepegawaian dan dapat dikenakan sanksi administratif

- Permohonan Izin Pegawai digunakan sebagai dasar pemberian
tambahan penghasilan dan penilaian kinerja pegawai
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Permohonan lzin

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Staf/ Petugas
8 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang | Kasubbag / Kasi /, . & A Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Administrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menerima surat Permohonan lzin pegawai Surat Permohonan 30 Menit |Diterimanya surat permohonan
2. |Mencatat Izin Pegawai dalam buku Izin dan Absensi Pegawai Surat Permohonan izin 30 Menit |Tercatatnya surat permohonan izin PNS dan
v PTT
3. |Membuat laporan absensi harian kehadiran pegawai L Buku administrasi izin pegawai 30 Menit [Tersedianya Laporan Absensi Harian
4. |Menyerahkan laporan absensi harian kehadiran pegawai untuk v Validasi surat permohonan izin 1Jam Diserahkannya Laporan Absensi Harian
ditandatangani
5. |Menandatangani laporan absensi harian kehadiran pegawai Konsep surat permohonan izin 30 Menit |Ditandatanganinya Laporan Absensi Harian
pegawai
6. |Menerima laporan absensi harian kehadiran pegawai yang Draf surat keterangan izin 10 Menit |Diterimanya Laporan Absensi Harian
telah ditaandatangani
v v v




Nomor Standar operasional Prosedur

/BKPSDM/UMPEG/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Januari 2023

Tanggal Efektif

Januari 2023

Nama Standar Operasional Prosedur

: |Permohonan Kenaikan Gaji Berkala

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Disahkan Oleh
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id
TAREMPA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
IKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Dra. NURGAYAH, M.A
Pembina TK. |

_NiP. 19680126 200003 2 002

Dasar Hukum

Kulifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1.
2.

Pendidikan S.1

Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Aparatur Sipil Negara

emiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Peraturan Penggajian Pegawai

Memiliki Kewenangan untuk memproses Kenaikan
Gaji Berkala Pegawai

Keterkaitan

Perangkat/Perlengkapan

- SOP Permohonan Kenaikan Gaji Berkala
- SOP Pengisian DP3

Komputer

Meja dan Kursi

Buku Administrasi Pegawai
Buku Penjagaan Pangkat
ATK dan Lain-lain

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

- Apabila SOP permohonan Kenaikan Gaji Berkala tidak dilaksanakan, maka Kenaikan gajipegawai yang bersangkutan
akan terhambat

Permohonan kenaikan gaji berkala Pegawai digunakan sebagai dasar
pengajuan kenaikan gaji pegawai.



User
Placed Image

User
Placed Image


Permohonan Kenaikan Gaji Berkala

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Kegiatan ) 5
Kepala Dinas Sekretaris Kasubbag Umpeg PNS Bendahara Pengeluaran Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Pemberitahuan Waktu Kenaikan Gaji Buku Penjagaan Berkala 5 Menit (1 |Diberitahukanny@ waktu Renaikan gaj
Sebelumnya)

2. |Menyiapkan berkas persyaratan kenaikan gaji v SK Pangkat / KGB terakhir 1Jam Tersedianya @eresyaratan Bngkap
3. |Membuat Surat Kenaikan Gaji Surat Kenaikan Gaji Berkala 15 Menit |Tersedianya Draft surat kenaikan gaji

v
4. |Verifikasi dan Validasi Surat Kenaikan gaji Surat Kenaikan Gaji Berkala 10 Menit |Terparafnya Draft surat kenaikan gaji

v
5. |Menandatangani Surat Kenaikan Gaji Surat Kenaikan Gaji Berkala 10 Menit |Ditandatanganinya surat kenaikan gaji
6. |Menyampaikan Surat Kenaikan Gaji ke BPKPD KKA Surat Kenaikan Gaji Berkala 3 Hari Terkirimnya surat kenaikan gaji
v A\
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id
TAREMPA

Nomor SOP

/BKPSDM/UMPEG/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Januari 2023

Tanggal Efektif

Januari 2023

Nama Standar Operasional Prosedur

: |Pengelolaan Administrasi Surat Keluar

Disahkan Oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Dra. NURGAYAH, M.A
Pembina TK. |
NIP. 19680126 200003 2 002

Dasar Hukum

Kulifikasi Pelaksanaan :

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas;

5. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1. Pendidikan S1

2. Pendidikan SMA

3.  Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang kearsipan surat
4.  Memiliki Kewenangan untuk mengelola arsip surat keluar

Keterkaitan

Perangkat/Perlengkapan

- Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Keluar

- Komputer

- Scanner/Printer

- ATK

- Lembar Disposisi

- Filling Kabinet/Lemari File

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

- Apabila SOP Pengelolaan Masuk tidak dibuat, akan mengganggu administrasi lainnya

- Agenda Surat Masuk Meliputi, Buku Agenda, Nomor Surat, Tanggal
Surat, dan Asal Surat.
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Pengelolaan Surat Keluar

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Staf/ Petugas
8 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang | Kasubbag / Kasi /, . & N Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Administrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menerima Perintah atau disposisi Kaban untuk membuat surat - — Surat Masuk 30 Menit |Diterimanya Perintah atau Disposisi Surat
2. |Mengonsep surat l L Perintah atau Disposisi Surat 30 Menit |Konsep Surat
3. |Mengetik dan mencetak Surat $ Konsep Surat 30 Menit |[Draf Surat
4. |Memberi paraf pada surat yang dibuat v v Draf Surat 5 Menit |Diparafnya Konsep Surat
5. |Menandatangani surat Paraf Draf Surat 5 Menit |[Penandatanganan Surat
v

6. |Mencatat surat dan Memberi Nomor Surat keluar v Surat Yang Ditandatangani 5 Menit |Agenda Surat Keluar
7. |Mengirimkan surat v Buku Ekspedisi Surat Keluar 1 Hari Arsip Surat

a» !




Nomor SOP

/BKPSDM/UMPEG/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Januari 2023

Tanggal Efektif

Januari 2023

Nama Standar Operasional Prosedur

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Disahkan Oleh
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti email: bkpsdm@anambaskab.go.id
TAREMPA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
IKCABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Dra. NURGAYAH, M.A
Pernbina TK. |
~_NiP. 19580126 200003 2 002

Dasar Hukum

Kulifikasi Pelaksana

1.
2.
3.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar

Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1.

2.
3.
4

Pendidikan S1

Pendidikan SMA

Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang kearsipan surat
Memiliki Kewenangan untuk mengelola arsip surat masuk

Keterkaitan

Perangkat/Perlengkapan

Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Masuk dari OPD lain

Komputer
Scanner/Printer

ATK

Surat Dinas

Cap Dinas

Buku Indeks Surat
Kendaraan

Lembar Disposisi

Filling Kabinet/Lemari File

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP Layanan Administrasi Surat OPD lain tidak berjalan, maka Layanan Administrasi Surat Dinas
terhambat

Buku Agenda Surat Keluar
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Pengelolaan Surat Masuk

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Staf/ Petugas
8 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang | Kasubbag / Kasi /, . & A Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Administrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menerima surat masuk Diterimanya Surat Masuk 1 Hari Surat Masuk
2. |Mencatat Surat masuk dalam Buku Agenda Surat Masuk 30 Menit [Agenda Surat Masuk
3. |Menempel lembar disposisi pada surat masuk l Agenda Surat Masuk 10 Menit  |Surat Masuk, Lembar Disposisi
4. |Mendisposisi surat Surat Masuk, Lembar Disposisi 10 Menit  |Meneruskan Surat Masuk dan Lembar
v Disposisi
5. |Menyerahkan surat masuk dan disposisi kepada Sekdis untuk Meneruskan Surat Masuk dan 30 Menit |Diserahkannya Surat Masuk yang sudah di
didistribusikan ‘L Lembar Disposisi Disposisi
6. |Mendistribusikan surat masuk sesuai disposisi Kadis Surat Masuk, Lembar Disposisi 30 Menit |Pendistribusian Surat Masuk sesuai di
Disposisi
v v \4
7. |Mengarsipkan surat masuk i Pendistribusian Surat Masuk 1 Hari Arsip Surat Masuk
. =|| sesuai Disposisi
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